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PENGANTAR TERBITAN REVISI KEDUA 


Pembahasan Pancasila secara teoritis filosofis religius dalam 
rangka untuk lebih meresapkan dan menghayati dasar filsafat Ne- 
gara kita telah lama diusahakan oleh Laboratorium Pancasila IKIP 
Malang. Hasil-hasil pembahasan itu telah pula diterbitkan menjadi 
buku, antara lain berjudul "Pokok-Pokok Pembahasan Pancasila 
Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia” (terbitan pertama ta- 
hun 1968). Penerbitan buku ini ternyata mendapat sambutan yang 
luas di kalangan masyarakat. 


Sambutan yang baik itu selain sangat menggembirakan, juga 
telah mendorong para anggota Laboratorium untuk berdaya-upaya 
mengusahakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu, karena 
dirasakan beberapa uraian atau cara penguraiannya masih agak su- 
Tit ditangkap dan dipahami. 


Lebih-lebih dalam perkembangan kehidupan kenegaraan kita 
setelah tahun 1978 terasa makin diperlukan adanya usaha pening- 
katan pembinaan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasi- 
la inj. Untuk bahan-bahan studi kalangan perguruan tinggi khusus- 
nya mahasiswa, maka pembahasan dalam buku ”Pokok-pokok 
Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia” 
diadakan revisi seperlunya, sebagai tercermin dalam terbitan revisi 
kedua ini. Untuk revisi kedua ini ditugaskan kepada para anggota 
Laboratorium Pancasila yaitu Saudara-Saudara : 

Nyoman Dekker, SH., 8. Drs. Masrukan. 


2 lardoyo, SH. 9. Drs. M. Noor Syam. 

5. Drs.Ktut Sudiri Panyarikan SH 10. Drs. Saleh Soewamo. 

4. RM. Soebantardjo. 11. Dr. Kasmiran Woeryo, MA. 
5. IL. Habib Mustopo. 12. Drs. PA. Sahertian. 

6. Drs. IL. S. Razag. 13. Soebiyanto, M. Sc. 


7. Drs. M. Sudomo, MA. 14. Prof. Dardji Darmodiharjo.SHU. 


Demikianlah semoga dengan adanya revisi ini pananaman dan 
pembinaan penghayatan untuk pengamalan dan Dean sc- 


Akhirnya kami menyadari bahwa tegur sapa, kritik dan saran 
' dari siapapun demi penyempumaan isi pembahasan akan diterima 
dengan ucapan terima kasih. 


Malang, 1 Oktober 1979. 
LABORATORIUM PANCASILA IKIP MALANG 


Ketua Umum 


KATA PENGANTAR 
( Pada Terbitan Sebelum Revisi) 


Pembahasan tentang Pancasila Dasar Filsafat Negara kita disi- 
ni adalah semata-mata terdorong oleh keinginan yang suci untuk 
mengamankan dan mengamalkan Pancasila/Undang-Undang Dasar 
1945 secara murni, sesuai dengan tuntutan dan cita-cita per- 
juangan Orde Baru. 


Kita menyadari, bahwa pengertian tentang Pancasila saja be- 
lum cukup kalau tidak disertai dengan pengamalan. Akan tetapi 
pengamalan akan berhasil baik, kalau dimulai dengan adanya pe- 
ngertian yang baik. 


Atas dasar pokok fikiran di ataslah, maka Laboratorium Pan- 
casila IKIP Malang berusaha menyumbangkan hasil-hasil fikiran- 
nya yang berhubungan dengan masalah-masalah Pancasila Dasar 
Filsafat Negara kita, baik mengenai Pancasila yang murni maupun 
tentang bagaimana cara-cara memberikan pengertian Pancasila 
yang sebenarnya. 


Hasil-hasil fikiran yang disumbangkan di sini, didasarkan atas 
pembahasan-pembahasan bersama secara ilmiah dalam arti luas 
(filosofis) dengan tidak meninggalkan segi-segi religiusnya yang de- 
ngan singkat dapat dikatakan, bahwa pembahasannya diusahakan 
secara teoritis/filosofis/religius. ' 


Pembahasan masalah-masalah dilakukan dengan cara memper- 
gunakan metode deduktif dan induktif, yaitu : dengan menyoroti 
secara deduktif (filosofis/religius) pandangan hidup bangsa Indone- 
sia, kemudian dibahasnya secara induktif pertumbuhan serta seja- 
rah perkembangannya, terutama sejarah pergerakan serta perjuang- 
an kemerdekaan bangsa Indonesia di dalam mencapai cita-cita dan 
tujuan bangsa. 


Dengan pembahasan secara demikian, akan didapatkan suatu 
keyakinan (justifikasi) bahwa Pancasila yang terdapat didalam 
Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah Pancasila yang mumi 


yang merupakan manifestasi dari jiwa Proklamasi Kemerdekaan 
17 Agustus 1945 yang didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat. 


Disamping itu, karena Pancasila merupakan 'sumber dari se- 
gala sumber hukum” bagi Negara Republik Indonesia, maka pasal- 
pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 meng- 
gambarkan pokok-pokok fikiran yang sudah terkandung didalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas (Kete- 
tapan MPRS No. XX/MPRS/1966). 4). 


Dengan demikian, maka pembahasan Pancasila kita di sini ti- 
dak dapat dipisahkan dengan pembahasan sejarah pergerakan dan 
perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Proklamasi Kemerde- 
kaan 17 Agustus 1945 dan Pembukaan serta Batang Tubuh 
UUD 1945. 


Penerbitan hasil-hasil Karya Laboratorium Pancasila kali ini 
merupakan penyempurnaan dan pelengkap dari hasil-hasil karya 
yang telah pernah diterbitkan sebelumnya. 


Kepada segenap warga IKIP Malang, terutama seluruh anggo- 
ta Laboratorium Pancasila baik secara pribadi maupun yang di da- 
lam diskusi-diskusi telah memberikan sumbangan pikirannya se- 
hingga tersusunnya naskah ini, dengan ini diucapkan terima kasih 
dan penghargaan sebesar-besarnya. 8 


Segala saran yang konstruktif akan diterima dengan tangan 
terbuka, dan untuk itu diucapkan banyak-banyak terima kasih 
sebelumnya. 


Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufig dan hida- 
yahnya kepada kita sekalian di dalam mengamankan dan meng- 
amalkan Pancasila. 


Amin. Malang, 1 Juli 1968. 
Pd. Rektor IKIP Malang 
tid 


Dardji Darmedil S1! 


Letkol Ini. 


". 


Catatan tambahan : 


sebut di atas dinyatakan tetap berlaku. 


Menurut Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, Ketetapan MPRS ter- 
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PENDAHULUAN 


Dalam rangka meresapi dan meyakini Pancasila sebagai lan- 
dasan pengamalan, dirasa perlu oleh Laboratorium Pancasila IKIP 
Malang untuk menyusun kembali hasil-hasil penelitiagnya sedemi- 
kian rupa sehingga menjadi lebih mudah dihayati dan diamalkan. 
Perubahan dalam cara menguraikan atau menyajikan dilakukan tan. 
pa mengadakan perubahan pokok-pokok pikiran yang merupakan 
hasil-karya penelitian yang telah pernah diterbitkan sebelumnya, 
dan dimaksudkan agar supaya penjabarannya menjadi lebih mudah 
dihayati , terutama kemanfaatannya dalam usaha pendidikan. 


Dengan adanya cara penyajian yang demikian ini kiranya 
akan lebih memperjelas ajaran Pancasila. Dalam rangka menjelas- 
kan analisa ini, dengan mengambil contoh-contoh dari aspek-aspek 
kehidupan masyarakat lainnya dalam konteks Pancasila tersebut, 
diharapkan akan memberikan suatu dasar yang lebih meyakinkan 
kepada kita dalam mengarahkan kegiatan menurut dasar pola ber- 
fikir yang berlandaskan Pancasila. 


Walaupun eksistensi Pancasila tidak merupakan masalah. lagi, 
tetapi karya penelitian dalam rangka untuk lebih memperdalam 
keyakinan bangsa terhadap Pancasila diharapkan lebih intensif dan 
disajikan secara lebih sistematis serta lebih mudah dihayati dan di- 
amalkan. Analisa terhadap aspek kehidupan dan hubungannya de- 
ngan Pancasila terutama ketika belum dirumuskan secara formal 
dalam Pembukaan UUD 1945 telah merupakan suatu kenyataan 
dalam masyarakat kita. 


Dalam meninjau Pancasila ini, metode pembahasan yang di- 
gunakan ialah metode analitis-komprehensif, sebagaimana dijelas- 
kan dalam BAB I. 


Yang dimaksud dengan metode analitis-komprehensif falah 
suatu peninjauan yang berusaha mencari elemen-elemen dari.satu 
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kesatuan aktivitas masyarakat. Bila elemen-elemen tersebut telah 
dapat dijabarkan, kemudian disusun hubungannya yang satu de- 
nganyang lain sehingga clemen-clemen itu tidak berdiri lepas, teta- 
pi tetap mempunyai kaitan sedemikian rupa sehingga ia kembali 
merupakan suatu kebulatan ( sistem ). 


Dengan metode tersebut kemudian dalam BAB Ii peninjauan 
dilanjutkan dengan melihat posisi Pancasita itu sendiri. Di samping 
sebagai Dasar Negara Republik Indonesia juga sekaligus merupakan 
Pandangan Ilidup Bangsa Indonesia, Sumber dari segala sumber 
hukum-dan Ideologi Nasional, 


Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia ia telah menjadi sa- 
tu landasan bangunan Negara Indonesia yang kuat. Sebagai Pan- 
dangan Hidup, ia telah merupakan nilai-nilai dasar tata kehidupan 
bangsa kita, Sebagai sumber dari segala sumber hukum, ja telah 
meletakkan garis yang tegas, bahwa peraturan perundangan ke- 
hidupan bangsa harus bersumber kepadanya. Sebagai Ideologi 
Nasional, ta mengatasi paham golongan atau perscorangan, 


Dakm BAB H) berikutnya, pembahasan dilakukan dari s 
sejarah, Sejarah menunjukkan bukt-bukai yang nyata dari per- 
kembangan bangsa kita, betapa dalam masa-masa lampan dan masa 
masa berikutnya, jiwa Pancasila telah dihayat oleh bangsa kita. 
Pernyataan ini, dengan adanya kenyataan-kenyataan sejarah, me- 
yakinkan kita bahwa Pancasila merupakan nilai kehidupan kita se- 
bagai bangsa, nilai-nilai sosio udaya kita, 


Dalam BAB IV pembahasan dilanjutkan dari segi Hukum Ke- 
tutanegaraan, Mencgakkan suatu negara atas dasar suatu pandang- 
josesia atau Tilsalat bangsa yang telah dihayati- 
nya sejak jaman-jani akan memberikan dasar yang 
cam negara tersebut. Pandangan bangsa yang 
menjadi azas dari negara itu dan dasar pandangan negara yang didi- 
rikannya kemudian, harus sesuai satu dengan yang lainnya. Kalau 
tidak, maka akan terdapat konilik-konilik pandangan yang 


an hidup bangsa I: 
sebelumn 


Kokoh atas perkembua 


berakibat akan terdapatnya halangan-halangan dalam perkembang- 
an negara dan bangsa itu sendiri. 


Dalam BAB V diadakan pembahasan dari segi Antropologi So- 
sial. Tinjauan ini menjelaskan tentang tatanan kehidupan sosial-bu- 
daya masyarakat kita yang mengalami perkembangan dalam perja- 
Janan sejarah kita. Namun demikian, beberapa aspek dari tata kehi- 
dupan itu dengan menunjukkan adanya hubungannya dengan Pan- 
casila, merupakan pula suatu bukti bahwa kehidupan jiwa Pancasi- 
Ia itu ada dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia. Tinjauan ini 
juga menjelaskan tentang tersebarnya penduduk Indonesia atas dac- 
rah-daerah atau pulau-pulau, dengan perkembangannya yang berbe:. 
da satu sama lain, masih juga ada unsur-unsur persamaan dalam hal 
hal tertentu, menunjukkan bahwa persamaan kebudayaan 
yang berkembang di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang 
panjang, masih pula dapat ditemukan unsur-unsur persamaan ter- 
sebut. Kaitannya dengan Pancasila di antara beberapa aspek kc- 
hidupan itu menunjukkan bahwa jiwa Pancasila bukanlah hal yang 
baru, Ia terlekat dengan kehidupan bangsa kita sendiri. 


Sesuai dengan Pancasila sebagai suatu pandangan hidup 
bangsa kita sendiri, maka diperlukan pula suatu renungan mcn- 
dalam terhadap kenyataan tersebut. Demikianlah, dalam BAB VI 
dilakukan suatu peninjauan dari segi filsalat dan religi. Pemikiran 
spekulatif dari filsafat tidak pula terlepas dari suatu kenyataan ke- 
rakatannya. Pemikiran filsafat secara teoritis dan praktis mc- 
nunjukkan akan adanya suatu peninjauan yang tidak terlepas dari 
alam kenyataan. Pemikiran abstrak spekulatif ditunjukkan untuk 
melihat lebih dalam lagi tentang kenyataan yang hidup di tengah- 
tengah masyarakat kita. 


Pemikiran filsalat ini mengantarkan kita kepada suatu kesim- 
pulan, bahwa kesadaran akan Pancasila itu dilandasi oleh suatu fi- 
kiran yang dalam, mendorong kita untuk meyakini Pancasila, bu- 
kan saja karena alasan politik semata-mata, tetapi juga oleh kai 
kesadaran akan kebenaran nilai-nilai yang terkandung didalam Pan- 
casila. 
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Pemikiran abstrak spekulatif ini juga berpangkal pada suatu 
analisa yang komprehensif. Tujuari kearah suatu kesatuan yang 
universal tetap terdapat di dalamnya, namun landasan akan elemen- 
clemen yang dianalisa tidak diabaikan di dalamnya. 


Terakhir adalah suatu kesimpulan dari uraian-uraian yang di- 
bahas di atas umtuk dilihat konteksnya dari masalah-masalah ter- 
sebut dalam suatu uraian yang singkat. Walaupun sifatnya suatu 
pengulangan, namun pengulangan yang singkat dalam suatu uraian 
yang padat, dianggap sangat diperlukan dalam melihat secara sing- 
kat uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab yang mendahului- 
nya. 


Daftar kepustakaan yang disertakan pada buku ini dipilih 
dan disarankan untuk dipelajari lebih lanjut. Pilihan terhadap buku 
buku tersebut disesuaikan dengan pokok-pokok pikiran dalam ke- 
seluruhan pembahasan buku ini. 


Demikianlah beberapa hal yang perlu disampaikan dalam pen- 
dahuluan ini, berhubung dengan penyusunan kembali hasil-hasil 
penelitian sebagai yang terdapat dalam penerbitan-penerbitan bu- 
ku ini. : 


Sekali lagi diharapkan akan dapat menambah kejelasan pe- 
ngertian dan menimbulkan keyakinan yang sadar tentang kebenar- 
an Pancasila, Benar di sini dalam arti obyektif - ilmiah atau filoso- 
fis-religieus, juga benar dalam arti dapat dipertanggung jawabkan 
secara yuridis-konstitusional, karena Pancasila adalah Dasar Nega- 
ra Republik Indonesia yang merupakan fungsi pokok untuk me- 
ngatur penyelenggaraan pemerintahan negara. 


Penentuan mengenai fungsi pokok ini sangat penting, karena 
harus diingat bahwa Pancasila itu mula-pertama dirumuskan pada 
tahun 1945 adalah dengan tujuan untuk dijadikan sebagai Dasar 
Filsafat Negara Indonesia Merdeka. Oleh sebab itu, penafsiran pe- 
ngertian Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara haruslah berdasar- 
kan Pembukaan dan Batang-Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 
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Demikian pula pengamalan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, 
yang berarti untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Nega- 
ra harus pula berdasarkan Pembukaan dan Batang-Tubuh Undang- 
Undang Dasar 1945. 


Pengamalan Pancasila dalam fungsinya yang lain, sebagai mi- 
salnya untuk mengatur hidup sehari-hari (sebagai way of life: 
-pandangan hidup: pegangan hidup: filsafat hidup bangsa), meski- 
pun fungsi-fungsi ini penting dan tidak boleh diabaikan, namun pe- 
laksanaannya harus sejalan dengan fungsi pokoknya, yaitu Panca- 
sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. . 


Demikianlah, Pancasila itu kita amalkan sesuai dengan fung- 
sinya, dan kemudian kita amankan agar jiwa dan semangatnya, 
perumusan dan sistematikanya tetap sebagaimana yang tercantum, 
di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai perwu- 
judan kelestarian yang formal. 
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BAB 1 
METODE PEMBAHASAN 


1. Metode, 


Metode pembahasan yang dipakai dalam membahas Pancasila 
di sini ialah metode analitis-komprehensif, yaitu : mula-mula di- 
adakan suatu penelitian terhadap suatu masalah untuk mendapat- 
kan elemen-cicmen dari masalah tersebut. Elemen-elemen atau 


unsur-unsur ini dicari yang sangat erat hubungannya dengan pokok 
uraian vaitu Pancasila, sebab kalau tidak demikian maka uraian ti- 
dak reksan dengan maksud pembahasan, Analisa” terhadap suatu 
kesatuan dengan mencari unsur-unsurnya dimaksudkan untuk me- 
ngerti lebih dalam, sejauh mana secara kwantitatif dan kwalitatil 
segala sesuatunya ita crat hubungannya dengan Pancasila. 


Unsur-unsur tersebut tidaklah terlepas begitu saja, tetapi satu 
sama Jain diksitkan sedemikian rupa sehingga kemudian merupa- 
kan suatu kesatuan kembali dengan menempatkan Pancusila dalam 
seluruh konteks uraian tersebut. Pengertian komprehensif yang 
didapatkan di dalam memisah-misalikan unsur dan kemudian 
mengaitkan yang satu dengan lainnya dalam konteks k an itu, 
diharapkan akan didapatkan suatu pandangan vang teaih dalam, 
bulat dan utuh dari Pancasila di dalam aspek tartupan ma- 
syarakat kita sebagai sistem dengan tata nilai Pan 


Suatu pengertian tanpa suatu keyakinan dalam kuykah-lang- 
kah berikutnya, merupakan suatu hal yang tidak berguna. Karena 
itu suatu uraian yang kemudian diharapkan dapat melahirkan 
suatu keyakinan, diperlukan suatu metode pembahasan terten- 
uu Metode pembahasan yang analitis komprehensif ini diha- 


rapkan akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dalom pem- 


bahasan buku ini. 


Pancasila sebagai suatu pandangan hidup bangsa, tidak cukup 
hanya berherfti dalam pemikiran yang teoritis intelektual saja, te- 
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tapi diharapkan lebih jauh lagi @ari pada itu, yaitu tumbuhnya ke- 
yakinan dan kesadaran yang kemudian diharapkan akan terjelma 
dalam amal perbuatan. 


Metode pembahasan yang analitis komprehensif ini dapat ' 
pula dikatakan sebagai metode kerja. Metode itu sendiri harus pu- 
la diikuti suatu pandangan tertentu. Analisa yang sama dengan su- 
dut pandangan yang berbeda akan menghasilkan suatu kesimpulan 
yang berbeda, Jadi sudut pandangan itu sangat menentukan akan 
hasil suatu analisa. Yang jelas tidak dapat dipakai dalam hal ini 
ialah sudut pandangan yang materialistis. Jelas pandangan ini su- 
dah bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pan- 
casila. 


Kehidupan bangsa kita yang beragama, serta rumusan Ke- 
tuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila telah merupakan suatu 
realitas, dan karena itu sudut pandangan tersebut harus dominan 
dalam melakukan analisa tersebut. Demikian pula sudut pandang- 
an yang tidak sesuai dengan Pancasila itu senditi tidak dapat dibe- 
narkan dalam hal ini. Suatu pilihan sudut pandangan yang terten- 
tu, seperti sudut pandangan yang dipilih di sini, yaitu yang tercan- 
tum dalam Pancasila, berlandaskan suatu dasar yang kuat, yaitu 
adanya realitas, baik yang dianut-eleh bangsa kita karena keyakin- 
an keagamaarihya ataupun. dengan sila pertama dari Pancasila sen- 
dn. | " 


Pemikiran akademis intelektual yang berupa suatu metode 
analisa, disertai dengan suatu pandangan yang merupakan suatu 
keyakinan dan pilihan yang pasti, telah merupakan suatu kebulat- 
an pandangan. Pertanggungan jawabnya tidak saja dalam bidang 
akademis intelektuil, tetapi juga dalam bidang keyakinan intuisi 
dan inspirasi. 


Di dalam masyarakat, terutama dalam menghadapi masalah- 
masalah tertentu sering keyakinan atau intuisi yang berbicara ter- 
lebih dahulu, kemudian diproses dengan landasan akademis inte- 
lektuil. Namun dalam pembahasan ifir dicoba menganalisa sesuatu- 
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nya itu terlebih dahulu, kemudian menyesuaikannya dengan sudut 
pandangan yang tertentu tersebut. 


Dalam uraian-uraian berikutnya, dengan metode yang telah 
disebutkan di atas serta dengan sudut pandangan yang tertentu, 
kiranya akan tertanam keyakinan yang lebih dalam akan kebenar- 
an Pancasila, sehingga peri-laku baik dalam hal-hal yang berhu: 
bungan dengan masalah ideologi, ekonomi, politik, sosial, kebu- 
dayaan, dan lain-lain akan selalu bercermin Pancasila. Mungkin da- 
lam pelaksanaan yang mendetail akan juga terdapat beberapa per- 
bedaan, namun pola umum yang diharapkan, akan tetap dapat di- 
kategorikan sebagai sesuatu yang berlandaskan Pancasila. 


II. Pendekatan. 


Pendekatan studi dan mendidikkan Pancasila sebaiknya' meli- 
puti : 


A. Pendekatan Yuridis — konstitusional. 


Pendekatan ini ialah dengan memusatkan orientasi ke- 
pada Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 se- 
bagai rumusan dan sistematika yang otentik, resmi, sah (valid) 
secara yuridis-konstitusional (hukum dasar negara). Inilah Pan- 
casila yang berkedudukan dan berfungsi sebagai dasar negara 
Republik Indonesia, karenanya bersifat mengikat (imperative). 
Pancasila di dalam Pembukaan ini merupakan filsafat negara, 
dasar negara yang menjiwai hidup kenegaraan dan kemasyara- 
katan Indonesia. 


Pancasila dalam Pembukaan, bahkan isi Pembukaan 
secara keseluruhan merupakan perjanjian luhur yang mengikat 
seluruh rakyat, bahkan semua generasi bangsa Indonesia. Kare- 
na itu wajarlah kita semua setia mengamalkan dan mengaman- 
kan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan- 
nya dengan melestarikannya, termasuk tanggung jawab mewa- 
riskannya Pancasila dalam Pembukaan merupakan pula sumber . 
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dari segala sumber hukum dan norma-dasar dalam negara Rc- 
publik Indonesia. 


Inilah prinsip-prinsip pendekatan yuridis-konstitusio- 
nal: yaitu mendasarkan diri terutama kepada nilai-nilai dasar 
yang ditetapkan secara yuridis-konstitusioyal. 


Selanjutnya untuk melengkapi dapat dilakukan pcen- 
dekatan komprehensif (luas dan mendalam) supaya mendapat 
kebenaran yang lebih mantap: melalui berbagai pendekatan da- 
Jam rangka mencari kesimpulan yang valid, 


B. Pendekatan Komprehensif. 


Sebagai usaha pengetahuan, baik untuk mengetahui 
maupun untuk mengajarkan, maka Pancasila sebagai pengeta- 
huan di-dekati dengan berbagai cara guna mendapatkan kebe- 
naran yang sah dan berlaku (valid). Manusia dalam mengetahui 
dan mengerti konsepsi-konsepsi kebenaran ilmu pengetahuan 
melalui beberapa cara yang hirarchi sifatnyaj artinya mulai de- 
ngan cara yang sederhana dengan hasil kebunarun yang sedei 
bana pula validitasnya sampai kepada cara yang relatif lebi 
kompleks dan menghasilkan kwalitas kebenaran yang sah, Da- 
lam proses mendapatkan kebenaran-kebenaran ilmiah dan ke- 
benaran pada umumnya, manusia dapat metalui tingkat-ting- 
kat : 


1. Cara Umum. 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari biasa mengetahui dan 
menyadari sesuatu disckitarn Kesadar: 
“pengetahuan” "pengalaman ini didapatkan melalui kontak 
langsung oleh pancainderanya. Obyek-obyek yang dikenal 
oleh indera manusia berasal dari kenyataan obyektif dan fisis. 
dengan perwujudan bentuk, silat, wara, bunyi, rasa dan bau 
yang ditangkap oleh indera-indera yang berfungsi sesuai dc- 
ngan perwujudan obyek itu. Pengetahuan melalui alat indera 
ini bersifat empiris, pengalaman : disebut juga pengetahuan 


an yang merupakan 
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pengalaman, yang bersifat analogis. Kebenaran yang didapat: 
kan hanya ditentukan oleh kesadaran-menghayati oleh panca- 
indera, belum rasionil kritis, sehingga hasilnya dapat disebut 
pengetahuan indera (pengalaman indera). 


2. Cara Ilmiah. 


Rasio manusia yang bersifat kritis berusaha menangkap kebe- 

naran secara lebih memuaskan dan meyakinkan. Cara dan me- 

tode ilmiah yang bertujuan untuk ini, mempunyai syarat-sya- 

rat antara lain : 

a. Ada obyek tertentu yang diselidiki, obyek itu diselidiki 
sebagaimana adanya (obyektif). 

b. Mengetahui obyek penyelidikan dengan memakai metode 
tertentu misalnya : observasi, experimen, yang dalam 
prosesnya bersifat induktif (metodis). 


c. Yang telah diketahui disusun dengan cara tertentu, dikla- 
sifikasi, dibuat kesimpulan-kesimpulan, rumusan-rumusan 
generalisasi-generalisasi, dalil-dalil/aksioma. Terbentuklah 
hukum-hukum dan sistematika tertentu (sistematis). 


dl. Semua aktivitas di atas bertujuan untuk memenuhi kebu- 
tuhan dorongan manusia, baik physis (kebutuhan-kebu- 
tuhan biologi/ekonomis), maupun lebih-lebih dorongan 
psikologis (misalnya: hasrat ingin tahu). Jadi hasrat tersc- 
but didorong oleh cita-cita kesejahteraan manusia dan ke- 
manusiaan. Dengan. demikian syarat keempat bertujuan, 
dan bukan sekedar ingin tahu (science for the scek of 
science). 


Ke-empat syarat dan cara ilmiah ini berlaku bagi semua 
jenis ilmu (ilmu pengetahuan atau ilmu). 


Pancasila sebagai obyek penyelidikan ilmiah, karena mw- 
lingkupnya komprehensif, untuk mendapatkan validitas il- 
iniah, seyogyanya diselidiki melalui berbagai sudut pandang- 
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an dan bidang ilmu pengetahuan, seperti sejarah, ketatanega: 
raan, anthropologi sosial, filsafat dan religi. Oleh karena itu- . 
lah penyelidikan/kesimpulan yang hanya dari satu sudut pe-' 
ngetahuan (misalnya : historis materialisme) saja, tentu be- 
lum representatif sebagai kesimpulan ilmiah yang valid. Ter- 
hadap ilmu pengetahuan alam (natural science) mungkin te- 
lah memadai dengan cara-cara ilmiah saja, akan tetapi bagi il- 
mu pengetahuan sosial (social science) memerlukan peninjau- 
an dari segi-segi lain yang lebih kompleks. Cara ilmiah ini ada- 
lah kesatuan antara observasi yang obyektif dengan analisa 
rasionil-kritis, kesadaran menghayati secara phisis dan kesadar- 
an psychologis-intelektual. Hasilnya adalah kebenaran ilmiah. 


3. Cara Filosofis. 


Tingkat berfikir ilmiah masih terlihat dengan keharusan 
adanya kontak manusia dengan obyek secara langsung. 
Obyek ilmiah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, baik 
obyek itu materiil-physis, riil-konkrit, maupun pengertian- 
pengertian abstrak-logis. Obyek materiil pengetahuan terba- 
tas (khusus), sedangkan obyek formalnya adalah untuk men- 
dapatkan kebenaran ilmiah obyektif. 


Filsafat sebagai bidang penyelidikan manusia, melampaui 
ikatan-ikatan di atas. Filsafat adalah usaha manusia mengerti 
segala sesuatu, (yang ada konkrit, yang abstrak-logis, yang 
spiritual nilai-nilai), sedangkan obyek formalnya ialah menge- 
tahui hakekat segala sesuatu (”the nature of everything”). , 


Tingkat filsafat adalah tingkat tertinggi pikiran manusia,. 
yaitu ,,reflective thinking” dengan metode »contemplation” 
yang dalam prosesnya bersifat deduktif. Kebenaran-kebenar- 
an ilmiah yang masih terikat dengan obyek dan dimensi-yang 
membatasinya, oleh filsafat dilampauinya guna mendapatkan 
kebenaran hakiki. Misalnya antropologi metapisika berusaha ' 
mengerti hakekat manusia, yang melampaui kesimpulan inte- 
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gritas yang berfungsi sebagai ,,individual-being”, ,social-being' 
dan ,,moral-being”. Hasilnya adalah kebenaran filsafat. 


"4. Cara Religius. 

Tingkat "Reflective thinking” sebagai daya-maksimal in- 
tellektual manusia dalam menjangkau kebenaran, masih ter- 
batas oleh kemampuan manusiawi rasio dan intelek manusia 
dengan berfilsafat masih belum mendapatkan kepuasan- 
terakhir tentang rahasia-rahasia semesta dan yang ada dibalik 
realita ini. 

Rokhani dan budi-nuraninya menjangkau secara transcen- 

dental dengan daya supra-pikir, dengan kesadaran-spiritual. 
Kenyataan-kenyataan dan rahasia semesta yang mempunyai 
aspek super-natural, meyakinkan rokhani manusia untuk rme- 
nyadari adanya kebenaran absolut, kebenaran universal yang 
mutlak, yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran 
manusia akan kebenaran Ymutlak ini ,,dihayati” oleh keyakin- 
an budi-nurani, dimana keyakinan itu sendiri menurut ahli 
pikir Al — Gazali mempunyai tingkat dan proses-proses ilmul- 
yakin, ainulyakin dan hakkulyakin, 
Kebenaran religius yang utama dan pertama dalam filsafat 
juga diakui, yaitu bahwa existensi Tuhan adalah kebenaran 
yang "self-evident”, kebenaran-absolut yang tidak memerlu- 
kan bukti-bukti lain, karena dirinya sendiri adalah bukti itu 
sendiri. 

Dengan tercantumnya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 
sila pertama dalam Pancasila, Pancasila sebenarnya telah 
membentuk dirinya sendiri sebagai suatu ruang lingkup filsa- 
fat dan religi. Karena hanya sistim filsafat dan religi yang 
mempunyai ruang lingkup pembahasan tentang Tuhan Yang 
Maha Esa. Dengan demikian secara ”inheren” Pancasila me- 
ngandung watak filosofis dan aspek-aspek religius, sehingga 
pendekatan filosofis dan religius adalah konsekwensi daripada 
essensia Pancasila sendiri yang mengandung unsur filsafat dan 
aspek religius. 
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Karenanya, cara pembahasan yang terbatas pada bidang il- 
miah semata-mata belum relevant dengan Pancasila. 

Analisa yang ideal terhadap Pancasila adalah terpadu an- 
tara analisa ilmiah, filosofis dan religius. Dengan analisa il- 
miah, filosofis dan religius itu maka pandangan yang menyc- 
luruh dan luas tentang Pancasila memberi dasar bagi suatu ke- 
simpulan yang sah (valid). 
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BAB U 


POSISI PANCASILA 


Negara Republik Indonesia lahir melalui Proklamasi Kemer- 
dekaan 17 — 8 — 1945. Pada esok harinya,.18 — 8 — 1945 dite- 
tapkanlah Pancasila sebagai dasar filsafat negara kita. Jiwa Panca- 
sila yang tclah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat, di- 
rumuskan secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai suatu 
negara demokrasi, yang menginginkan terciptanya sistem kehidup- 
an kenegaraan berdasarkan atas partisipasi rakyat banyak, maka se- 
gala sesuatu yang secara pokok harus ada dan dapat dipakai scba- 
gai suatu pedoman, yaitu Undang-Undang Dasar yang merupakan 
penjabaran dari Pancasila, haruslah dilaksanakan dalam. mencapai 
tujuan negara kita. 


Dasar filsafat negara telah dicantumkan dalam Pembukaan 
UUD 1945. Walaupun "kata Pancasila” tidak disebutkan dalam 
Pembukaan tersebut, tetapi rumusan sila demi sila secara pasti di- 
cantumkan di dalamnya, yaitu pada alinea keempat dalam Pembu- 
kaan UUD 1945 dengan tiga alinea di atasnya sebagai latar bela- 


kangnya. 


Alinca kecmpat Pembukaan UUD 1945 berbunyi sebagai hc- 
rikut : 
Manenenan Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dan darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadil- 
an sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indone- 
sia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indo- 
nesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepa- 
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da ! Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan « 
beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakil- 
an, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi selu- 
ruh rakyat Indonesia”. 


Sekarang timbul pertanyaan, benarkah bahwa rumusan seper- 
ti Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya adalah Pancasila yang 
dimaksudkan ? Apakah sila demi sila yang terdapat di dalam Pem- 
bukaan UUD 1945 tersebut sudah pasti Pancasila yang kita mak- 
sudkan ?. 


Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat meng- 
gunakan tinjauan historis. 


Tinjauan historis, yakni suatu tinjauan dilihat dari perkem- 
bangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai de- 
ngan tanggal 18 Agustus 1945 dengan melalui tonggak-tonggak 
tanggal 1 Juni 1945 dan tanggal 22 Juni 1945, merupakan suatu 
jawaban dari adanya rumusan Pancasila yang sesuai dengan alinea 
keempat Pembukaan UUD 1945. 


Proses sejarah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut : 

Dalam menelaah tentang dasar negara Indonesia, naskah yang 
diajukan oleh Mr. Muh. Yamin dalam sidang Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Jumbi 
Chosakai) pada tanggal 29 Mei 1945 telah menyebutkan pokok-. 
pokok pikiran sebagai dasar negara Indonesia merdeka di kelak ke- 
mudian hari yang rumusannya, sebagai berikut : 


”1, Peri Kebangsaan 
2. Peri Kemanusiaan 
3. Peri Ketuhanan 
4. Peri Kerakyatan 
5. Kesejahteraan Rakyat”. 


Lima dasar ini belum diberikan nama yang pasti, tetapi bah- 
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wa hal itu terdiri dari lima dasar bagi Negara Indonesia merdeka , 
adalah jelas. : " 
: Konsep pikiran dalam merumuskan dan sistematika dari 
Ir. Soekarno yang disampaikan dalam Badan itu juga pada tanggal 
1 Juni 1945 adalah : 
”1. Kebangsaan Indonesia, 
2. Internationalisme, atau Peri Kemanusiaan, 
3: Mufakat, atau Demokrasi, 
4. Kesejahteraan Sosial, 
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. 


Untuk pertama kalinya dalam sidang ini disampaikan istilah 
”Pancasila” untuk menamakan lima dasar bagi negara Indonesia, 
walaupun perumusan-perumusan itu berlainan. Walaupun istilah 
Pancasila sudah diketengahkan, tetapi isi dari Pancasila atau lima 
dasar tersebut mengalami perubahan perumusannya. Perubahan 
perumusan tersebut yang mengandung pula suatu latar belakang 
pemikiran, adalah logis. Istilah yang sama dengan perumusan dan ' 
sistematik yang berbeda sangat reungkin di dalam suatu proses per- 
kembangan kemasyarakatan berikutnya. 


Rumusan dan sistematik berikutnya dari lima dasar tersebut 
tercantum dalam suatu piagam mukadimah yang kemudian dikenal 
sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pada tanggal itu : 9 tokoh 
nasional, wakil-wakil golongan Islam dan Nasionalisme yaitu : 
Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno 
“Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Su- 

. bardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, merumuskan 
Pancasila di dalam Piagam Jakarta dengan rumusan dan sistematik: 


”1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluk-pemeluknya. 
2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 
8. Persatuan Indonesia, : 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan da- 
lam permusyawaratan perwakilan, 
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5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat In- 
donesia””. 


Piagam Jakarta 22 Juni 1945 kemudian diterima oleh rapat 
besar Badan Penyelidik pada tanggal 14 Juli 1945, sebagai rancang- 
an Mukaddimah hukum dasar Negara Republik Indonesia. 


Perkembangan terakhir dari suatu rumusan Pancasila yang te- 
tah mengalami proses penyempurnaannya, ialah pada tanggal 
18 Agustus 1945. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung ru- 
musan sila-sila Pancasila sebagai berikut : 


"1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
9. Persatuan Indonesia, 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 'da- 
lam permusyawaratan/perwakilan, 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 


Perkembangan lebih lanjut dari rumusan dan sistematik ini 
berlangsung sampai terjadinya Konstitusi RIS (1949) dan UUD 
Sementara (1950) dengan rumusannya yang relatif singkat sebagai 
berikut : 

"1. Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

2. Perikemanusiaan, 

3. Kebangsaan, 

4. Kerakyatan, 

5. Keadilan Sosial”. 


Lepas daripada rumusan dan sistematik, baik yang merupa- 
kan konsep dalam sidang-sidang seperti disebutkan di atas, mau- 
pun rumusan dan sistematik dalam Mukaddimah Konstituti RIS 
maupun UUD Sementara, dalam pengertian umum rakyat banyak 
terdapat pula usaha menyingkatkan lebih lanjut rumusan-rumusan 
itu. Mungkin tujuannya adalah pragmatis, dalam arti untuk meng- 
hemat atau-untuk memudahkan ingatan, dengan variasi antara lain 
sebagai berikut : 
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SI. Ketuhanan, 
2. Kemanusiaan, 
3. Kebangsaan, 
4. Kerakyatan atau juga disebut Kedaulatan Rakyat, 


Keadilan sosial”. 


Kei 


Rumusan ini membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap ter- 
kandung pada setiap Undang-Undang Dasar yang pemah berlaku 
dalam negara kita. 


Kemudian setelah kita kembali kepada UUD 1945 dengan 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka dengan sendirinya secara positil 
rumusan dan sistematik Pancasila harus sesuai dengan apa yang tcr- 
cantum dalam Pembukaan UUD 1945, Suatu rumusan dan siste- 
matik yang berbeda akan mempunyai pula arti yang berbeda. Un- 
tuk menghindari rumusan dan sistematik yang berbeda dengan 


alasan-alasan yang berlainan, maka atas dasar Instruksi Presiden RI 
No. 12 tahun tanggal 13 April 1968 diseragamkanlah tata- 


urutan Pancasila seperti apa yang tercantum dalam Pembukaan 
UU1) 1945 yang berbunyi sebagai berikut : 


"1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
3. Persatuan Indonesia, 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan da- 
lam permusyawaratan/perwakilan, 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 


Tinjauan historis memberikan bukti kepada kita bahwa Ins- 
truksi Presiden RI No. 12 tabun 1968, tanggal 13 April 1968 ini- 
lah yang menyebutkan secara tegas, bahwa rumusan seperti Ke- 
tuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya seperti tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila yang kita maksudkan. 


Dengan Inpres No, 12 tahun 1968 itu di samping menghin- 


tatasurutan dan rumu 
, Gimaksudkan pula 
memberikan isi Pane 


da 


um Pancasila yang satu sama lain berbe- 
akan tercapan kesatuan pendapat dalam 
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Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, ber-' 
dasarkan Pancasila. Hal ini berarti, bahwa segala sesuatu yang rne- 
nyangkut kehidupan ketatanegaraan kita harus berdasarkan atas 
Pancasila. Dasar pikiran ini kemudian dijabarkan dalam Ketetapan . 
MPRS No. XX/MPRS/1966 (berdasarkan TAP MPR NO. V/MPR/ 
1973 jo. TAP MPR No. IX/MPR/1978 dinyatakan tetap berlaku) 
yang dengan positip menyebutkan, bahwa Pancasila adalah sumber 
dari segala sumber hukum dalam negara Republik Indonesia. 


Di dalam pembahasan Pancasila, pola-pola pokok dari Panca- 
sila harus sesuai dengan rumusan Pancasila di atas serta hubungan- 
nya satu dengan yang lain harus selalu merupakan satu kebulatan " 


gara, 


Jika di dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan, bahwa Nega- 
ra mengatasi paham golongan atau perorangan maka ini berarti, 
bahwa Pancasila dilihat dari seginya yang Jain harus merupakan 
suatu ideologi bangsa sebagai keseluruhan. Dengan demikian Pan- 
casila mengatasi paham golongan dan perorangan dalam negara Re- 
publik Indonesia. Ini tidak berarti bahwa ideologi lain tidak diper- 
kenankan berkembang, asalkan tidak bertentangan dengan-Panca- 
sila. Hal ini hanya berarti dilihat dari logika, bahwa konsekwensi 
dari Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan dan Ketetapan 
MPRS No. XX/MPRS/1966 (juncto TAP MPR No. V/MPR/1973 
dan TAP MPR No. IX/MPR/1978) tersebut menempatkan Pancasi- 
la dalam proporsi yang sebenarnya. Penempatan yang demikian 
bukanlah berdasarkan atas suatu keharusan atau paksaan tanpa da- 
sar tetapi hanya semata-mata atas pengertian dalam melihat hu- 

.kum tata-negara kita sendiri. Bilamana dasar pikiran akan adanya : 


28 


Pancasila dalam Pembukaan dan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/ 
1966 (juncto TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No.IX/ 
MPR/1978 ) sebagai suatu Ketetapan yang tertinggi, maka posisi- 
nya yang mengatasi paham golongan dan perseorangan harus dapat 
kita terima dengan nalar dan penuh pengertian. 


Dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi nasional di- 
harapkan bahwa orientasi dari kegiatan masyarakat dapat selalu 
bersumber pada Pancasila. Orientasi apapun yang sedang tumbuh 
dar berkembang dalam masyarakat Indonesia harus dilandasi de- 
ngan dasar perkembangan untuk pemenuhan tuntutan yang dike- 
hendaki oleh cita-cita Indonesia, yang secara nyata tersebut seba- 
gai ideologi nasional. 


Masyarakat sebagai baik secara suatu kesatuan yang kecil atau 
pun nasional akan berkembang terus dalam proses perkembangan 
sejarah. Faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi per- 
kembangan dalam suatu waktu tertentu akan berbeda tekanannya 
dengan masa-masa lainnya. Perkembangan kehidupan bangsa pada 
waktu sekarang akan berbeda dengan corak kehidupannya dalam 
masa-masa yang akan datang. Sebab, dinamika kehidupan akan te- 
tap berjalan. Walaupun demikian, pola-pola pokok kehidupan yang 
sesuai dengan Pancasila dan ajaran Pancasila itu sendiri hendaknya 
akan tetap menjadi landasan dalam mengarahkan perkembangan 
tersebut. 
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BAB III 


PE 


ABAHASAN DARI SEGI SEJARAH 


A. Manusia dan Sejarah Kemanusiaan. 


Masalah yang crat bersangkut-paut dengan pangkal sejarah ke- 
manusiaan, ialah pendapat tentang manusia-pertama. Pada dasar- 
nya pendapat mengenai hal itu terletak dalam cara pendekatan 
yang dapat dirumuskan dengan istilah pendekatan secara-religi dan 
pendekatan secara-ilmiah. Pendekatan religi membawa kepada ke- 
simpulan mutlak, bahwa Adam dan Hawa adalah sepasang manusia 
pertama yang menurunkan seluruh umat, manusia. Sementara itu 
secara ilmiah Antropologi Fisik sebagai bagian Biologi terus ber- 
usaha mencari bukti-bukti baru untuk memperkuat suatu dalil, 
bahwa manusia berkembang menurut proses evolusi dari suatu 
makhluk yang bermartabat rendah sampai mencapai bentuknya 
yang sekarang. Sampai sejauh itu ilmu pengetahuan modern, masih 
belum mampu memberikan keterangan yang memuaskan dan mu- 
tlak, kecuali suatu jawaban yang bersilat hipotesis. Oleh karena 
itu, pangkal sejarah manusiapun tidak dapat ditentukan dengan 
angka tahun yang pasti. Bagaimanapun juga, makhluk Tuhan yang 
disebut manusia ini telah berkembang biak memenuhi bumi di se- 
panjang masa ratusan ribu tahun, berkelompok kelompok menjadi 
rasras dan kemudian bangsa-bangsa menurut keadaan tempat ting- 
dan sejarah perkembangan yang dialaminya. Salah satu di 
bangsa-bangsa itu ialah bangsa Indonesia di atas bumi Indo- 


Kata Indonesia yang kita terima sebagai nama bagi tanah air 
ng bernama 


kita, sebenarnya ditemukan oleh scorang Inggris y 
James Richardson Logan yang dalam ,Journal of the Indian Ar- 
chipelago and Kastern Asia” terbitan tahun 1850 menulis sebagai 
berikut... phical term Indonesia, 
which is merely a sherter synonym for Indonesian Islands of the 
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Indian Archipelago”. (, L Saya memilih istilah geografis 
murni Indonesia yang pada hakekatnya merupakan sinonim yang 
lebih singkat bagi pulau-pulau India atau Kepulauan India”). 


Nama Indonesia digunakan selanjutnya untuk menyebut ta- 
nah air kita dalam beberapa tulisan, antara lain buku karangan 
Maxwell pada tahun 1862 yang berjudul ”The Islands of Indone- 
sia” Pada tahun 1889 seorang ahli tehnologi berkebangsaan Jer- 
man yang bernama Adolf Bastian menulis lima jilid buku mengenai 
Indonesia yang berjudul ,,Indonesien order die Insel des Malayis 
chen Archipels”. Kemudian nama Indonesia digunakan dalam na- 
ma .Indonesische Veriniging " (Perhimpu Indonesia) ta- 
hun 1922, dalam Indonesia Merdeka (nama majalah Perhimpunan 
Indonesia) tahun 1924, dalam Perserikatan Nasional Indonesia ta- 
hun 1927 yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia ta- 
hun 1928, dan selanjutnya dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Ok- 
tober 1928. Nama Indonesia secara resmi digunakan sebagai nama 
negara kita pada tanggal 17-8-1945 dengan diumumkan Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia. 


Kita bangsa Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa 
percaya, bahwa tidak ada kejadian di dunia ini yang terlaksana di- 
Juar kehendak Tuhan. Tidak ada sesuaw yang terjadi secara kebe- 
tulan, bukan juga kebetulan jika kita dilahirkan sebagai bangsa In. 
donesia di atas bumi Indonesia. Ini adalah kehendak Tuhan agar 
kita menjunjung tinggi kewajiban kita terhadap tanah-air dan bang: 
sa kita. 


B. Tumbuhnya Bangsa dan Kebudayaan Indonesia. 


Tanah-air kita Indonesia berupa suatu rangkaian kepulauan 
tropis yang terletak sirategis antara dua benua (Asia dan Austra- 
lia) dan dua samudra (Indonesia dan Pasifik). Baik keindahan mau- 
bun kekayaan alamnya sepanjang masa merupakan daya-tarik bagi 
setiap kelompok manusia yang mengembara mencari tempat ting 
gl untuk kaumnya, Dari daratan benua Asia berbagai bangsa ( an- 
tara lain Proto dan Deutero Melayu ) memasuki kepulauan Indone- 
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sia dan bercampur darah dengan penduduk tertua 4Negrito) untuk 
kemudian meluluh menjadi satu bangsa : Indonesia. Bhinneka 
Tunggal Ika ? Memang sesanti kita tidak hanya berasal dari Kitab 
Sutasoma karangan Mpu Tantular saja, tetapi berurat-akar pada 
pangkal terjadinya bangsa Indonesia. 


Tentang sejarah bangsa Indonesia yang paling tua, sumber- 
sumber keterangan yang sampai sekarang ada serta yang agak cu- 
kup jelas, baru mulai pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. 


Pada masa sekitar tahun 3000 sebelum Masehi itu berkem- 
banglah di daerah ini, suatu tingkat kebudayaan Neolithicum, 
yaitu suatu kebudayaan dengan pertanian sebagai unsur yang pen- 
ting. Di dalam masyarakat serupa itu, hubungan seseorang maupun 
orang sebagai kolektivitas dengan lingkungan hidup sekelilingnya 
sangat erat. Maka dalam keadaan itu, timbul pengaruh timbal balik 
antara manusia dan lingkungannya. 


Lingkungan alam, selain menyediakan keperluan bagi kelang- 
sungan hidupnya, sebaliknya dalam batas-batas tertentu memba- 
tasi ruang gerak serta kegiatan manusia. Di samping itu, alampun 
ikut menentukan serta memberi ciri yang khas terhadap cara hidup 
maupun corak kebudayaannya. Demikianlah, maka kesadaran 
akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh bangsa kita da- 
lam menghadapi tantangan alam, melahirkan suatu kesadaran akan 
kekuasaan yang berada di atas alam dan manusia sendiri, sehingga 
gambaran akan kemahakuasaan tumbuh dan berkembang sebagai 
kesadaran religius di dalam bentuknya yang sederhana, dinamisme, 
pemujaan leluhur, untuk akhirnya sampai pada pemujaan terhadap 
dewa tertinggi. Sikap hidup religius memang sesuatu yang "inhae- 
rent” dalam jiwa bangsa Indonesia. 


Dapatlah dipahami pula, bahwa pada taraf kebudayaan Neo- 
lithicum ini, desa-desa sebagai kesatuan teritorial, didiami oleh ke- 
lompok orang-orang yang seketurunan, sehingga memungkinkan 
ikatan kekeluargaan atas dasar persamaan tempat tinggal dan ke- 
turunan. Dengan cara demikian itulah, suatu kesatuan teritorial 
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"dan consanguin (ikatan keluarga sendiri) ini berkembang menjadi. 
ikatan yang lebih besar dan akhirnya tumbuhlah dari lingkungan 
hidup itu semangat kebangsaan di kemudian hari seperti termaktub 
dalam Sila ketiga Pancasila, ialah Persatuan Indonesia. 


Ikatan hidup yang makin besar itu, sudah barang tentu me- 
merlukan pimpinan yang bertugas memelihara ketertiban hidup 
bersama. Orang yang memangku jabatan demikian dipilih diantara 
mereka yang paling bijaksana, dan segala hal yang menyangkut ke- 
pentingan umum biasanya diselesaikan melalui musyawarah. Da- 
lam keadaan inilah di mana pengkhususan lapangan kehidupan 
yang meliputi tugas-tugas tertentu belum berkembang, dapatlah di- 
maklumi apabila pelaksanaan sesuatu itu atas tanggung jawab ber- 
sama pula. Di sinilah nampak jiwa Sila keempat Pancasila dalam 
bentuk sederhana. 


Suatu ciri kehidupan Neolithicum yang penting ialah manusia 
telah berhasil membebaskan diri dalam memenuhi kebutuhan jas- 
maninya dari menggantungkan diri pada alam sekelilingnya. Keca- 
kapan bercocok tanam (pertanian) yang menyertai zaman itu 
memberi kemungkinan penimbunan persediaan makanan dan pe- 
nyediaan bahan-bahan keperluan yang lain. Pertanian tidak bisa di- 
kerjakan oleh seorang sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama se- 
cara gotong-royong yang kemudian dalam sejarah menjelma men- 
jadi sifat bangsa Indonesia. Langkah kemajuan yang dicapai dalam 
tingkat peradaban Neolithicum ini, berarti mulai timbulnya usaha 
kesejahteraan yang tertua dalam sejarah manusia. Serempak de- 
ngan kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia pada babakan Pra- 
sejarah ini, suatu hal yang tak dapat dihindarkan ialah timbulnya 
hubungan dengan bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara, India dan 
Cina. z 


Akibat yang timbul dari hubungan ini terutama nampak da- 
lam lapangan kebudayaan yang ciri-cirinya terlihat pada kecakapan 
menuang logam (metalurgi). Dalam periode itu, di Indonesia ber- 
kembang kebudayaan perunggu dan besi, yang memberi corak isti- 
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" mewa zaman tersebut sehingga masa itu dikenal sebagai Abad Pe- 
runggu-Besi, bahkan oleh sarjana-sarjana Perancis yang terkenal 
L. Finot dan G.Coedes disebut sebagai Kebudayaan Indonesia. 
Dari zaman itu, dikenal benda-benda yang banyak berhubungan 
dengan upacara-upacara keagamaan serta memberi kesan kuat ada- 
nya hubungan niaga dengan wilayah Asia Tenggara. 


Pada saat itu pula berkembanglah suatu unsur kebudayaan 
yang berpusat kepada adanya bangunan-bangunan batu besar 
(megalithicum) yang bersangkut-paut dengan -pemujaan roh-roh 
nenek-moyang serta konsensi tentang dunia akhirat. Tradisi kebu- 
dayaan Megalithik itulah yang kelak terus hidup bertahan dalam 
periode sejarah di beberapa daerah yang agak terpencil dalam hu- 
bungan lalu-lintas. 


Akhirnya dari apa yang terurai di atas dapatlah ditarik ke- 
simpulan, bahwa dalam periode Prasejarah penduduk di kepulau- 
an Indonesia ini telah memiliki tingkat kebudayaan atau peradab- 
an yang cukup tinggi. Mereka telah mengenal pertanian, pengairan, 
perbintangan, sistim pemerintahan, hukum adat, upacara keagama- 
an, musik gamelan, dan wayang, pengecoran logam dan lain-lain. 
Unsur-unsur kebudayaan itu merupakan landasan yang kuat, se- 
hingga dalam perkembangan sejarah selanjutnya, ketika pengaruh 
kebudayaan Hindu, Islam dan Barat masuk ke Indonesia, unsur- 
unsur Indonesia asli itu masih tetap memberikan corak khas terha- 
dap peri kehidupan bangsa Indonesia. Tidaklah berlebih-lebihan 
jika dikatakan, bahwa ajaran Pancasila yang menjadi dasar filsafat 
negara telah berakar dalam babakan Prasejarah Indonesia,suatu pe- 
riode pada saat bangsa dan dasar kebudayaan atau peradaban Indo- 
nesia mulai tumbuh. 


C. Tata Kekuasaan / Kerajaan Indonesia. 


Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada zaman Prase- 
jarah bangsa Indonesia mengenal hidup berkelompok dalam su- 
sunan desa atas dasar musyawarah dan gotong-royong. Mereka me- 
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ngadakan pemujaan terhadap roh ( arwah ) nenek-moyang mere- 
ka 5 di antara arwah nenek-moyang tersebut arwah kepala suku 
menempati tempat yang penting. 


Semasa hidupnya kepala suku mempunyai kedudukan yang 
sangat penting dan sakral sekali, apalagi kalau kepala suku tadi 
memperlihatkan jasa-jasa yang banyak sekali. Setelah meninggal 
arwahnya mendapat pemujaan yang khusus dan dianggap sebagai 
pelindung desa. Selain sebagai pelindung desa (manusia), arwah ta- 
di juga bisa memberi hadiah kepada yang berjasa dan menghukum 
yang bersalah. 


Ketika agama Hindu tiba di Indonesia dengan ajarannya 
tentang dewa-dewa yang pada dasarnya mempunyai fungsi yang sa- 
ma dengan arwah kepala suku tadi, bangsa Indonesia tidak terlalu 
segan untuk menerimanya. Kepala-kepala suku (Raja-raja) tidak 
berkeberatan untuk memeluk agama baru tersebut, asalkan ia di- 
angkat sebagai seorang dari kasta Ksatria. Untuk kepentingan itu 
didatangkan kaum pendeta (Brahmana) ke Indonesia. Dan timbul- 
lah kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia seperti Kutai dan Taru- 
manegara, 


Selanjutnya kira-kira abad VII Masehi agama Budha dari sek- 
te Hinayana dan Mahayana telah masuk ke Indonesia, dan pertama 
kali kita temukan bukti-buktinya di Sumatra Selatan. 


Dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan yang timbul ber- 
ikutnya yaitu kerajaan Sriwijaya ( abad VII-XII) dan Majapahit 
(& abad ke XIII-XVI) merupakan masa puncak-puncak kemegah- 
an sejarah bangsa Indonesia. 


Pada sekitar abad ke VII Masehi berdirilah Kerajaan Sriwija- 
ya yang letaknya mungkin di Palembang sekarang ini. Kerajaan ini 
adalah kerajaan maritim yang menjadi pusat perniagaan dan pusat 
kebudayaan (agama) di Asia Tenggara. Letaknya yang sangat stra- 
tegis pada jalan laut antara India dan Cina, memberikan kemajuan 
yang pesat pada pertumbuhan kerajaan ini. Ia menjadi pengusaha 
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utama di pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur Sumatra, Singapura 
dan pantai barat Malaysia sekarang, yang memiliki kekuasaan se- 
panjang selat Malaka sampai di daerah pantai Siam. 


Kerajaan Sriwijaya dapat dipandang sebagai penjelmaan Nega- 
ya Kesatuan yang pertama, yang memenuhi syarat sebagai negara 
modern. Ia telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara 
tetangganya, misalnya telah mengirimkan duta-dutanya ke Cina 
pertama kali pada tahun 670 Masehi. 


Selanjutnya Sriwijaya adalah pusat agama Budha, sehingga 
para musafir Cina sebelum mencapai India, tinggal dahulu bebera- 
pa tahun di Sriwijaya untuk mempelajari segala sesuatu yang ber- 
hubungan dengan agama Budha dan tata-bahasa Sanskerta. 


Sriwijaya juga mengirim pemuda-pemudanya ke India untuk 
belajar agama Budha, bahkan para raja Sriwijaya pernah membuat 
asrama-asrama untuk tempat tinggal para pelajar tadi di Nalanda 
(daerah Bonggala, India Utara ) dan di Nagapatnam (di pantai Ma- 
labar, India Selatan). 

Unsur-unsur Ketuhanan, Tata Pemerintahan atas dasar mu- 
syawarah, Keadilan Sosial, Kedaulatan dan lain-lain, terbukti dari 
dokumen tertulis yang berupa prasasti, yaitu Telaga Batu, Kedu- 
kan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo dan Kota Kapur. Kepala Ne- 
gara bergelar Datu. 


Setelah Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad XVIII, 
di Jawa Timur muncullah Kerajaan Majapahit yang dapat dipan- 
dang sebagai negara kerajaan kuno Indonesia yang terbesar. Za- 
man keemasannya dicapai dalam pemerintahan raja Hayam Wuruk 
(1350 — 1389 ) dengan mahapatihnya Gajah Mada. 


Sebagai negara yang berdaulat, Majapahit melindungi delapan 
mandala sebagai wilayah kekuasaannya, yang meliputi daerah Ma- 
laysia dan hampir seluruh wilayah Republik Indonesia dewasa ini. 
Di samping itu, Majapahit sebagai suatu kerajaan besar memiliki 
politik hubungan antar bangsa yang terungkap dalam istilah Mitre- 
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ka Satata, yang berarti menghendaki persahabatan yang sederajat. 
Semuanya ini diuraikan oleh Pujangga Mpu Prapanca dalam kitab- 
nya yang terkenal yaitu Negarakertagama (1365). Juga oleh Pra- 
panca telah diuraikan susunan pemerintahan Majapahit yang juga 
mencerminkan unsur musyawarah. 


Perdagangan laut telah timbul seakan-akan kemegahan Sriwijaya 
di laut timbul kembali, dengan pelabuhan dagangnya di Tuban dan 
Gresik. 


Selain kemajuan di bidang politik, kemiliteran dan perdagang- 
an, di istana Majapahit hidup berdampingan dua macam agama 
(agama Hindu dan Budha) yang membuktikan sifat toleransi bang- 
sa Indonesia, Hal ini tercantum di dalam uraian Pujangga Mpu Tan- 
tular di dalam kitabnya Sutasoma. Kehidupan agama sebagai unsur 
penting dalam suatu negara, adalah merupakan tipe ideal negara 
yang menginginkan keseimbangan antara kebutuhan rokhani dan 
jasmani. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu 
jua) yang tercantum pada lambang negara kita sekarang, ialah ru- 
musan pujangga Tantular di dalam kitabnya tersebut di atas. 


Bangunan-bangunan suci candi-candi, biara-biara dan lain- 
lain di samping mengandung nilai-nilai religi juga menunjukkan 
sifat kegotong-royongan dari bangsa kita. 


Setelah Hayam Wuruk wafat, Mojopahit mulai mengalami ke- 
munduran karena sering terjadi perselisihan di antara keluarga raja, 
sehingga mempercepat keruntuhan negara itu. Kemudian berkem- 
banglah agama Islam yang waktu itu (sejak abad XIII) telah mulai 
masuk ke pulau Jawa. . 


Dari gambaran sepintas lalu itu, dapatlah ditarik kesimpulan 
bahwa ide tentang Ketuhanan, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Mu- 
syawarah serta Keadilan Sosial, pada hakekatnya adalah ide ten- 
tang Pancasila meskipun dalam bentuk mula-pertama telah ada sc- 
jak dahulu kala dalam jiwa bangsa Indonesia, sebagai unsur kchi- 
dupan yang dihayati serta dilaksanakan sepanjang sejarahnya. Ha- 
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nya' ide itu belumlah dapat terumuskan secara konkrit dan masih 
bersifat embrional. 

Di samping itu, yang penting dari apa yang diuraikan di atas 
ialah bahwa baik Sriwijaya maupun Majapahit merupakan negara 
kesatuan Indonesia seperti yang terkandung dalam Sila III Panca- 
sila. 


D. Penjajahan Barat. 


Indonesia adalah tanah yang subur. Kesuburannya ini menjcl- 
makan beberapa macam tumbuh-tumbuhan yang tidak diketc- 
mukan di luar Indonesia, tetapi sangat dibutuhkan di luar Indone- 
sia : lada, pala, cengkeh. Untuk rempah-rempah inilah bangsa- 
bangsa asing berkerumun di Indonesia. 


Sejak lama bangsa Barat berkenalan dan 'terpikat oleh rem- 
pah-rempah Indonesia. Tetapi mereka tidak mengambilnya sendiri 
ke Indonesia, melainkan cukup mengimpor-nya melalui pedagang: 
pedagang perantara bangsa Asia. 

Pada tahun 1498 orang-orang Portugis di bawah pimpinan 
Vasco di Gama sampai di India (Calicut) dan dengan demikian 
membuat lembaran baru dalam sejarah bangsa Asia, suatu lembar- 
an yang hitam karena merajalelanya penjajahan yang melupakan 
Ketuhanan, melanggar peri-kemanusiaan, tiada hormat akan ke- 
bangsaan orang lain, menindas kerakyatan serta mentertawakan 
keadilan sosial. Penjajahan melanggar Pancasila, melanggar hati- 
nurani bangsa Indonesia, karena itu dilawan oleh bangsa Indone- 
sia. . 

Portugis masuk Indonesia pada tahun 1512 (d'Abreu dan 
Serrao) dan berhasil mencapai serta mengenal secara langsung pu- 
lau-pulau rempah-rempah (Ambon, Ternate). Tetapi orang Portu- 
gis tidaklah bebas dari saingan bangsa Barat lainnya. Bangsa Spa- 
nyol (del Cano dari sisa armada Magelhaens, 1521) dan Inggris 
(Francis Drake, 1579) kemudian Belanda (Cornelis de Houtman, 
1596) menyusul bangsa Portugis masuk Indonesia untuk berlom- 
ba-lomba mempertaruhkan kemakmurannya. 


Pada tahun 1522 Portugis (Antonia de Brito) mencengkam 
Ternate dengan mendirikan sebuah benteng Portugis di pulau itu. 
Inilah titik permulaan bercokolnya imperialisme Barat di bumi In- 
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donesia. Tempat ini merupakan tempat berinjak dan basis operasi 
bagi aktivitas imperialisme Portugis di Maluku, Tindakan sewe- 
nang-wenang Portugis di Ternate dan sekitarnya melanggar norma- 
norma budi-nurani bangsa Indonesia. Nafsu kebendaan orang Por- 
tugis melalaikan ke-Tuhanan dan menginjak-injak kemanusiaan 
maupun keadilan sosial. Raja Tabariji ditawan karena tidak mau 
menyerahkan seluruh hasil cengkehnya kepada Portugis. Raja Hai- 
run yang tidak mau tunduk begitu saja kepada Portugis dibunuh. 
Serentak dengan itu, Ternate dan Tidore (yang dulu saling bermu- 
suhan) bersatu untuk mengenyahkan Portugis dari bumi Indonesia. 
Tindakan ini dipimpin oleh pahlawan besar Ternate Raja Baabul- 
lah. Benteng Portugis berhasil direbut (1570) dan orang Portugis 
yang masih selamat diperkenankan meninggalkan benteng tanpa 
diganggu gugat, walaupun mereka ini sebelumnya berbuat sewe- 
nang-wenarig terhadap orang Ternate. ' 


Portugis tidak dapat menahan gempuran-gempuran raja Baa- 
bullah yang penuh dedikasi ini dan lenyap dari perairan sekitar 
Ternate. Hanya di Ambon tinggal sebuah benteng Portugis sebagai 
sisa. terakhir usaha Portugis untuk menjajah Indonesia. Sisa inipun 
akhirnya disapu bersih oleh Belanda yang mulai nampak berkeli- 
aran diperairan Nusantara. Dengan jatuhnya Malaka (Portugis) ke- 
dalam tangan Belanda pada tahun 1641, maka lenyaplah pula im- 
perialisme Portugis dari bumi Indonesia. 


Spanyol yang tiba di Indonesia bertepatan dengan kedatang- 
an bangsa Portugis, tidak pernah mendapat kesempatan untuk me- 
nanam kekuasaan di sini: Mereka terusir keluar Indonesia oleh Per- 
janjian Saragosa 1529, yang menetapkan Indonesia bagi Portugis 
dan Philipina bagi Spanyol dengan mendapatkan uang kerugian se- 
jumlah 350.000 cruzados. 


Belanda muncul di Indonesia pada waktu Portugis baru ber- 
iengkar dan berperang melawan bangsa Indonesia. Keadaan ini se- 
cara licin sekali digunakan oleh Belanda untuk berpura-pura memi- 
hak bangsa Indonesia melawan Portugis, hingga terpikatlah hati 
bangsa Indonesia oleh sikap Belanda. Penjajahan baru yang betseli- 
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“mut sahabat ini akhirnya dapat diterima sebagai kawan bangsa In- 
donesia yang berhasil menanam secara diam-diam tonggak-tonggak 
bangunan imperialisme yang pertama di bumi Indonesia. Sungguh, 
Belanda tidak menyia-nyiakan kesempatan baik baginya ini ! Bang- 
sa Indonesia baru terbuka matanya, bahwa Belanda itu pada hake- 
katnya imperialisme Barat yang tak ada bedanya dengan Portugis, 
ketika Portugis telah tak dapat berkutik lagi di bawah pukulan ber- 
sama Indonesia/Belanda dan tinggal menantikan ,,coup de grace” 
(pukulan yang mematikan) saja. Ketika itulah Belanda membuang 
kedoknya dan nampaklah roman mukanya yang sebenarnya : pen- 
jajah yang kejam. 


Jan Pieterszoon Coen mencengkam Jayakarta yang dijadikannya 
modal pertama serta pangkalan operasi imperialisme Belanda di 
Indonesia. Pada tahun 1619 berdirilah di situ kota Batavia sebagai 
kubu penjajahan dan penindasan Belanda terhadap bangsa Indone- 
sia. Serentak bangsa Indonesia bangkit menentangnya, karena pen- 
jajahan dalam bentuk apapun juga merupakan pelanggaran hak-hak 
azasi manusia serta menentang norma-norma yang bersumber dari 
budi nurani bangsa Indonesia. Sayang, bahwa dalam melawan im- 
perialisme Belanda, bangsa Indonesia sampai abad XX ini melupa- 
kan persatuan bangsa, hingga penjajah Belanda dapat memper- 
mainkan kita dengan senjata ampuhnya yang disebut »devide et 
impera”. Penderitaan rakyat di bawah penjajahan ini mencapai 
kulminasinya dalam zaman Cultuurstelsel (Tanam Paksa) dalam 
abad XIX beserta ekornya sebagai politik liberal Belanda menje- 
lang akhir abad itu. Dalam masa ini Indonesia sungguh-sungguh di- 

- peras kekayaannya untuk kepentingan sipenjajah, sehingga Indone- 
sia menjadi kurus kering, mati segan, hidup tak sanggup. Di mana- 
mana timbul bahaya kelaparan. Penderitaan rakyat tak terhingga. 
Inilah akibat penjajahan. 

Bercokolnya penjajahan Barat di bumi Indonesia membang- 
kitkan perlawanan di mana-mana. Tindakan-tindakan penjajahan 
dilawan dan diperangi oleh bangsa Indonesia dari seluruh Nusanta- 
ra, dimana saja imperialisme menjajakkan kakinya. Patriotisme me- 
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rupakan ciri bangsa yang cinta kemerdekaan. Perlawanan bangsa 
kita pada abad ke XVII, XVIII, digerakkan oleh tokoh-tokoh se- 
perti : Sultan Agung (Mataram & tahun 1645), Sultan Ageng Tir- 
tayasa dan Ki Tapa (Banten & 1650), Hasannuddin (Makasar 
1660), Iskandar Muda (Aceh & 1635). Untung Suropati dan Tru- 
nojoyo Jawa Timur & 1670), Ibn Iskandar (Minangkabau 4 1680). 


Pada permulaan abad XIX, kekuasaan Belanda mengubah 
wajahnya tidak lagi sebagai badan swasta (V.O.C) tetapi sebagai 
badan pemerintahan yang resmi, yaitu : Pemerintah Nederlandsch 
Indie, yang kemudian terkenal dengan nama Pemerintah Hindia 
Belanda. Pada abad itu terdapatlah pergeseran kekuasaan sebentar 
dari Belanda ke Inggris. Di dalam peperangan mereka maka Inggris- 
lah yang dapat keluar sebagai pemenang (1811 — 1816). Hampir 
saja Belanda tersapu bersih dari bumi Indonesia, kalau kemudian 
tidak terjadi satu ,,keajaiban politik” di Eropa, yang menyebabkan 
kemudian wilayah ini diserahkan lagi kepada Belanda oleh Inggris. 
Setelah itu, Belanda bertekad untuk membulatkan kekuasaannya 
di Indonesia. Terjadilah suatu rentetan peperangan yang panjang 
pada abad ke XIX itu. Usaha penaklukannya itu mendapat jawab- 
an yang tegas dari perlawanan yang dipimpin oleh Pattimura (Ma- 
luku & 1817), Imam Bonjol (Minangkabau t 1817), Diponegoro 
(Mataram & 1825), Badarudin (Palembang & 1817). Pangeran An- 
tasari (Kalimantan & 1860), Jelantik (Bali t 1853), Anak Agung 
Made (Lombok #t 1890). Teuku Umar, Tuanku Tjhik Di Tiro, 
Cut Nya Din (Aceh & 1890), Si Singamangaraja (Batak #1909). 


Perlawanan yang berantai di Nusantara ini merupakan pancar- 
an api heroisme yang tiada taranya. Walaupun api ini dapat dipa- 
damkan oleh Belanda tetapi itu tidak berarti bahwa imperialisme 
dapat duduk di Indonesia dengan nyamannya. Api pahlawan tetap 
terpendam bagaikan bara dalam sekam. 


Perlawanan yang telah memakai alat senjata kekerasan, sete- 
lah mengalami kekalahan, kemudian pada abad ke XX mengam- 
bil bentuk yang lain yaitu dengan alat : organisasi modern seperti 
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bentuk partai-partai politik dan organisasi massa lainnya. Inti ben-- 
tuksperlawanan yang berganti rupa ini adalah tetap sama, yaitu 
penjajah asing yang bercokol di Indonesia harus dimusnahkan sam- 
pai ke akar-akarnya 


E. Pergerakan Nasional. 

Ratap tangis rakyat yang dihisap oleh imperialisme tanpa me- 
ngenal belas kasihan itu, memberikan aspirasi pada kebulatan te- 
kad para pemimpin Indonesia untuk menciptakan kehidupan bang- 
sa yang bahagia. Penderitaan Rakyat itu memberikan amanat kepa- 
da mereka untuk lebih ikhlas dan konkrit mengabdikan diri kepa- 
da bangsa sendiri. 


Demikianlah kemudian tumbuh partai-partai dan organisasi- 
organisasi lainnya, yang tidak mengenal mundur di dalam per- 
juangannya, walaupun pemerintah Belanda di Indonesia menyedia- 
kan bagi mereka hukuman penjara dan pembuangan. 


Budi Utomo yang timbul pada tanggal 20 Mei 1908, merupa- 
kan organisasi modern yang pertama di Iridonesia. Walaupun mula- 
mula lapangan geraknya berada dalam bidang pendidikan dan ke- 
budayaan, namun penderitaan rakyat yang memilukan hati kema- 
nusiaan kemudian mendorong organisasi ini bergerak dalam dunia 
politik praktis. Demikianlah tumbuh Angkatan 1908 di dalam se- 
jarah Indonesia yang mempunyai ciri khusus yaitu bertindak me- 
rintis perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk organisasi. 


Kemudian diikutilah dengan timbulnya Serikat Islam (1912) 
dengan H.O.S. Tjokroaminoto sebagai penggerak intinya, Indische 
Partij (1912) dengan Douwes Dekker, Soewardi Suryaningrat dan 
'Tjipto Mangunkusumo sebagai motornya, Perserikatan Komunis 
Indonesia (1920) yang mula-mula bergerak di dalam badan Serikat 
Islam dengan mengadakan gerilya politik di dalamnya, dengan 
Sneevliet, Semaun sebagai pemukanya, Partai Nasional Indonesia 
(1928) dengan Ir. Soekarno sebagai tokohnya, Partai Indonesia 
atau Partindo (1980) dengan Mr. Sartono sebagai pendirinya: Pen- 
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didikan Nasional Indonesia atau P.N.I. baru atau P.NI pendidikan 
(1933) dengan Drs. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir sebagai pelo- 
pornya: Partai Indonesia Raya atau Parindra (1935) dengan 
Dr. Soetomo sebagai penegaknya: Gerakan Rakyat Indonesia atau 
Gerindo (1937) dengan Mr. Amir Syarifudin dan Mr. Muh. Yamin 
sebagai pendirinya. 


Di samping kita saksikan tumbuhnya organisasi politik, kita 
lihat pula bangkitnya dan berkembangnya gerakan Sosial, seperti : 
gerakan-gerakan wanita, pemuda, pendidikan, agama. Di dalam du- 
nia kewanitaan, muncullah Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika. 
Kegiatannya dicurahkan dalam dunia pendidikan dan emansipasi 
wanita. Dalam lapangan pendidikan, muncullah : Yaman Siswa, 
Kayu Tanam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lain-lainnya. 


Di dalam periode Kebangsaan itu, di samping telah bangkit- 
nya Angkatan 1908 sebagai perintis di dalam pertumbuhan partai 
dan organisasi pada masa berikutnya, kemudian tumbuhlah Ang- 
katan 1928. Pada tanggal 28 - 10 - 1928 dicetuskan Sumpah Pemu- 
da oleh para Pemuda Indonesia berkonggres di Jakarta. 


Para pelopornya antara lain ialah : Muh. Yamin, Kuntjoro 
Purbopranoto, Wongsonegoro. Isi Sumpah Pemuda itu menyata- 
kan pengakuan akan adanya : Bangsa, Bahasa dan Tanah Air yang 
satu : Indonesia. Sumpah ini mengandung arti politik dan psikolo- 
gis yang monumental. Politis, berarti : bahwa Indonesia sebagai 
bangsa haruslah mempunyai perumahan sendiri, yaitu berupa Ne- 
gara yang Merdeka. Psikologis, berarti : bahwa rasa persatuan se- 
bagai bangsa harus ditumbuhkan sebagai syarat mutlak untuk men- 
capai kemerdekaan bangsa dan tanah air. Kemerdekaan hanya da- 
pat dicapai dengan melalui persatuan, ialah persatuan seluruh bang 
sa Indonesia. Di sinilah letak arti penting Sumpah Pemuda 1928, 
bahwa Pemuda melihat Indonesia dalam keseluruhannya dan tidak 
lagi secara lokal. Bukan lagi berjuang untuk Jawa (Jong Java), Su- 
matra (Jong Sumatra), Ambon (Jong Ambon), dan sebagainya, 
tetapi untuk seluruh Indonesia. 
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Demikianlah Angkatan 1928 telah menyumbangkan karya- 
nya yang sangat penting sekali artinya bagi tumbuhnya kesadaran 
akan kesatuan Indonesia dalam segala segi, baik mengenai segi ba- 
hasa, bangsa, tanah air, maupun segi kebudayaan. 


Angkatan ini juga disebut sebagai Angkatan Penegas, sebab 
sejak masa ini maka tegaslah tujuan perjuangan bangsa Indonesia, 
yaitu kemerdekaan seluruh tanah air dan bangsa. Pada sekitar ta- 
hun 1938 dan seterusnya, muncullah taktik untuk bekerja sama 
dengan pemerintah kolonial Belanda di dalam mencapai tujuan ke- 
bangsaan itu. Pada masa sebelumnya, taktik yang menonjol yang 
dilakukan oleh kaum pergerakan nasional ialah non kooperasi, 
yang tegas ingin mencapai kemerdekaan seratus persen secara lang- 
sung. Tidaklah demikian dengan taktik setelah tahun 1938. 
Gerindo umpamanya (dan beberapa partai lainnya) ingin mencapai 
kemerdekaan dengan bertahap, seperti umpamanya menuntut agar 
terlebih dahulu diberikan parlemen saja, tetapi parlemen dalam 
arti kata yang sesungguhnya. Masa ini dikenal pula sebagai masa 
mencoba mencapai kemerdekaan Indonesia dengan taktik bekerja- 
sama justru dengan pemerintah kolonial sendiri. 


Belum sampai ini terlaksana, tibalah Jepang di Indonesia. 


E. Penjajahan Balatentara Jepang. 


Pada tahun 1939 — 1945, berkecamuklah Perang Dunia ke-Il. 
Berlainan dengan Perang Dunia ke-l (1914-1918), maka dalam Pe- 
rang Dunia ke-I! ini, Indonesia secara nyata terlibat di dalamnya. 
Jepang, yang kemudian ikut terjun di dalam kancah peperangan 
itu menyapu Belanda di Indonesia pada tahun 1942 dan menggan- 
tikan kedudukannya. Imperialisme Barat diganti oleh. imperialisme 
Timur. Di bawah tindasan Jepang, bangsa Indonesia mengalami 
penderitaan yang tak ada taranya. Bangsa kita seakan-akan ditem- 
pa oleh palu godam penderitaan lahir dan bathin. Walaupun demi- 
kian, bangsa Indonesia masih tetap mempertahankan eksistensinya 
di bawah telapak kaki fasisme yang kejam itu. 
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Pada masa itu timbullah perlawanan bangsa kita dalam ber- 
bagai bentuknya. Segala badan yang dibuat oleh Jepang, selalu di- 
pergunakan 'oleh pemimpin-pemimpin Indonesia demi kepentingan 
gerakan kemerdekaan bangsa. 


Demikianlah susunan perlawanan bangsa kita dengan melalui 
jalan yang legal. Perlawanan yang illegal disusun sedemikian rupa, 
sehingga kebanyakan tidak dapat diketahui oleh Jepang. Bentuk- 
nya merupakan lingkungan kecil dan terbatas. Muncullah gerakan 
illegal seperti gerakan Amir Syarifuddin (dapat dibongkar Jepang), 
gerakan Syahrir, gerakan Soekarni, gerakan mahasiswa (kedokteran 
Jakarta). Di samping itu, timbullah pula pemberontakan bersenja- 
ta, seperti pemberontakan Sukamanah, pemberontakan Peta di Bli- 
tar di bawah pimpinan Supriyadi. Rentetan kejadian-kejadian ini 
menunjukkan, betapa sikap bangga Indonesia terhadap penjajahan 
asing yang pernah menanamkan kukunya di sini. « 

Ketika Jepang merasa kedudukannya terjepit akibat serangan- 
serangan Sekutu di lautan Pasifik, Jepang menginginkan pertolong- 
an bangsa kita untuk membantu dirinya menghadapi musuhnya. 


Jepang kemudian mengumumkan janji Indonesia Merdeka di- 
kelak kemudian hari, kalau peperangan telah selesai. Walaupun 
kaum politisi Indonesia yang tajam analisanya telah melihat keka- 
lahan Jepang di ambang-pintu, namun masih mau mempergunakan 
setiap kesempatan yang diberikan oleh Jepang kepadanya untuk 
kepentingan bangsa dan tanah air kita. 
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BAB IV £ 


PEMBAHASAN DARI SEGI KETATANEGARAAN 


Dalam bab ini akan diusahakan menemukan perwujudan 
PANCASILA dalam segala bentuk perbuatan/tingkah laku dan si: 
kap mental bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan dan peng- 
hidupan, terutama di bidang ketata-negaraan, yang tidak terlepas 
pula dari bidang kehidupan lainnya seperti misalnya bidang-bidang 
ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan-keaman 
an dan sebagainya. Adapun uraian ini berpangkal pada landasan 
pokok : PANCASILA, PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN 
UUD '45, sebab ketiga Iandasan-pokok ini telah terjalin satu sama 
lain demikian erat dan harmonis hingga tak terpisah - pisahkan. 
Juga sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia selama seperempat 
abad, berkat rakhmat Tuhan Yang Mahaesa terbukti telah berkali- 
kali berhasil menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman ba- 
haya, baik ancaman dari luar maupun rongrongan dari dalam nege- 
ri. Selanjutnya akan dibahas hubungan ketiga pokok di atas dengan 
ORDE BARU, DEMOKRASI PANCASILA dan REPELITA, kare- 
na ketiga hal ini selama 5 tahun terakhir telah makin mempertegas 
tujuan ke arah mana bahtera negara Republik Indonesia ini akan 
dibawa dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia. 


A. . Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 


Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan 
yang telah dimulai sejak berabad-abad mencapai titik kulminasinya 
pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu saat diproklamasikannya Ke- 
merdekaan Indonesia. Jiwa dan semangat Pancasila yang didorong 
oleh Amanat Penderitaan Rakyat muncul dengan gelora yany amat 
dahsyat dan tercetus di dalam Proklamasi Kemerdekaan, yang bu- 
nyi lengkapnya sebagai berikut : 
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PROKLAMASI 


Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan 
Indonesia.Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan 
lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tem- 
po yang sesingkat-singkatnya. 


Jakarta, 17-8-'05 ") 


Atas nama Bangsa Indonesia 


Soekarno — Hatta 


Proklamasi berarti, bahwa Bangsa Indonesia yang selama ber- 
abad dijajah, telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu 
penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu 'pe- 
rumahan Negara Proklamasi Republik Indonesia, yang bebas mer- 
deka dan berdaulat sempurna, untuk mewujudkan suatu masyara- 
kat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, untuk 
turut-serta membentuk Dunia Baru yang damai Abadi, bebas dari 
segala bentuk penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh 
bangsa. 


Negara Indonesia yang baru dilahirkan ini telah memiliki se- 
bagaian syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara, yaitu : mem- 
punyai Daerah atau Wilayah dan Rakyat, tetapi, belum memiliki 
suatu Pemerintahan. Karena dilahirkan dalam keadaan yang serba 
tergesa-gesa dan darurat, dengan sendirinya segala persiapan untuk 
pembentukan alat-alat perlengkapan negara belum dilaksanakan, 
misalnya : UUD, Kepala Negara, Parlemen dan sebagainya spada- 
hal, satu-satunya badan yang berhak membentuknya ialah Badan 
Perwakilan Rakyat, yang anggota-anggotanya harus terdiri dari wa- 
kil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Tetapi pe- 
milihan umum pada saat itu tak mungkin diadakan. Karena adanya 


#) tahun Masehi 1945 (tahun Jepang 2605). 
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ketegangan-ketegangan dan ancaman-ancaman, baik dari tentara 
pendudukan Jepang maupun dari tentara Sekutu yang setiap saat 
dapat mendarat di Indonesia. Maka ditunjuklah Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yaitu suatu badan warisan Jepang 
yang semenjak dilantik belum pernah bekerja, sebagaj Badan Per- 
wakilan Rakyat darurat. Setelah badan ini disempurnakan dan di- 
tambah dengan wakil-wakil daerah dan golongan sehingga lebih 
memenuhi syarat sebagai sebuah Badan Perwakilan Rakyat yang 
bersifat nasional (PPKI gaya baru) maka segera ditugaskan untuk 
menyusun alat-alat perlengkapan negara yang diperlukan. 


Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI gaya baru tersebut ber- 
hasil mengesahkan UUD Negara Republik yang kelak bernama 
UUD '45 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 
18 Agustus 1945 itu juga terbentuk Kabinet RI yang pertama, dan 
pada hari-hari berikutnya dengan terbagi-baginya daerah negara 
dalam sejumlah Propinsi dan Karesidenan, ditunjuklah pula Kepa- 
la-kepala Daerah atau pejabat-pejabat daerah lainnya (Gubernur- 
gubernur, Residen-residen dan sebagainya), yang masing-masing di- 
bantu oleh sebuah perwakilan Rakyat bernama Komite Nasional 
Daerah. 


Pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia 
Pusat (KNIP) yang terdiri dari 135 orang wakil Rakyat (yang inti- 
nya terdiri dari bekas anggota PPKI) dilantik. Walaupun badan ini 
mula-mula hanya berfungsi sebagai pembantu Presiden, tetapi ke- 
lak akan memegang peranan yang sangat penting sebagai MPR dan 
DPR-nya Negara Republik Indonesia selama Revolusi Indonesia 
berlangsung. 


B. Undang-Undang Dasar 1945. 


Di atas telah dikemukakan babwa pada tanggal 18 Agustus 1945, 
yaitu sehari setelah Proklamasi, PPKI telah mengesahkan UUD'45 . 
Sebuah UUD memang penting bagi suatu negara. Karena selain me- 
muat asas dan dasar daripada pemerintah negara itu, juga me- 


» 
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muat hak dan kewajiban bagi penduduk maupun bayi pemerintah 
(alat-alat perlengkapan negara). Undang-undang Dasar 1945 sebe- 
narnya merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerde- 
kaan 17 Agustus 1945. 


Kalau kita teliti, isi UUD '45 itu terdiri dari : 
1. Pembukaan UUD '45, terdiri dari 4 alinea, di mana alinea 
terakhir memuat perumusan Pancasila. 


2. Batang Tubuh UUD '45 terdiri dari 16 Bab yang terperin- 
ci dalam 37 pasal. IV Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan 


Tambahan. (sejak keluarnya Tap. XX/MPRS/1966, maka 
semua Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan tidak ber- 
Taku Tagi atau hapus kecuali pasal II Aturan Peralihan). 


Pembukaan UUD '45. 


Pembukaan UUD merupakan ,,Declaration of Indepen- 
dence” atau Pernyataan Kemerdekaan yang terperinci dari 
Proklamasi kita itu, artinya : memberi penjelasan tentang da- 
sar, maksud, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia mendiri- 
kan suatu Negara merdeka. 


Oleh karena Pembukaan UUD merupakan ,,Declaration 
of Independence” Bangsa Indonesia, maka ia merupakan 
suatu rangkaian yang tak terpisahkan dari Proklamasi Kemer- 
dekaan itu sendiri. Dengan demikian, siapapun juga, termasuk 
MPR hasil pemilu tidak dapat merubahnya, karena merubah 
Pembukaan berarti membubarkan negara (proklamasi). Demi- 
kian MPRS di samping itu, jiwa/semangat Pancasila secara res- 
mi dan authentix telah dirumuskan pula dalam alinea terakhir 
Pembukaan ini. Hal ini berarti, bahwa tiap usaha dari mana- 
pun datangnya yang bermaksud untuk merumuskan Pancasi- 
la dengan susunan kata-kata atau urut-yrutan yang lain dari- 
pada perumusan Pancasila yang termuat di dalam Pembukaan 
UUD 1945 dianggap hendak menyelewengkan Pancasila itu 
sendiri, Kn p 
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2. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 


Pembukaan UUD '45 sebagai penuangan dari Jiwa Proklamasi 
ialah Jiwa Pancasila, tidak mungkin kita trapkan dalam kehi- 
dupan ketatanegaraan sehari-hari, bila tidak dirumuskan di 
dalam ketentuan'ketentuan yang kongkrit dan pasti seperti 
yang dicantumkan didalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD45 
itu. Dengan demikian, seluruh pasal-pasal dan ketentuan dida- 
lam Batang Tubuh UUD "45 mengandung Pokok-pokok pikir- 
an dari Pembukaannya terutama jiwa dan semangat Pancasila. 


C. Perjuangan mempertahankan Kemerdekaan (tahun 1945 — 
1949). 


Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari 
Jepang, tetapi dicetuskan atas inisiatif dan tanggung jawab bangsa 
Indonesia sendiri dengan dilandasi jiwa dan semangat Pancasila. 


Kemerdekaan itu diproklamirkan dalam saat politis-psykholo- 
gis yang tepat, yaitu disaat Negara berada dalam keadaan keko- 
songan kekuasaan (vacuum of power). Karena pula waktu itu 
tentara pendudukan Sekutu belum datang, sedang tentara pendu- 
dukan Jepang yang telah takluk kepada Sekutu pada tanggal 
14 Agustus 1945 ingin lekas-lekas kembali ke tanah airnya dengan 
menyerahkan sebaik-baiknya kekuasaan de fakto di Indonesia ke- 
pada tentara pendudukan Sekutu (Inggris). Jepang tidak men- 
dukung Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, bahkan 
di beberapa daerah misalnya di Semarang dan Jain - lain tem- 
pat, terjadi pertempuran antara Jepang dan Rakyat dan Pemuda 
Indonesia, yang berusaha dengan senjata-senjata sederhana ber- 
juang merebut senjata dari tangan militer Jepang. Tentara pendu- 
dukan Inggris yang merasa diberi tanggung jawab oleh Sekutu 
menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, ternyata dibon- 
cengi oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di 
bawah van Mook, yang berdasarkan perjanjian Postdam tahun 
1945 merasa berhak untuk berkuasa kembali di Indonesia. 
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'Tidak mengherankan, kalau Republik Indonesia yang baru di- 
lahirkan itu mendapat serangan dan gangguan dari penjajah Belan- 
da yang ingin mendirikan kembali pemerintahan jajahan Hindia 
Belanda, di Indonesia. Dengan kelicikan usahanya berupa "senjata 
dan diplomasi”, mula-mula dilancarkannya berturut-turut : Clash I 
pada tanggal 21 Juli 1947, kemudian Clash II pada tanggal 19 De- 
sember 1948, yang masing-masing didahului dengan perjanjian per- 
damaian "Linggajati” pada tanggal 25 - 3 - 1947 dan perjanjian 

»Renville” pada tanggal 17-1 - 1948, tetapi yang tiap-tiap kali di- 
khianati oleh Belanda. 


Jika pada perjanjian Linggajati, Negara Republik Indonesia 
Proklamasi masih diakui kekuasaan de fakto atas pulau Sumatra, 
Jawa dan Madura, maka pada perjanjian Renville negara Republik 
Indonesia Proklamasi hanya menguasai sebagian dari pulau Jawa 
dan Sumatra. 


Di samping itu, secara bertahap dan sistematis, Belanda men- 
dirikan negara-negara bonekanya di seluruh kepulauan Indonesia 
dengan berdasarkan kedaerahan, kesukuan, sebagai usaha »devide 
et impera” atau ,,politik memecah belah” kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


Dengan demikian, di dalam Perang Kemerdekaan ini sebenar- 
nya persatuan bangsa atau sila Persatuan Indonesia secara fisik 
atau langsung pernah terancam oleh kekuasaan asing (Belanda), 
yang dengan cara tersebut ingin mengembalikan kekuasaannya di- 
Indonesia. 


D. Pemberontakan PKI di Madiun. 


Pada waktu bangsa Indonesia sedang menghadapi agresi tenta- 
ra penjajah Belanda, PKI Muso pada tanggal 19 September 1948 
mengadakan pemberontakan terhadap Pemerintahan Republik In- 
donesia. Perongrongan terhadap negara Pancasila ini dapat ditindas 
meskipun dengan pengorbanan jiwa dan harta benda yang cukup 
besar, sehingga negara Republik Indonesia atas berkat rakhmat Tu- 
han Yang Maha Esa dapat diselamatkan oleh Pancasila yang sakti. 
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B. Pengakuan Kedaulatan Rakyat Indonesia oleh Kerajaan Bes 
landa. 


Agresi Militer Belanda yang ke-II pada tanggal 19 Desember 
1948 yang langsung ditujukan untuk menduduki Ibukota Negara 
RI yaitu Yogyakarta, akhirnya mencelakakan Kerajaan Belanda 
sendiri, 


Selain reaksi hebat dari Konperensi kilat 19 buah negara-nega- 
ra Asia di kota New Delhi, juga negara-negara yang tergabung da- 
lam Dewan Keamanan PBB mengecam keras, Belanda atas tindak- 
annya itu. TNI bersama-sama rakyat yang tetap menguasai pedesa- 
an di luar kota, tetap terus menjalankan perang gerilya dan bumi 
hangus. 


Baik karena tekanan-tekanan international tersebut di atas mau- 
pun dengan adanya tekanan-tekanan dari dalam negeri sendiri, 
yang antara lain dilakukan oleh negara-negara boneka bentukan 
Belanda itu sendiri,maka akhirnya Belanda menyerah untuk berun- 
ding dengan bangsa Indonesia dalam KMB (Konperensi Meja Bun- 
dar). : 


Hasil KMB yang terdiri dari : Induk Persetujuan dan sejumlah 
Anak-anak persetujuan (termasuk konstitusi RIS), mempunyai dua 
tujuan pokok : 

1. menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda 

secara adil. 

2. pengakuan Kerajaan Belanda terhadap kedaulatan Bangsa 

Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 di kota Den 
Haag (negeri Belanda). 


Tetapi karena hasil-hasil KMB merupakan hasil kompromis 
yang dipaksakan oleh negara-negara besar yang telah jemu perang 
selama perang dunia ke II, maka pihak Indonesia-pun tidak luput 
dari kerugian, yaitu : 
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1. selama setahun setelah pengakuan kedaulatan, Irian Barat 
masih tetap dikuasai Belanda sampai diadakannya perun- 
dingan-perundingan kembali. Hal ini dengan sendirinya 
melanggar kedaulatan rakyat Indonesia, seperti yang ter- 
cantum dalam cita-cita Pancasila. 


2. Bangsa Indonesia akan terikat oleh sebuah persekutuan 
yaitu Uni Indonesia-Belanda, yang berarti pula mengu- 
rangi kedaulatan bangsa dalam cita-cita Pancasila. Karena 
selain Uni tersebut dikepalai oleh raja Belanda, juga akan 
mengikat RIS dengan bermacam-macam perjanjian di bi- 
dang politik, ekonomi dan militer. 


3. Konstitusi RIS yang menghendaki bentuk negara Serikat 
dan sistim demokrasi liberal, bertentangan sekali dengan 
tuntutan negara kesatuan dan demokrasi Pancasila yang 
dikehendaki oleh cita-cita Proklamasi dan UUD '45. 


Tetapi kemudian ternyata bahwa perjalanan sejarah bang- 
sa Indonesia menghendaki lain. Uni Indonesia Belanda yang telah 
dipersiapkan dan diatur secara rapi telah gugur sebelum lahir, ka- 
rena selain kurangnya kepentingan bersama yang mengikat kedua 
negara, juga masih terdapat jurang yang terlalu dalam antara kedua 
bangsa itu akibat penderitaan revolusi physik dan kolonialisme. 


Demikian pula nasibnya dengan Irian Barat (Irian Jaya). Se- 
telah berkali-kali diadakan perundingan (Soal Irian Barat) dengan 
Belanda selama beberapa tahun, akhirnya mengalami kegagalan 
total, disusul kemudian dengan. pembatalan sama 'sekali semua ha- 
sil-hasil KMB dan dilanjutkan dengan Trikora (1961), yang isinya 
adalah sebagai berikut : 


1. Gagalkan pembentukan ,,Negara Boneka Papua” buatan 
Belanda — Kolonial. 


2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air In- 
donesia. 


3. 1 Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan 
Kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air dan Bangsa. 


Perjoangan merebut Irian Barat ini akhirnya mendapat penye- 
lesaian dalam perjanjian New York (1962) yang isinya ialah : 
bahwa Irian Barat diserahkan dibawah sebuah Panitia dari PBB 
bernama UNTEA (United Nations Temporary Executive Authori- 
ty « Badan Pengurus Pelaksana Sementara PBB) sampai tahun 
1963. Baru pada tahun 1963 tersebut, kembalilah Irian Barat 
ke pangkuan Republik Indonesia dengan melalui plebisit di bawah 
pengawasan Panitia PBB, untuk melaksanakan : PEPERA (»Penen- 
tuan Pendapat Rakyat”). Ini berarti utuhlah kembali wilayah ta- 
nah-air kita dari Sabang sampai Merauke seperti yang dicita-cita- 
kan oleh Negara Proklamasi dan dicantumkan dalam Pancasila dan 
UUD 1945. 


Tapi sebelum itu, juga ,,bom-bom waktu” lain yang dihasil- 
kan oleh KMB berupa federalisme dan memuncaknya demokrasi 
liberal, telah pula meminta korban darah dan air mata. Bukan be- 
rupa peperangan dengan negara lain, melainkan dengan bangsa- 
nya sendiri. Hal ini akan kita bahas dalam bab yang akan datang. 


Di atas telah dikemukakan, bahwa pengakuan kedaulatan ter- 
jadi pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal itu, secara resmi 
dan khidmat. Induk perjanjian KMB ditanda-tangani di kota Den 
Haag (negeri Belanda) oleh Ratu Belanda Juliana difihak Kerajaan 
Belanda dan Drs. Mohammad Hatta difihak Indonesia. Kalau un- 
tuk peristiwa penting itu Belanda mempergunakan istilah penye- 
rahan Kedaulatan (,,souvereiniteisoverdracht”), maka para sarjana 
dan ahli-ahli ketatanegaraan kita berpendapat lebih baik memakai 
istilah ,,pemulihan kedaulatan” atau ,,pengakuan kedaulatan”, ka- 
rena istilah ,,penyerahan kedaulatan” seakan-akan menggambarkan 
bahwa Bangsa Indonesia sesudah 17 Agustus 1945 belum menjadi 
bangsa yang merdeka dan berdaulat : ataupun memberikan kesan 
bahwa seakan-akan Belanda telah memberikan atau menghadiah- 
kan kedaulatan kepada Bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desem- 


1 54. 


ber 1949 itu. Padahal tidak demikian duduk persoalannya, karena 
pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia telah menyatakan 
dengan tepat kepada dunia luar, bahwa mereka telah menjadi 
bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh, sedang peristiwa pada 
tanggal 27 Desember 1949 hanya berarti pengakuan Belanda ter- 
hadap kedaulatan bangsa Indonesia. 


F.  Pergolakan-pergolakan Dacrah menuntut Negara Kesatuan. 


Sebenarnya bentuk "negara federal dan sifat pemerintahan 
yang liberal (demokrasi perlementer) hasil KMB maksudnya hanya 
diterima oleh para pemimpin kita untuk sementara, sebagai suatu 
taktik perjuangan dalam menghadapi tekanan-tekanan dunja inter- 
nasional. Negara-negara besar sudah jemu akan peperangan (perang 
dunia II) dan menghendaki adanya keamanan dan perdamaian di- 
Asia Tenggara. Tetapi ternyata setelah pengakuan kedaulatan, fe- 
deralisme dan liberalisme ini kemudian menimbulkan persoalan 
dan pergolakan-pergolakan baru di dalam negeri. 


Karena tuntutan jiwa Pancasila akan bentuk negara kesatuan 
dan jiwa persatuan yang tumbuh di mana-mana di seluruh tanah- 
air, tidak mendapat jawaban, maka tuntutan-tuntutan ini kemu- 
dian meletus menjadi gerakan-gerakan masa, baik yang legal mau- 
pun illegal. Akibat pergolakan-pergolakan yang berlangsung dari 
bulan-bulan Januari sampai April 1950, akhirnya banyak pemerin- 
tah negara-negara bagian dan daerah-daerah bagian menyerah kepa- 
da tuntutan tersebut. Kemudian sebagian besar pemerintah negara- 
negara bagian dan daerah bagian bentukan Belanda dahulu, yaitu 
di Jawa, Madura, Sumatra, Kalimantan, menggabungkan diri ke da- 
lani Republik Indonesia Proklamasi yang berpusat di Yogyakarta, 
yang sebenarnya juga berstatus sebagai negara bagian pula dari RIS 
Akhirnya hanya tinggal 3 buah negara bagian saja di lingkungan 
RIS, yaitu Negara RI Proklamasi, NIT (Negara Indonesia Timur) 
dan NST juga (Negara Sumatera Timur). Karena proses desintegra- 
si di NIT dan NST juga berlangsung terus, maka akhirnya peme- 
rintah kedua negara inipun meminta perantara pemerintah pusat 
RIS di Jakarta untuk atas nama mereka berunding dengan peme- 
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rintah negara bagian RI Proklamasi di Yogyakarta, dengan tujuan 
mempersiapkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indone- 
sia yang bersatu, merdeka dan berdaulat. Akhirnya dalam perun- 
dingan itu tercapailah apa yang dinamakan perjanjian 19 Mei 1950 
itu, 


Menurut perjanjian tersebut perubahan dari bentuk negara 
federal ke bentuk negara kesatuan tidak dilakukan dengan cara 
membentuk negara (kesatuan) yang baru, tetapi dengan hanya me- 
rubah bentuk susunan (struktur) secara intern dari negara Indone- 
sia yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar hubungan atau penga- 
kuan dari negara lain dan PBB tidak terganggu dan tetap lancar. 
Oleh karena itu, perubahan dari serikat ke kesatuan cukup dilaku- 
kan dengan merubah Konstitusi RIS yang federalistis menjadi 
UUDS 1950 yang berdasarkan Unitarisme. Perubahan tersebut te- 
lah dilakukan oleh Pemerintah RIS bersama-sama Senat dan DPR 
RIS, sehingga dengan berlakunya UUDS '50 pada tanggal 17 Agus- 
1950 berdirilah pula Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


G. Negara Kesatuan yang bersistim Demokrasi Parlementer/ 
Liberal. 


Setelah Negara Kesatuan terbentuk, ternyata tanah-air dan 
negara kita tetap tidak terlepas dari tantangan dan pergolakkan, 
terutama di bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan sebagai- 
nya yang liberal. Karena keadaan ini tidak terlepas dari akibat-aki- 
bat hasil KMB, maka masa atau periode antara tahun 1950-1955 
ini sering dinamakan juga ,,Orde Politik KMB”. 


Di bidang politik waktu itu sering kita lihat berubahnya de- 
mokrasi ke anarkhi, yaitu wakil-wakil partai yang berpuluh-puluh 
banyaknya di Indonesia saling berebutan untuk mendapatkan tem- 
pat/kursi dalam kabinet dengan tanpa memikirkan nasib rakyat. 
Bahkan di luar parlemen dilakukan tindakan-tindakan extra-par- 
lementer melalui tindakan kekerasan seperti demonstrasi dan lain- 
lain 3 di banyak daerah timbul pemberontakan-pemberontakan ter: ' 
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hadap pemerintah. Di bidang ekonomi, pemerintah tidak mampu 
menyalurkan dinamika masyarakat yang baru merdeka kearah 
pembangunan yang cukup pesat di alam yang liberalistis ini. 


Maka kalau kita tinjau secara keseluruhan keadaan di masa 
"orde politik KMB” ini, tampaklah adanya pertentangan/konflik- 
konflik di dalam masyarakat. Konflik-konflik itu dapat kita bagi 
dalam dua jenis, yaitu : 

l. Konflik phisik, seperti : APRA (Angkatan Perang Ratu 

: Adil”) di Bandung, Gerakan Kahar Muzakar di Sulawesi, 
RMS (Republik Maluku Selatan) di Ambon, KRYT (Kesa- 
tuan Rakyat Yang Tertindas) di Kalimantan, Andi Aziz di 
Makasar, DI/TII di Jawa Barat dan lain-sebagainya. 

2. Konflik-konflik yang bersifat non-phisik, seperti jatuhnya Ka- 
binet RI yang bersifat parlementer (liberal) berulang kali, se- 
hingga rata-rata umur tiap kabinet negara kesatuan tidak le- 
bih dari sekitar 6 atau 8 bulan saja. 


Demikianlah akibatnya jika bangsa Indonesia telah mening- 
galkan pusakanya yang paling berharga ialah (Demokrasi) Pancasila 
dan beralih menganut Demokrasi asing ialah demokrasi Barat libe- 
ral, dengan akibat pemberontakan-pemberontakan yang telah me- 
makan korban beribu-ribu jiwa manusia. 


H. Keadaan setelah 1955 sampai dengan Dekrit Presiden. 


Akibat pengaruh demokrasi liberal maka orang waktu itu le- 
bih mengutamakan demokrasi di bidang politik dengan terutama 
mengusahakan kestabilan politik, dengan harapan kestabilan eko- 
nomi sosial dan keamanan di dalam negara dengan sendirinya akan 
tercapai. Salah satu usaha yang ditempuh ialah dengan mengada- 
kan pemilihan umum untuk dewan-dewan perwakilan rakyat yang 
kiranya bisa mencerminkan segala kekuatan-kekuatan di dalam 
masyarakat, hingga diharapkan segala pertentangan dan ketegang- 
an bisa terselesaikan pula. Ternyata hal ini tidak benar, karena de- 
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mokrasi Pancasila meliputi segala bidang kehidupan, baik politik, 
ekonomi sosial, kebudayaan maupun,-keamanan yang keseluruhan 
minta penyelesaian secara serentak dan integrasi pula. 


Maka apa yang terjadi sebenarnya setelah pemilihan Umum 


1955/1956 hingga Presiden terpaksa mengeluarkan Dekritnya 
kembali kepada Pancasila dan UUD '45 itu ialah : 


1. 


Di bidang ekonomi : akibat hasil-hasil perjanjian KMB maka 
model-model raksasa asing dengan leluasa masuk dan makin 
menguasai jalannya perekonomian negara kita, apalagi karena' 
belum adanya undang-undang investasi modal asing yang 
membatasinya sebagaimana kita kenal dewasa ini. 

Dilain fihak, pemerintah tidak mampu menghadapi tuntutan 
dan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, terutama 
pembangunan ekonomi nasional. " 


Di bidang keamanan : Situasi negara pada waktu itu menun- 
jukkan ketegangan-ketegangan yang memuncak sedemikian 
rupa, sehingga timbul tuduhan-tuduhan daerah, bahwa pem- 
bangunan hanya dilakukan dipusat pemerintah saja, sampai 
akhirnya terjadi pembentukan ,,Dewan-dewan” didaerah- 
daerah hingga meletuslah pemberontakan PRRI — Permesta, 
yang waktu itu berhasil menguasai 1/6 wilayah Indonesia. 


Di bidang politik : di samping kabinet sebagai puncak peme- 
rintahan yang rata setiap setengah tahun diganti, juga konsti- 
tuante tampaknya telah gagal membentuk UUD yang tetap 
untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Meskipun selama 
2/4 tahun mereka bermusyawarah mengenai dasar negara, 
namun akhirnya tidak bisa mencapai suatu kata sepakat. Bah- 
kan separo dari anggota sidang menyatakan dirinya tidak 
sanggup lagi menghadliri rapat-rapat Konstituante, sehingga 
praktis badan ini tidak bekerja lagi. 


Sementara itu rakyat melalui rapat-rapat, demonstrasi- 


demonstrasi, seminar-seminar dan sebagainya, menuntut supaya 


58. 


bangsa dan negara Indonesia kembali ke Pancasila dan UUD 45 
yang murni. ' 


Atas dasar hal-hal seperti di atas, maka Presiden menganggap 
bahwa perihal yang demikian itu menimbulkan keadaan ketatane- 
garaan yang membahayakan persatuan dan keselamatan »Negara, 
Nusa dan Bangsa”, hingga akhirnya mengeluarkan sebuah Dekrit 
pada tanggal 5 Juli 1959, yang pokok-pokok isinya adalah sebagai 
berikut . 


l.  Membubarkan konstituante. 
Menetapkan berlakunya kembali UUD '45 dan tidak berlaku- 
nya lagi UUDS 1950. 

3. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat- 
singkatnya. 


Adapun isi lengkap teks Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 
1959, adalah sebagai berikut : 


DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA 
TERTINGGI ANGKATAN PERANG 
TENTANG 


KEMBALI KEPADA UNDANG — UNDANG DASAR 1945. 


Dengan Rakhmat Tuhan Yang Mahaesa 
Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi. 
Angkatan Perang, 


Dengan ini menyatakan dengan khidmad : 


Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali ke- 
pada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada sege- 
nap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 
April 1959, tidak memperoleh keputusan dari kosntituante seba- 
gai mana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.: 
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Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagaian terbesar Ang- 
gota Sidang Pembuat Undang -Undang Dasar untuk tidak mengha- 
dliri lagi sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan 
tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya : 


Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanega- 
raan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, 
Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan makmur : 


Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia 
dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menem- 
puh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi. 


Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 


22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang D: 45, dan adalah 
merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut: 


Maka atas dasar-dasar tersebut diatas, 


Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi 
Angkatan Perang. 


Menetapkan pembubaran Konstituante : 


Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi se- 
genap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ter- 
hitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku- 
nya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. 


Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, 
yang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat di- 
tambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan- 
golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Semen- 
tara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 
Atas nama Rakyat Indonesia, 
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang 
Tertanda, 
Soekarno. 
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Maka sejak itu berlakulah kembali UUD '45 bagi bangsa In- 
donesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia hingga sekarang. 


Tindakan Presiden tersebut diatas kita mengerti. Kekacauan 

dan pertentangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan 
menimbulkan suatu keadaan luar biasa, yang membutuhkan tin- 
dakan yang luar biasa pula yang dinamakan Dekrit. 
Artinya Dekrit ialah : Penyataan sepihak dari penguasa yang ber- 
sumberkan pula pada suatu hukum luar biasa, yang dalam ilmu hu- 
kum tata-negara dinamakan Hukum Tata Negara Darurat (Subyek- 
tif). Maka dengan tindakan yang cepat dan tegas ini kita telah 
kembali kepada jiwa Pancasila yang murni, yaitu Jiwa Proklamasi 
17 Agustus 1945. 


I. PrologG. 30 S./PKI. 


Maksud Dekrit Presiden kembali kepada UUD '45 atau UUD 
Proklamasi pada hakekatnya adalah baik. Akan tetapi maksud 
yang baik itu kemudian disalah-gunakan oleh PKI untuk mengem- 
bangkan faham komunisme yang bertentangan dengan jiwa Panca- 
sila yang murni 3 seperti misalnya ajaran-ajaran tentang revolusi, 
yang bersumber kepada faham Komunisme/Marxisme seperti da- 
lam Manipol, Konsepsi Nasakom, Lima Azimat Revolusi dan lain- 
lain. 


Hal ini disebabkan karena setelah pada akhir tahun 1959 ke- 
adaan menjadi normal kembali, keadaan darurat tidak dihapus tapi 
diganti dengan keadaan Revolusi. ,,Revolusi belum Selesai”, de- 
mikian bunyi semboyan pada waktu itu. Maka diangkatlah Presi- 
den menjadi ,,Pemimpin Besar Revolusi” yang dengan menjalan- 
kan ,,Hukum-hukum Revolusi” menjadi kekuasaan tunggal di da- 
lam negara. 


Terjadilah bermacam-macam penyelewengan dari UUD “45, 
seperti misalnya : keputusan MPRS mengangkat Presiden seumur 
hidup, berdirinya Front Nasional dan lain-lain badan yang tidak 
terdapat dalam UUD '45, penunjukkan anggota-anggota MPR, 
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DPR dan DPA oleh Presiden/PBR dan sebagainya. 

Adanya pemusatan kekuasaan di satu tangan diatas, kemu- 
dian dipergunakan sebaik-baiknya oleh PKI untuk menyusup dan 
mempengaruhi alat-alat perlengkapan negara (pemerintah) dan 
golongan-golongan masyarakat. Bahkan PKI berusaha terus-mene- 
rus menimbulkan/mengadakan pertentangan-pertentangan atau 
kontradiksi-kontradiksi di dalam tubuh negara dan masyarakat, 
dengan thema-thema seperti : ,,Anti Nasakom sama dengan anti 
Pancasila”, golongan-golongan ,,setan desa dan setan kota”, ,,Ma- 
nipolis munafik”, dan lain-lain. Hal ini benar-benar menimbulkan 
konflik-konflik di dalam negeri seperti : peristiwa Kanigoro, peris- 
tiwa Boyolali, Indramayu dan "Bandar Betsy” di Sumatra dan lain 
lain. (pada tahun 1965). 


Sedang di luar negeri usaha mereka untuk mengisolir RI dari 
kehidupan Internasional dijalankan dengan mengusahakan konfron- 
tasi Indonesia terhadap Malaysia, keluarnya RI dari PBB, pemben- 
tukan poros Jakarta — Peking dan lain-lain. 


Tujuan mereka menimbulkan kontradiksi-kontradiksi ini ada- 
lah untuk menciptakan suatu "situasi revolusioner” (menurut isti- 
lah ajaran Marxisme), yang akhirnya akan meletus menjadi suatu 
perebutan kekuasaan atau Coup pada tanggal 30 September 1965 
ita (G. 30. S/PKI). Pengkhianatan G. 30. S yang didalangi oleh 
PKI ini menimbulkan tragedi nasional yang berpusat di Lubang 
Buaya dengan pembunuhan secara kejam dan biadab terhadap se- 
jumlah Pahlawan Revolusi (Jenderal Ahmad Yani Cs). Tetapi ber- 
kat rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan semangat Pancasi- 
la, yang bergelora didada sebagian terbesar bangsa Indonesia, maka 
pemberontakan Gestapu/PKI yang dibantu oleh subversi asing ini 
dapat digagalkan hanya dalam 1 (satu) hari. 


J-. Kesaktian Pancasila. 


Kemenangan Pancasila pada 1 Oktober 1965 terhadap peng: 
khianatan Gestapu/PKI ini, diperingati sebagai HARI KESAKTI- 
- AN PANCASILA. 


Pancasila yang menggambarkan budi-nurani manusia Indone- 
sia identik dengan kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia. 
Ternyata dalam keadaan yang bagaimanapun dalam sejarah kebe- 
naran dan keadilan akan tetap menang, yang terbukti dengan tetap 
tegaknya Pancasila terhadap segala macam rongrongan dan penye- 
lewengan dari manapun datangnya. 


Seperti halnya tetap tegaknya Pancasila pada tanggal 1 Okto- 
ber 1965, walaupun mengalami berbagai macam percobaan sebe- 
lumnya, maka tiap tahun kita peringati tanggal tersebut sebagai 
hari Kesaktian Pancasila. 


Tanggap 1 Oktober 1965 sering juga dinamakan Tonggak De- 
markasi Orde Baru, karena memberi garis batas (demarkasi) yang 
tegas antara yang benar dan yang salah, yang syah dengan yang 
bathil dan sebagainya. 


K. Orde Baru menuju Pembangunan. 

Dengan dihancurkannya kekuatan phisik Gestapu/PKI pada 
tanggal 1 Oktober 1965, maka sebenarnya kita telah mulai meng- 
injak pada fase baru di dalam perjuangan Bangsa Indonesia, yaitu 
yang kita namakan ORDE BARU. 


Apakah ORDE BARU itu dan apakah maksud dan tujuan- 
nya ?. 

Orde Baru adalah : 

1. suatu sikap mental atau mental attitude, bahkan suatu kehen- 
dak yang positif untuk menghentikan serta mengoreksi segala 
penyelewengan terhadap jalannya perjuangan Bangsa Indone- 
sia di dalam usahanya merealisir cita-cita Revolusi Pancasila 
17 Agustus 1945. 


2. memiliki semangat dan kekuatan-kekuatan yang mendorong 
slagorde Orde Baru tersebut. 


3. memperjuangkan tercapainya suatu tata susunan-masyarakat 
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yang diidam-idamkan oleh Bangsa Indonesia, ialah suatu ma- 
syarakat adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila, yaitu 
dengan melalui pembangunan. 


Sementara itu PKI dengan melalui Orde Lama tidak tinggal 


diam, tetapi selalu berusaha keras untuk kembali berkuasa lagi. 
Oleh karena itu Orde Baru tidak bisa dilaksanakan sekaligus, me- 
lainkan harus melalui tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap seperti 
dibawah iri : 
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I. Tanggal 1 Oktober 1965 : Garis demarkasi Orde Baru. 


Setelah kekuasaan phisik Gestapu/PKI dapat dihancurkan, 
muncullah Angkatan "66 yang membuka trace baru yang me- 
nuntut pelaksanaan Pancasila dan UUD '45 secara murni dan 
konsekwen: Semboyan yang didengungkan adalah TRITURA 
(tri tuntutan rakyat), sebagai tuntutan akan rasa kebenaran 
dan keadilan rakyat Indonesia yaitu : 


1.Pembubaran PKJ dengan segala ormas-ormas yang ber- 
naung di bawahnya. 

2. Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur G.30.S/PKI. 

3. Penurunan harga ( perbaikan dibidang ekonomi ). 


Ketiga hal tersebut di atas juga merupakan tuntutan Hanu- 
ra (Hati Nyrani Rakyat). Tetapi sebagai reaksi, Orde Lama 
mengadakan tindakan balasan berupa mendirikan ,,Barisan 
Soekarno”, membubarkan Staf Angkatan Bersenjata, mem- 
bongkar KOTI dan menyempurnakan kabinet Dwikora dima- 
na didudukkan kembali orang-orang PKI di dalamnya. 


Kemudian #ngkatan "66 menjalankan aksi-aksinya berupa 
@emonstrasi-demonstrasi, penempelan-penempelan plakat dan 
lain-lain, hingga beberapa kali kabinet Dwikora tidak bisa ber- 
sidang. 

Sedang di daerah-daerah, penghancuran terhadap PKI dilan- 
carkan dengan gigih. Menghadapi situasi yang demikian ini 


akhirnya Presiden menyerahkan mandat penuh kepada Pang- 
lima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto untuk mengem 
balikan lagi keamanan dan ketertiban, demi kelancaran roda 
pemerintahan. Mandat Presiden inilah yang kemudian dike- 
nal sebagai SUPERSEMAR (Surat Perintah 11 Maret 1966). 


II. Tanggal 11 Maret 1966 : Tonggak Pelaksanaan Orde Baru. 


Dinamakan demikian, karena Orde Baru mulai saat itu di- 
laksanakan secara nyata dan tegas. Pemegang Supersemar me- 
nyadari, bahwa sumber dari segala kekacauan di dalami negara 
adalah PKI. Maka untuk mengamankan pelaksanaan Pancasila 
dan UUD '45 secara murni dan konsekwen, mengambil tin- 
dakan : 


1. membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan dinyatakan 
sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah R.I. 

2. menangkap 15 orang menteri yang terdapat indikasi-indi- 
kasi tersangkut di dalam G. 80. S/PKI. 


II. Tanggal 21 Juni 1966 : Tonggak Konstitusionil Orde Ba- 
tu. 


Dinamakan demikian, karena mulai saat itu Orde Baru di- 
laksanakan secara konstitusionil. 


Karena MPR menurut UUD '45 adalah suatu badan yang 
merupakan pelaksana kedaulatan rakyat Indonesia, maka Su- 
persemar menyalurkan pelaksanaan cita-cita Orde Baru secara 
konstitusionil kepada MPRS yang segera mengadakan sidang- 
nya pada tanggal 21 Juli 1966 - 5 Juli 1966. Oleh karena itu, 
maka segala ketetapan-ketetapan MPRS yang dikeluarkan da- 
lam sidang ke-IV tahun 1966, memberi petunjuk kepada kita 
tentang kemurnian Jiwa Pancasila terhadap praktek-praktek 
penyelewengan yang dilakukan oleh rezim Orde Lama, seper- 
ti: : 

Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memperkuat/mengesah- 
kan adanya Supersemar secara Konstitusional. 
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Tap MPRS No. X/MPRS/1966 yang mengembalikan semua 
lembaga-lembaga negara di pusat (MPR, DPR) dan di daerah (Ke- 
pala Daerah) kepada fungsi dan posisinya menurut UUD '45 yang 
murni. 

Tap MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang penghapusan sebu- 
tan Pemimpin Besar Revolusi (PBR). 

Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang penghapusan lem- 
baga Presiden seumur hidup. 

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang pembinaan sumber 
tertip hukum baru tapi yang sesuai dengan negara hukum Indone- 
sia yang bersumber kepada Pancasila/UUD '45 yang murni. 

Yap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI 
dan larangan mengembangkan/menyebarkan ajaran Komunisme/ 
Marxisme-Leninisme dan sebagainya. Bahkan dalam suatu Sidang 
Istimewa pada tahun 1967, MPRS memutuskan untuk mencabut 
kembali mandat dan segala Kekuasaan Pemerintah Negara yang di- 
pegang oleh Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto 
menjadi Pj. Presiden. Alasannya karena Presiden Soekarno sebagai 
mandataris MPRS tidak dapat mempertanggungjawabkan pembe- 
rontakan G. 30. S/PKI, kemunduran ekonomi dan fain sebagainya 
sehingga dengan demikian berakhirlah pula , dualisme” dalam pim- | 
pinan nasional yang merugikan Bangsa. 

Sidang ke-V MPRS tahun 1968 diselenggarakan untuk pengu- 
kuhan atau konsolidasi cita-cita Orde Baru. Maka dalam Sidang itu 
MPRS antara lain telah menetapkan : Tap MPRS No. XXXVI/ 
MPRS/1968 tentang Demokrasi Pancasila, Tap MPRS No. XIJI/ 
MPRS/1968 tentang Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan 
Juli 1971. Tap MPRS No. XNLI/MPRS/1968 tentang Program Kabi- 
nct Pembangunan dan syarat-syarat para menteri Kabinct, dan 
akhirnya Tap. No. XI4/MPRS/1968 tentang pengangkatan Pj. Pre- 
siden Soeharto menjadi Presiden penuh dalam rangka penunjukan 
suatit pimpinan nasional yang kuat bagi kestabilan politik, ekono- 
mi dan keamanan negara. 
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Dinamakan demikian karena pada tanggal 6 Juni 1968 telah 
berhasil dibentuk dan disahkan Kabinet Pembangunan yang 
sebagian besar terdiri dari tenaga ahli, sebagai langkah perta- 
ma melaksanakan Pembangunan Ekonomi Negara, untuk 
mencapai tujuan akhir cita-cita Orde Baru ialah masyarakat 
adil dan makmur berlandaskan Pancasila. B 

Demikianlah tentang tonggak-tonggak dalam sejarah mu- 
takhir perjuangan Bangsa Indonesia yang telah dijadikan 
obyek pembahasan Pancasila, dengan maksud untuk dapat 
menyelami bagaimana sebenarnya jiwa Pancasila itu, baik da- 
lam perwujudannya, bentuk dan tingkah laku yang bersum- 
ber kepada kepribadian Bangsa Indonesia sendiri. 


Demokrasi Pancasila ( Tap. No. XXXVII/MPRS/1968, jo. 
'Tap No. I/MPR/1973, jo. Tap. No. I/MPR/1978). : 


Keadaan demokrasi kita masih jauh daripada yang diha- 
rapkan. Pada tahun 1968 Sidang MPRS ke-V telah mengorek- 
si dan mencabut sistim demokrasi terpimpin dengan alasan, 
apabila di dalam suatu permusyawaratan dalam demokrasi 
terpimpin tidak didapat mufakat, maka persoalan diserahkan 
kepada Pimpinan/Presiden. Hal ini adalah suatu muslihat da- 
lam rangka usaha pelaksanaan pemusatan kekuasaan yang 
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 !. 


Sebaliknya, dengan menolak demokrasi terpimpin tidak 
berarti kita akan kembali kepada Demokrasi Liberal ala Barat 
seperti ditahun 50-an, atau berbalik kepada Demokrasi Rak- 
yat. Mengapa ? Karena Pancasila sendiri tidaklah lahir dari 
sumber asing tetapi digali dari sifat-sifat kepribadian Bangsa 
Indonesia sendiri, yaitu : kekeluargaan yang bersifat harmo- 
"nis. 


Kekeluargaan di sini tidak berarti parasitisme seseorang 
terhadap kekeluargaan, tetapi suatu kehidupan kekeluargaan 


yang dinamis dan positif. Dinamis berarti , dapat menyesuai- 
kan diri dengan kemajuan jaman, sedang positif berarti mem- 
bangun untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia dalam 
mewujutkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca- 
sila, seperti yang menjadi tujuan pula dari Orde Baru. Sedang 
harmonis dalam kehidupan kekeluargaan berarti : adanya ke- 
seimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan 
umum. Sebab, walaupun dalam Demokrasi Pancasila individu 

, harus selalu ,,terikat”" dalam pergaulan-hidup, namun tetap 
|dihargai dan dilindungi kepribadiannya. Seperti halnya cita- 
cita Negara Proklamasi, yang menghormati adanya golongan- 
golongan masyarakat, namun sebaliknya semua golongan dan 
perseorangan wajib menginsyafi akan kedudukannya sebagai 
bagian dari negara sebagai suatu keseluruhan. Maka untuk 
mencapai adanya harmoni ini, musyawarahlah merupakan 
penjamin bahwa semua pihak atau aspek akan diajak berbica- 
ra dan berdiskusi. 


Di lain pihak, MPRS 1968 mengatakan bahwa dalam masya- 
rakat dan Negara Indonesia modern yang bersifat Bhinneka 
Tunggal Ika dan yang sedang berkembang pesat kearah mo- 
dernisasi di segala bidang, tidaklah mungkin untuk selalu me- 
netapkan prinsip musyawarah untuk mufakat secara berhasil 
dalam segala hal dan keadaan, dengan tanpa membawa akibat 
yang membahayakan bagi kelanjutan hidupnya prinsip Ke- 
daulatan Rakyat (demokrasi) itu sendiri. Oleh karena itu di- 
samping prinsip musyawarah untuk mufakat, kalau perlu 
bahkan merupakan suatu keharusan dilaksanakannya cara- 
cara mengambil keputusan berdasarkan persetujuan suara tcr- 
banyak sesuai dengan ketentuan UUD '45 !. 


Untuk mengetrapkan tinjauan-tinjauan scperti yang diuraikan 
di atas, MPR, dalam Tap. No. I/MPR/1978 (pasal 90 sampai 
dengan pasal 93) telah menetapkan sejumlah azas atau prinsip 
yang menjadi dasar didalam aturan permainan Demokrasi 
Pancasila, seperti yang disebutkan di bawah ini : 
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(1).Hakekat daripada musyawarah untuk mufakat dalam 
kemurniannya adalah suatu tatacara yang bersumber pada 
inti faham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi- 
jaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang tiada 
lain daripada penggunaan pikiran (ratio) yang sehat, meng 
ungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesa- 
tuan Bangsa dan sebagainya untuk mencapai keputusan 
berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diikti- 
katkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung- 
jawab, maka : 


(2) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah un- 
tuk mufakat diantara semua Fraksi. 

(3).Apabila yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak dapat 
segera terlaksana, maka Pimpinan Rapat dapat mengusa- 
hakan/berdaya-upaya agar rapat dapat berhasil mencapai 
mufakat. 


Masalah yang kemudian timbul ialah : 


Bagaimana kalau putusan berdasarkan mufakat sudah 
tidak mungkin diusahakan lagi, karena pendirian dari se- 
bagian peserta musyawarah sudah tidak dapat didekatkan 
lagi, atau karena faktor waktu yang sangat mendesak ?. 


Hal ini dijawab oleh Tap. No. I/MPR/1978, bahwa pu- 
tusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak !. 

Tapi agar pengambilan putusan berdasarkan suara ter- 
banyak tersebut adalah syah, dibutuhkan beberapa syarat 
tertentu, ialah : 

I.bahwa rapat tersebut harus dihadiri oleh sekurang- 
kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota rapat, atau 
gourum harus 2/3. 

2. Putusan harus disetujui oleh lebih dari separoh jumlah 
anggota yang hadir, yang telah memenuhi gourum ter- 
sebut. 

3. Putusan harus didukung" oleh sekurang-kurangnya 2 
(dua) Fraksi. 
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Demikianlah MPR (1978) telah menetapkan asas-asas 
aturan permainan didalam Tap No. I/MPR/1978, yang da- 
pat kita baca dalam pasal 90 sampai dengan pasal 93 dari 
Ketetapan MPR diatas !. 


Catatan. 

Tap No. XXXVII/MPRS/1968 telah dinyatakan tidak 
berlaku lagi dan dicabut oleh Tap. No. V/MPR/1973, tapi 
prinsip-prinsipnya tentang demokrasi Pancasila seperti : 
musyawarah untuk mufakat, suara terbanyak dll, telah 
ditampung materinya dalam Peraturan Tata Tertib MPR 
(Tap. No. I/MPR/1973). Kemudian dengan digantikannya 
Tap. No. I/MPR/1973, oleh Peraturan Tata Tertib baru : 
Tap No. I/MPR/1978, maka tertampunglah pula prinsip- 
prinsip demokrasi Pancasila diatas didalam peraturan baru 
tersebut. 


Tanggal 6 Juni 1968. Tonggak Orde Pembangunan. 


Segera setelah Tap. MPR No. XLI/MPRS/1968 menentu- 
kan syarat-syarat bagi menteri dalam kabinet Pembangunan 
serta programnya, maka pada tanggal 6 Juni 1968 dibentuk 
dan disahkan Kabinet Pembangunan sebagai langkah pertama 
melaksanakan Pelita I yang dimulai pada tanggal 1 April 1969. 


Adapun Panca Progam kabinet Pembangunan I ditetapkan, 


berbunyi : 


1. 
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Menciptakan Stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat 
unituk berhasilnya pelaksanaan Repelita dan Pelita. 


Menyusun dan melaksanakan Repelita (I). 
Melaksanakan Pemilu sesuai dengan Tap. MPRS No. XLII/ 
MPRS/1968. 


Mengembalikan ketertiban dan keamanan Masyarakat dengan 
mengikis habis sisa-sisa G. 30. S/PKI dan setiap perongrongan, 


penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan 
UUD 1945. 

Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menye- 
luruh Aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah, 


& 


Era (masa) Pembangunan Negara kita meliputi jangka 
waktu 30 tahun, yaitu dari 1970 sampai dengan tahun 2000. Kare- 
na masa pembangunan 30 tahun tidak mungkin dilaksanakan seka- 
ligus, maka perlu dilakukan secara bertahap, yaitu masa 30 tahun 
terbagi menjadi 6 babakan, yang masing-masing babakan meliputi 
jangka waktu 5 tahun, termasuk Repelital yang sekarang ini. De- 
ngan demikian akan kita lihat Repelita I yang berlangsung dari ta- 
hun 1969 — 1974, Repelita II dari 1974 — 1979, Repelita III, Re- 
pelita IV dan seterusnya, 


Dengan sendirinya Repelita sebagai suatu program raksasa 
harus mempunyai pola dasar, memiliki tujuan, landasan, asas-asas, 
faktor-faktor diterminan, arah dan lain sebagainya. 


Mengingat akan luasnya, dalamnya serta kompleksitas ruang- 
lingkup daripada suatu Pembangunan Negara, maka dengan sendi- 
rinya tidak bisa diwujudkan dalam suatu proses jangka pentlek, 
melainkan membutuhkan suatu proses jangka panjang. Karena itu- 
lah dalam rangka usaha Pembangunan Bangsa ini perlu adanya 
suatu Pola Dasar sebagai landasan bersama untuk mencapai cita- 
cita bersama, ialah : masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan UUD "45. 


Empat masalah pokok yang perlu mendapatkan aksentuasi 
dalam membentuk dan menyusun Pola Dasar Program Umum Na- 
sional ini ialah : 


It. Pembangunan bidang ekonomi yang merupakan aspek mak- 
mur di dalam rangka mengembangkan Demokrasi Ekonwmi. 


Pembangunan bidang sosial-budaya yang merupakan aspek 
adil dan demokrasi di bidang sosial-budaya. 


sai 


3. Pembangunan bidang politik dalam rangka pengamanan De- 
mokrasi Politik. 

4. Pembangunan HANKAM yang merupakan pengamanan de- 
mokrasi itu sendiri (Kedaulatan & Kemerdekaan). 


Dengan sendirinya keempat aspek Pembangunan dalam Era 
Pembangunan tersebut di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, melain- 
kan satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang sangat erat 
hingga saling pengaruh-mempengaruhi dan dorong-mendorong ke- 
arah kemajuan. 


Sebenarnya, suatu negara yang baru berkembang seperti Ne- 
gara RI membutuhkan berpuluh-puluh tahun untuk bisa mencapai 
tingkat taraf hidup yang cukup tinggi. Maka Era Pembangunan 
yang meliputi jangka waktu 25 — 30 tahun ini (1979 — 2000) ada- 
lah sangat singkat, bahkan dapat dikatakan suatu Evolusiper- 
kembangan yang telah dipercepat ! Oleh karena itu Era Pemba- 
ngunan tahun 1970 — 2000 kita ini sering dinamakan” Akselerasi. 
Modernisasi Pembangunan 25 tahun”, yang berarti : Peningkatan 
kecepatan pelaksanaan yang selalu berkembang kearah tingkatan 
yang lebih sempurna dan lebih mampu dalam memberikan jaminan 
hidup hari-depan Bangsa Indonesia dalam jangka waktu 25 tahun. 


Hal ini dapat dilihat pula dari meningkatnya isi dan sasaran 
masing-masing babakan Pembangunan bidang ekonomi, yang ma- 
sing-masing kita namakan Repelita I, II, III dan seterusnya, yaitu 
sebagai berikut : i 


(1). Repelita pertama : meletakkan titik berat pada sektor perta- 
nian dan industri yang mengandung sektor pertanian. 


(2). Repelita kedua : meletakkan.titik berat pada sektor pertanian 
dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah 
menjadi bahan baku. 


(3). Repelita ketiga : meletakkan titik berat pada sektor pertanian 
dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku 
menjadi bahan jadi.. 
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(H&. Repelita keempat : meletakkan titik berat pada sektor perta- 
nian dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan 
mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun in- 
dustri ringan yang akan terus berkembang dalam Repelita- 
Repelita selanjutnya. (Lihat : Tap. MPR No. IV/MPRS/1978 
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab III Pola Umum 
Pembangunan Jangka Panjang, Bidang Ekonomi). 


N. Hubungan antara Pancasila, Proklamasi, UUD '45, Demokrasi 
Pancasila, Orde Baru, dan Pelita. 


1. 


Pancasila sebagai "sumber dari segala sumber hukum” 
adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum 
serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta 
watak dari Bangsa Indonesia, yaitu cita-cita mengenai ke- 
merdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanu- 
siaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial. 
Cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, 
cita-cita moral yang mengenai : kehidupan kemasyarakat- 
an dan keagamaan merupakan pengejawantahan dari budi 
nurani manusia. 


Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan 
pencetusan dari jiwa/semangat Pancasila sebagai titik kul- 
minasi dari tekad bangsa untuk merdeka. Karena setelah 
berabad-abad lamanya tertindas oleh penjajah, kini sudah 
tidak bisa dihalangi-halangi dan dibendung lagi oleh pen- 
jajah Belanda maupun Jepang. 


Selanjutnya, UUD '45 sebagai hukum yang tertinggi dida- 
lam negara merupakan perwujudan dari cita-cita dan tu- 
juan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahkan 
Pembukaan UUD '45 yang memuat azas/dasar Proklamasi 
Kemerdekaan adalah satu, dan tidak dapat dipisah-pisah- 
kan dengan Proklamasi. Karena itulah Pembukaan yang 
memuat penjelasan yang terperinci tentang cita-cita luhur 
Proklamasi sering juga dinamakan, Declaration of Inde- 
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pendence” dari Bangsa Indonesia hingga merupakan satu 
rangkaian dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. 


4. Orde Baru. 
Orde Baru timbul sebagai reaksi terhadap penyelewengan 
ideologis, sosial dan kulturis dari Orde Lama yang mem- 
bawa malapetaka bagi kelangsungan hidup bangsa Indone- 
sia. Orde Baru menghendaki terwujudnya cita-cita luhur 
yang dikehendaki oleh Proklamasi 17 — 8 — 1945, terpe- 
nuhinya hak-hak demokrasi bagi rakyat Indonesia. 


Pada hakekatnya, Orde Baru Adalah sikap mental untuk me- 
wujudkan pelaksanaan Pancasila dan UUD '45, yang memperjuang- 
kan tercapainya suatu tata-susunan masyarakat baru atas dasar 
Pancasila dan UUD '45. Oleh karena itu Orde Baru dalam mem- 
perjuangkan cita-citanya berpedoman kepada : 


1). Landasan Idiil, yaitu Pancasila. 
2). Landasan Struktural, ialah UUD '45. 


3). Landasan Operasionil situasionil, Ketetapan-Ketetapan 
MPR(S). 


Maka dapatlah dipahami, bahwa cita-cita Orde Baru adalah 
terwujudnya masyarakat dan negara yang meyakini adanya Tuhan 
Yang Maha Esa, dimana setiap warganegara hidup atas dasar harga 
menghargai antara sesama manusia, dan antara sesama Bangsa di- 
dunia ini, dimana warganegaranya merasa bangga atas kebangsaan 
Indonesianya, walaupun hal ini tidak boleh didasarkan atas perasa- 
an kebanggaan yang sempit (chauvinisme). 


Demikianlah cita-cita suatu masyarakat dan negara yang me- 
letakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dalam demokrasi 
Pancasila, dan menghendaki terwujudnya keadilan sosial bagi selu- 
ruh rakyat Indonesia. 
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BAB V. 


PEMBAHASAN DARI SEGI ANTROPOLOGI 
SOSIAL 


Faktor ekologi dan keragaman kebudayaan. 


Lingkungan alam yang berupa iklim, flora dan fauna, ta- 
nah, air dan sebagainya, tampak pula pengaruhnya terhadap 
kehidupan manusia. Pengaruh lingkungan alam itu, tidak sela- 
lu menimbulkan akibat yang seragam terhadap kebudayaan. 
Manusia sebagai mahluk - budaya tidak menggantungkan se- 
mata-mata kepada alam, tetapi manusia bertindak sebagai 
daya-perombak alam untuk digunakan bagi kepentingan 'hi- 
dupnya (Geomorphological agent). Dalam kenyataannya, se- 
ring nampak bahwa lingkungan alam itu sedikit banyak men- 
juruskan kepada lahirnya bentuk-bentuk kebudayaan yang 
khas, mendorong ke arah perkembangan tata cara hidup yang 
khusus. 


Demikianlah, negara kita adalah negara kesatuan yang ter- 
diri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan lingkungan alam 
yang aneka ragam. Sebagai kesatuan wilayah negara, sifat 
alamiah negara kita ini sudah barang tentu menampakkan 
corak ancka-macam kebudayaan penduduknya. Dipandang 
dari segi Antropologi-sosial, penduduk Indonesia terdiri dari 
beberapa puluh suku bangsa yang mendiami rangkaian kepu- 
lauan yang berada di daerah tropika dengan batas lingkungan: 
GO L.U dan 110 L.S, serta yaris bujur timur 95” sampai 1409. 
Sebagai akibat dari pengaruh kebudayaan asiny yang tidak 
merata, faktor isolasi wilayah yang didiaminya, maka masing- 
masing suku-bangsa itu mengembangkan corak kebudayaan- 
nya sendiri. Di dalam perwujudannya, kebudayaan suku itu 
secara populer disebut kebudayaan daerah, yang bersumber 
kepada kehidupan masyarakat kesukuan itu. Dalam proses 
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pertumbuhannya, kebudayaan daerah-ini mengalami perkem- 
bangan baru, sebagai akibat hubungan yang makin luas antar 
sukuesuku, di samping sebagai akibat kendurnya ikatan-ikatan 
kesukuan. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa na- 
sional dan bahasa resmi dalam lingkungan pemerintahan, me- 
rupakan faktor komunikasi yang mempercepat tercapainya 
kesatuan Budaya bangsa. 


Penduduk Indonesia sebagian besar hidup bertani. Hal ini 
berarti, bahwa bagian terbanyak dari penduduk merupakan 
masyarakat agraris. Corak masyarakat yang tradisionil mela- 
hirkan nilai-nilai yang berupa sikap hidup, adat-istiadat yang 
cenderung mengembangkan sifat-sifat kekeluargaan, gotong- 
royong serta semangat setia-kawan. Oleh karena pengaruh ber 
bagai kebudayaan seperti kebudayaan Hindu, Islam, Kristen, 
maka unsur-unsur kebudayaan itu, disamping memperkaya 
kebudayaan daerah yang beraneka ragam itu juga mendorong 
terwujudnya kesatuan budaya Indonesia. 


Kehidupan masyarakat dan Individu. 


Suku-suku bangsa dengan kebudayaannya yang berbeda- 
beda di Indonesia mempunyai nilai potensiil. Nilai-nilai terse- 
but itu antara lain berupa jiwa gotong-royong dan kekeluarga- 
an. Gotong-royong dan kekeluargaan ialah suatu perbuatan 
yang dilakukan dengan rela oleh seseorang atau sekelompok 
masyarakat lain. Perbuatan tersebut karena terdorong oleh 
panggilan kodratnya di samping pengalaman sejarah serta ma- 
syarakatnya untuk turut-serta mengambil bagian atau mem- 
bina masyarakat dan negaranya. Gotong-royong dan keke- 
luargaan merupakan keseimbangan antara kebutuhan dan ke- 
pentingan individu dalam hubungannya dengan kebutuhan 
kelompok atau masyarakatnya secara timbal balik. Hidup ma- 
nusiawi yang sejati hanya dapat berkembang bila ada komu- 
nikasi antara persona dan masyarakat. Dengan demikian pe- 
ngertian orang perseorangan (individu) dengan sendirinya te- 
lah meliputi pengertian masyarakat, dan pengertian masyara- 


kat dengan sendirinya meliputi pengertian perseorangan lepas 
dari masyarakat. 

Demikian pula sebaliknya. Perbuatan individu sebagai anggo- 
ta masyarakat, tidak dapat terlepas dari. masyarakatnya. De- 
mikian sebaliknya, perbuatan sekelompok orang-atau masya- 
rakat tidak dapat mengabaikan kepentingan atau kemampuan 
orang perseorangan. Melalui antar-hubungan timbal-balik 
itulah komunikasi individu dan masyarakat dapat terbina. 
Makin lancar dan luas hubungan itu, makin tegak pula berdiri 
kepribadiannya, Sebagai mana disebutkan bahwa proses antar 
hubungan ini tidak hanya didasarkan semata-mata pada dasar- 
dasar kepentingan atau kebutuhan pamrih, akan tetapi juga 
karena dorongan kodrat manusiawinya. Kodrat manusiawi itu 
dituntun atau dibina oleh asas kemanusiaan, asas kebudayaan 
kebangsaan maupun asis-asas keagamaan. Dalam pertumbuh- 
an sejarahnya, asasasas yang mengatur hubungan antar orang- 
seorang sebagai tempat berlangsungnya hubungan-hubungan 
itu didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. 
Dalam kehidupan masyarakat terutama di desa. peranan pe- 
mimpin menentukan dalam kegiatan-kegiatan yang menyang- 
kut kepentingan seluruh warga masyarakat. Ditinjau dari seja- 
rah pertumbuhan masyarakat, asas adanya pemimpin itu me- 
rupakan faktor tetap yang dapat dijumpai dalam pertumbuh- 
an struktur masyarakat Indonesia dari masa kemasa. Pemim- 
pin dalam masyarakat modem, tidak banyak berbeda tugas- 
nya maupun peranannya dengan Kepala Suku, Ketua Adat, 
Kepala Desa masyarakat pedesaan. Kedudukannya dalam 
masyarakat akan menjadi sangat penting, apabila hubungan 
pemimpin dengan anggota masyarakatnya didasarkan atas hu- 
bungan subyektif di samping hubungan-hubungan yang ber- 
sifat obyektif rasional. Hubungan sedemikian itu, pada hake- 
katnya bersumber kepada nilai kehidupan yang lazim terda- 
pat dalam hubungan keluarga. Oleh karena itulah, kedudukan 
pemimpin dalam masyarakat yang lebih kompleks, merupa- 
kan pantulan, pancaran dari kedudukan dan peranan kepada 
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keluarga dalam satuan yang kecil. Asas kekeluargaan yang 
melandasi hubungan pemimpin dengan anggota masyarakat, 
adalah merupakan nilai kemasyarakatan yang tidak asing da- 
lam tata kehidupan masyarakat bangsa Indoncsia sejak dahu- 
lu hingga dewasa ini. Dengan kemajuan tehnologi yang-dica- 
pai dalam masyarakat modern sekarang, memungkinkan pen- 
dekatan yang lebih cepat antar masyarakat suku yang mendo- 
rong kearah integrasi masyarakat yang berdasarkan nilai ke- 
budayaan nasional yang lebih luas. 


Faktor keagamaan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, ke- 
adilan sosial. 


Tinjauan dari anthropologi sosial membuktikan, bahwa 
nilai keagamaan dalam masyarakat bangsa kita nampak per- 
wujudannya dalam berbagai ragam kegiatan. Suatu azas yang 
dapat dirumuskan sebagai pengakuan, penghayatan rokhaniah 
kepada Zat Yang Maha Kuasa, yang berada di atas kekuatan 
apapun di dunia ini, adalah nilai yang selalu hidup dalam ma- 
syarakat kita sepanjang sejarahnya. 

Perwujudannya dalam masyarakat, asas itu menjelma dalam 
lembaga-lembaga keagamaan sesuai dengan sumber ajarannya, 
seperti Islam, Kristen dan Hindu Dharma. 


Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam salah satu as- 
peknya menumbuhkan adanya hubungan dengan bangsa- 
bangsa lainnya. Lebih-lebih lagi, tidak ada satu bangsa yang 
dapat hidup menyendiri secara sempurna dalam abad modern 
sekarang ini. Rasionalitas hubungan intemasional yang saling 
menguntungkan serta kerjasama dalam hubungan antar-bang- 
sa menjadi kebutuhan timbal-balik secara sosial, dalam mem- 
bina suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. 


Pembinaan suatu bangsa dari berbagai suku yang memiliki 
corak kebudayaan yang beraneka ragam dapat dicapai, apabi- 
la unsur-unsur yang sama berhasil diintegrasikan, sehingga ter- 


capai unsur-unsur budaya yang mengatasi unsur-unsur budaya 
suku-bangsa. Dorongan kearah timbulnya persatuan bangsa, 
di samping faktor-faktor yang dialami sebagai bagian yang in- 
tegral dalam sejarah bangsa kita, seperti penjajahan, juga fak- 
tor-faktor yang sama dalam kehidupan bangsa kitapun dapat 
mendekatkan perbedaan, sehingga menimbulkan rasa persa- 
tuan sesamanya. Rasa persatuan ini memperoleh salurannya 
melalui Proklamasi kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945. 


Walaupun kini integrasi kebudayaan itu telah dapat dili- 

hat secara umum, namun sebagai satu perkembangan maka 
kekuatan-kekuatan desintegrasi harus diperkecil atau dihin- 
darkan sama sekali. 
Suatu idee yang banyak disebarkan oleh kaum Pergerakan In- 
donesia kearah tercapainya integrasi semacam itu kuat sekali 
peranannya dalam menempa adanya persatuan bangsa kita, 
namun harus pula disadari bahwa proses yang matang seperti 
itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi sebagai hasil per- 
juangan. Kondisi-kondisi akan adanya persatuan itu jauh sc- 
belumnya telah terdapat dalam masyarakat kita. 


Stelsel kehidupan kemasyarakatan, dimana kekeluargaan 
dan kegotong-royongan itu dapat dikatakan sebagai suatu po- 
la kehidupan masyarakat kita pada umumnya, menunjukkan 
pada realitasnya dalam cara mengambil keputusan-keputusan 
yang menyangkut kehidupan bersama Pola dasar musyawarah 
telah berkembang pula di desa-desa sejak dulu sampai seka- 
rang ini. Rasionalitas dan teknik pengambilan keputusan 
mungkin juga mengalami variasinya, namun musyawarah se- 
bagai jalan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan 
telah merupakan pola dalam kehidupan kemasyarakatan kita. 
Idee tentang musyawarah telah mendasari kehidupan kema- 
syarakatan dan politik, apabila dikemudian hari diperlukan 
adanya stelsel perwakilan, adalah suatu perkembangan yang 
sesuai dengan kenyataan bahwa dalam masyarakat yang di- 

-jangkaunya tidak saja seluas desa, tetapi telah meliputi wila- 
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yah suatu masyarakat yang dikenal sebagai bangsa, meliputi 
jumlah manusia yang jutaan banyaknya. Rasionalitas dalam 
hal ini, demi effisiensi kerja yang diharapkan, merupakan 
perkembangan dari suatu pola cara-cara umum musyawarah 
yang hidup dalam sebagian besar masyarakat kita. Hal itu 
telah dijadikan suatu pegangan dalam kehidupan kenegaraan 
kita sebagai. asas demokrasi. 


Asas demokrasi, keadilan sosial untuk mencapai kepentingan 
masyarakat, kemakmuran hidup para individu merupakan 
suatu yang wajar. Proses perkembangan masyarakat memba- 
wa pula perubahan idee keadilan sosial ini, karena kenyataan 
dalam masa-masa yang telah lampau. Jawaban terhadap ke- 
nyataan, serta idea yang berkembang dalam proses perkem- 
bangan yang baru itu menghadapkan kepada kita cara mewu- 
judkan keadilan sosial tersebut sesuai dengan perkembangan 
serta tuntutan kebutuhan hidup bangsa kita, yang dirumus- 
kan dengan kesejahteraan serta kemakmuran yang merata, 
jasmaniah dan rokhaniah. 
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BAB VI 
PEMBAHASAN DARI SEGI FILSAFAT DAN RELIGI 


Bertolak dari metode analitis komprehensif dan bermacam- 
macam pendekatan yang diuraikan di muka, yakni pendekatan 
umum, ilmiah, filosofis dan religius, maka atas dasar itu pemba- 
hasan dalam bab ini tetap dalam arti meliputi keempat tingkatan 
pembahasan tersebut. 


Pancasila dibahas dari segi filsafat dan religi, sebab Pancasila 
memang adalah ajaran filsafat yang religius. Karena itu pembahas- 
an dari segi filsafat dan religi ini sesuai dengan watak Pancasila itu 
sendiri. Sesungguhnya bahwa Pancasila itu adalah suatu ajaran fil- 
safat yang fungsional di dalam mengatur antar hubungan manusia, 
warga negara Republik Indonesia, terbukti dengan kedudukannya 
sebagai norma dasar dalam negara Republik Indonesia. Sebagai fil- 
safat, Pancasila mengatur antar hubungan pribadi warganegara Re- 
publik Indonesia, artinya Pancasila adalah norma yang berlaku 
umum di dalam tata kehidupan bangsa dan negara Republik Indo- 
nesia. Kedudukan Pancasila yang demikian,disebut oleh Prof. Dr. 
Notonagoro,SH. sebagai pokok kaidah negara yang fundamental 
(staatsfundamentelc norm). Dengan demikian Pancasila adalah 
nilai-nilai asasi, nilai fundamental dalam kehidupan bangsa dan ne- 
gara Indonesia. Ini berarti pula Pancasila adalah nilai-nilai filosofis, 
nilai filsafat bangsa, pandangan hidup bangsa, dasar negara Repu- 
blik Indonesia. 


Sebagai ajaran filsafat, tidak dapat disangkal pula realitas bah- 
wa Pancasila sesungguhnya merupakan filsafat yang religius. Sebab 
dengan adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama 
maka Pancasila mengandung asas theisme (kepercayaan kepada Tu- 
han). Bahkan jika dipandang dari segi hirarki sistematika Pancasila, 
maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa menduduki sila pertama dan 
utama. Dan bila dianalisa lebih jauh maka sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa itu dapat ditafsirkan sebagai asas theisme yang monistis 
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atau monotheisme, sedangkan masalah Ketuhanan Yang Maha Esa 
itu merupakan asas atau essensia agama (religi). 


Dari uraian di atas nyatalah Ketuhanan Yang Maha Esa ada- 
lah esensia religi. Oleh sebab itu uraian tentang Pancasila dari su- 
dut filsafat dan religi adalah relevant dengan watak yang terkan- 
dung di dalam Pancasila sebagai diuraikan dalam bagian pendekat- 
an. Bahkan bertolak kepada latar belakang sejarah perumusan Pan- 
casila (oleh BPUUPKI 1945), para pengusul melihat kenyataan so- 
sio-budaya bangsa Indonesia yang religius. 


Sepanjang sejarah kehidupan bangsa Indonesia, mereka hidup 
dengan tata kehidupan yang berasaskan kepercayaan kepada Tu- 
han Yang Maha Esa melalui proses zamannya (animisme-dinamis- 
me, polytheisme, Hindu, Islam, Kristen dan lain-lain). Secara sosio- 
budaya kehidupan demikian telah menjamin kelangsungan bangsa 
Indonesia. Berdasarkan realitas sosiologis itu, maka representasi- 
nya dirumuskan dengan kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa seba- 
gai sila pertama. Ini berarti pula, bahwa seluruh rakyat/bangsa In- 
donesia dalam kehidupannya ber-Tuhan Yang Maha Esa terbukti 
dengan peribadatan dan atau ritual tertentu sebagai perwujudan hi- 
dup beragama. Kenyataan sosio-budaya ini sebagai das Sein, dija- 
dikan suatu norma dan tata kehidupan ideal ( "das Sollen” ) ter- 
maktub sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 pasal 
29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut : 


(1).Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(2).Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 


Dari diktum konstitusi itu ternyata bahwa asas Ketuhanan 
Yang Maha Esa adalah perwujudan daripada kepercayaan yang re- 
ligius disertai konsekwensi asas kepercayaan itu yakni perwujudan 
peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Negara Republik 
Indonesia secara konstitusional menjamin pelaksanaan asas theis- 
me yang religius itu. 
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Uraian ringkas di atas memberikan kesimpulan kepada kita 
bahwa Pancasila adalah filsafat yang religius, sebab : 


a. Pancasila sebagai dasar negara yang fundamental, norma 
yang berlaku dalam tata kehidupan bangsa dan Negara 
Republik Indonesia. 


b. Sebagai norma dasar, ajaran filsafat Pancasila berpangkal 
atas kepercayaan. kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa. 
Asas kepercayaan kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa 
dengan segala konsekwensinya itu berarti pula menerima 
aturan-aturan yang dirumuskan oleh Tuhan Yang Maha 
Isa. 


Kita menyadari bahwa aturan-aturan Tuhan Yang Maha Esa 
sebagai norma kehidupan manusia itu bertujuan supaya manusia 
hidup dalam kesejahteraan lahir dan batin, di dunia fana sekarang 
dan di alam baka yang akan datang. Wujud aturan-aturan Tuhan 
Yang Maha Esa, yang berfungsi mengatur hidup manusia itu ialah 
agama yang diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan penger- 
tian sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila adalah 
suatu asas kepercayaan, jadi sama dengan istilah religius sebagai 
asas keimanan (iman) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah 
asas dan jiwa suatu agama. Karena itulah Pancasila sebagai ajaran 
filsafat adalah filsafat yang religius. 


Dalam pembahasan Pancasila secara teoritis-filosofis religius, 
Pancasila dibahas sebagai satu kesatuan (kebulatan yang utuh), se- 
bagai satu sistem ajaran filsafat. Artinya Pancasila secara potensial- 
konsepsional mengandung nilai filsafat, diungkapkan, dijabarkan. 
Untuk maksud ini maka di bawah ini dicoba meletakkan pokok- 
pokok pikiran tentang filsafat Pancasila, terutama tentang : 


I. Tuhan Yang Maha Esa. 
Ii. Budi-nurani Manusia, 
IU. Kebenaran. 
IV. Kebenaran dan Keadilan, 
V. Kebenaran dan Keadilan bagi Bangsa Indonesia, 
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I. Tentang Tuhan Yang Maha Esa. 


Pokok pikiran : 


Tuhan Yang Maha Esa adalah Pencipta dalam arti Peng- 


himpun, Pembina dalam arti Pengatur, Pemelihara dan Penentu 
alam semesta, termasuk umat manusia. Tuhan Yang Maha Esa ada- 
lah Pencipta dan Pemelihara Semesta Alam. Tesis diatas dapat dije- 
laskan sebagai berikut : 


1. 
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Adalah satu kebenaran obyektif yang dapat dimengerti 
oleh manusia, bahwa segala sesuatu yangada di dunia ini 
ada yang menciptakan. Dengan perkataan lain setiap aki- 
-bat/hasil, tentu disebabkan/dihasilkan oleh sesuatu yang 
lain. Dalil ini dikenal ilmu pengetahuan sebagai hukum 
sebab-akibat (causalitas). Apabila akal manusia mencari 
sebab-akibat itu dengan menarik garis vertikal sejarah pro- 
ses segala kejadian, manusia tiba pada kesimpulan bahwa 
ada satu Penyebab Pertama yang tidak disebabkan oleh 
sebab lain. Filsafat menyebut sebab pertama itu sebagai 
Gausa Prima. Causa Prima inilah Tuhan Yang Maha Esa, 
penyebab segala yang ada. Karenanya Tuhanlah Pencipta 
Semesta, segala yang ada, baik yang terjangkau oleh ratio 
manusia, maupun yang di luar daya pikiran manusia. Ke- 
benaran pikiran (ilmiah dan filosofis) di atas, diperkuat 
pula dengan dalil religius sebagai tersebut dalam Al—Our - 
'an. Surat Yasin ayat 81 dan ayat-ayat dalam kitab-kitab 
suci agama lain. 


Hampir semua kitab-kitab suci dari segala agama (meski- 
pun dengan susunan kata-kata yang berlainan), pada 
umumnya menyatakan, bahwa Tuhan itu Maha Esa ada- 
nya, Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan Maha Penentu, 
di samping mempunyai sifat-sifat sempurna lainnya misal- 
nya Maha Kuasa, Maha Asih, Maha Besar, Maha Adil dan 
sebagainya. 3 


3. Sebagai contoh di bawah ini dikutipkan beberapa ayat Kitab 
Suci Al-Gur'an, Injil dan lain-lainnya yang menerangkan ada- 
nya sifat-sifat tersebut : 

a. Tuhan Yang Maha Esa. 
(4) Al Ikhlas : Tuhan adalah Allah Yang Maha Esa. 
(2) Al-An-aam ayat 102 : Demikian Allah itu Tuhan kamu. 
Tiada Tuhan melainkan Dia, Pencipta segala sesuatu, 
maka sembahlah Dia. 
(3) Kitab Injil:Markus 12 ayat 29 : 
. 'adapun Allah Tuhan kita, ialah Tuhan Yang 


(4) Kitab Injil: Yesaya 44 ayat 6: 
Aku ini yang pertama dan Aku ini terkemudian, ke- 
cuali Aku tiadalah yang ilah adanya. 

(5) Hindu-Dharma : Rg. Veda : 
Sebenarnya Ia adalah Satu, tetapi orang-orang menye- 
butkanNya dengan nama bermacam-macam. 


b. Tuhan Maha Pencipta. 

(3) ArRum 22 : Bukti-buktinya terciptanya langit dan 
bumi. 

(2) Yasin 82 : Tuhan Yangsetiap saat apabila menghen- 
daki terciptanya sesuatu berfirmanlah Dia : jadilah, 
maka jadilah sesuatu ciptaan. : 

(3) Al-Hijr 26 - 27 : Aku telah menciptakan manusia itu 
dari tanah liat dan Akupun telah menciptakan jin itu 
dari api yang panas. 

(4) Kitab Injil : Kejadian L ayat 1 : 

Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. 

(5) Kitab Injil : Kejadian 1 ayat 27 : 

Tuhan menciptakan manusia itu menurut citra-Nya. 

(6) Kitab Injil : Wahyu Yayat Il : 

Engkau (Tuhan) telah menciptakan segala sesuatu. 

(7) Ajaran Agama Hindu Bali : Tuhan Yang Maha Esa itu 
mempunyai tiga kesaktian (trimurti), yaitu sebagai 
pencipta (Brahma), sebagai pemelihara (Wisnu) dan se- 
bagai Pemusnah (Syiwa). 
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c. Tuhan sebagai pengikat dalam arti Penghimpun. 

(1) Ade-dzariat ayat 56 : Dan tidaklah Kujadikan manusia 
dan jin kecuali untuk mengabdi kepadaKu. 

(2) A-lmron 103 : Berpegang teguhlah kamu sekalian ke- 
pada Agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Kete- 
rangan tambahan, Oleh karena kecenderungan cita ma- 
nusia untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa 
maka Tuhan merupakan Pengikat dan Penghimpun se- 
Juruh umat manusia dan alam semesta. 

(3) Kitab Injil : II Korintus 6 ayat 16 : Aku akan menjadi 
Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku. 

(4) Kitab Injil : Efesus 4 ayat 6 : Allah yang di atas semua 
dan oleh semua dan di dalam semua. 


d. Tuhan sebagai Pembina dalam arti Pengatur, Pemelihara 
dan Penentu. 

(1) Al-Gomar ayat 49 : Sesungguhnya Kami (Tuhan) n men- 
ciptakan segala sesuatu. 

(2) Al-Anfaal 17 : Ketika engkau melempar, engkau tidak- 
lah melempar, melainkan Tuhan yang melempar. 

(3) Lukman 34 : Tuhan Allah penentu waktu. Dialah me- 
nurunkan bujan, mengetahui apa dalam rahim, jiwa 
manusia tidak dapat mengetahui nasib apakah yang di- 
capainya besuk dan tidak mengetahui di bumi mana- 
kah ia akan mati. Sesungguhnya Tuhan Allah Maha Me- 
ngetahui dan Bijaksana. 

(4) Kitab Injil : Roma Jl ayat 36 : Segala sesuatu adalah 
dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. 


II. Tentang Budinurani Manusia. 

Pengamatan manusia terhadap semua makhluk yang ada 
hingga dewasa ini, kita dapat berkesimpulan bahwa manusia adalah 
makhluk tertinggi karena martabat kemanusiaannya (human dig- 
nity). Kreasi manusia yang berasal daripada aktivitas akalnya ada- 
lah sebagian daripada bukti kapasitas manusia yang luar biasa. 
Konstruksi manusia, phisis dan psychologis merupakan perwujud- 
an yang terbaik daripada makhluk-makhluk yang ada. Dan dengan 
rasionya manusia berfungsi sebagai makhluk kreatif yang memiliki 
potensi berkembang terus-menerus. 
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Lebih daripada itu, kesadaran manusia bukan saja terhadap 

adanya obyek di luar dirinya, melainkan juga kesadaran diri-sendiri 
(self-conscious) mendudukkan manusia pada sifatnya yang unik. 
Manusia bukan saja mampu menghayati diri-sendiri (self-txistence) 
bahkan sadar pribadi itu berhasrat mengerti. sedalam-dalamnya 
makna eksistensinya sebagai realita yang unik. 
Pengertian manusia akan pribadinya itu terus berkembang, sching- 
ga manusia menyadari bahwa eksistensi manusia adalah eksistensi 
teleologis, yakni ada sadar bertujuan, yang dibatasi oleh nilai-nilai 
(asas-normatif). Kesadaran normatif manusia ini adalah budi- 
nuraninya dan teleologis manusia yang terakhir ialah menemukan 
kebenaran absolut yang universal, yakni sadar adanya eksistensi 
Tuhan Yang Maha Esa, di mana budi-nuraninya mengabdi dan me- 
nyerah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber-asalnya: 
Pencipta manusia dan alam semesta. Wujud kepercayaan-asasi ini 
tersimpul dalam rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila per- 
tama Pancasila kita. 


Pokok Pikiran : 


Budinurani manusia merupakan pencerminan dari sifat Ketu- 
hanan Yang Maha Esa, sebagai inti martabat manusia. 


Penjelasan : 


Manusia dengan budinuraninya adalah pencerminan yang ter- 
batas dan tidak sempurna dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat 
mutlak dan universal. Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk 
Tuhan adalah peta Tuhan Allah yang terbatas kesempurnaannya 
dihadapan Tuhan yang tidak terbatas, mutlak dan sempurna. Sifat 
Tuhan Yang Maha Sempurna tercermin dalam segala hasil Ciptaan- 
Nya yang meliputi seluruh alam semesta ini, termasuk pula manu- 
sia dengan sifat rasionalnya dan martabat kemanusiaannya (human 
dignity). Dengan sifat rasional manusia ini, maka manusia diberi 
kemampuan untuk mencari dan memperoleh pengetahuan yang 
bersifat rasional obyektif dan bersifat abstrak universal, sebagai pe- 
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ngetahuan dan pengertian tentang Tuhan Yang Maha Esa yang di- 
wujudkan dalam ajaran agama. Dengan demikian kesimpulan yang 
dapat diambil ialah : bahwa manusia mencerminkan peta Allah 
yang terbatas kesempurnaannya, dan karena itu sifat-sifat rasional 
dan potensi-potensi superrasional budinurani manusiapun terbatas 
kesempurnaannya. 


Sesuai dengan kenyataan di atas, maka tingkat atau derajat 
pikiran dan potensi pikir rasional manusia menentukan tingkat 
atau derajat martabat kemanusiaannya. Selanjutnya tingkat atau 
derajat martabat kemanusiaannya, relatif tergantung sampai di ma- 
na manusia itu dapat mencapai kebenaran dan kenyataan, sebagai- 
mana terwujud dalam tuntutan agama. Jadi tegasnya, sampai di- 
mana tingkat atau derajat manusia dalam memperoleh pengertian 
dan keyakinan agama dan sampai di mana manusia mengamalkan 
pengertian dan keyakinan agama tersebut, menentukan derajat 
martabat kemanusiaannya. 


UI. Tentang Kebenaran. 

Perkembangan berpikir umat manusia pada dasarnya dimulaj 

oleh apa yang dikenal sejarah ilmu pengetahuan sebagai ahli-ahli 
filsafat. Catatan-catatan sejarah tentang pemikiran filsafat ini yang 
tertua telah ada sekitar tahun 4000 sebelum Masehi di Mesir dan 
Timur Tengah umumnya. 
Kemudian dilengkapi dengan catatan-catatan dari Babylonia tahun 
2400 sebelum Masehi. Sampai pertengahan abad 8 sebelum Masehi 
doktrin Yahudi tentang moral atau ethika mulai berkembang. De- 
mikian pula sesungguhnya ide-ide filsafat atau pemikiran filosofis, 
atau pemikiran spekulatif itu telah berkembang pula di India seki- 
tar tahun 4000 sebelum Masehi. Data sejarah pemikiran spekulatif 
mencari kebenaran oleh manusia itu diakui oleh orang-orang dan 
kebudayaan Barat. Sejarah mencatat bahwa ide-ide filosofis yang 
tertua di benua Barat, baru dimulai di Yunani tahun 700 sebelum 
Masehi. 
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Pemikiran spekulatif mencari kebenaran adalah aktivitas rasio 
untuk mengerti hakekat realita kesemestaan dengan memperguna- 
kan metode deductive dan contemplative (perenungan). 


Pemikiran spekulatif ini berusaha mengerti, menangkap dan 
merumuskan hakekat kebenaran. Lahirlah dalil-dalil (thesis-thesis) 
tentang hakekat sesuatu. Dan oleh karena dalil-dalil itu berbeda- 
beda prinsip-prinsipnya, yang ditentukan oleh subyektivitas pri- 
badi ahli filsafat itu, maka lahir dan berkembanglah apa yang kita 
kenal sebagai aliran-aliran filsafat atau sistem-sistem filsafat. 


Meskipun demikian, pemikiran spekulatif mencari kebenaran 
itu berkesimpulan tentang tingkat-tingkat kebenaran sebagai akan 
diuraikan dibawah ini. Sebab, manusia di dalam mencari kebenar- 
an mempergunakan segala potensi, alat dan unsur yang ada pada- 
nya, misalnya inderanya, dengan pikirnya yang teratur, dengan ja- 
Ian berpikir secara murni, dengan keyakinan budinya. Di bawah ini 
digambarkan perbedaan-perbedaan dan persamaan sifat-sifat dari 
usaha yang dicapai di dalam mencapai kebenaran, yaitu yang ber- 
wujud pengetahuan biasa, ilmu (ilmu pengetahuan), filsafat dan 
religi. Perbedaan sifat-sifat kebenaran dapat digambarkan sebagai 
berikut : 


a. Pengetahuan biasa atau kebenaran indera. 


(1) Mengandung kebenaran. 

(2) Atas dasar pengalaman indera (penginderaan) dengan pe- 
ngolahan pikir yang elementer. 

(3) Tidak dengan sadar dicari. 

(4) Berguna dalam penghidupan sehari-hari. 

(5) Perwujudannya : kebenaran indera (pengalaman indera 
atau pengetahuan biasa sehari-hari). 


b. Ilmu (Ilmu pengetahuan) atau kebenaran ilmiah. 


(1) Mencari (menuntut) kebenaran. 
(2) Dengan jalan pengalaman (empiri) yang diolah oleh pikir 
secara teratur sistematis (pikir ilmiah). 
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(3) Dengan sadar dicari untuk mengetahui kebenaran sesuatu 
dengan menentukan obyek tertentu. 

(4) Mungkin langsung berguna untuk penghidupan sehari-hari 
mungkin tidak. 

(5) Mempunyai cara tertentu (metode tertentu). 

(6) Mempunyai sistem tertentu (hasil-hasil penelitiannya di- 
susun secara teratur dan tertentu sehingga merupakan 
suatu kebulatan ilmiah, sistematika). 

(7) Perwujudannya : kebenaran ilmiah (kebulatan teoritis 
yang lebih tinggi derajatnya daripada indera). 


Filsafat atau kebenaran filsafat. 


(1) Mencari atau menuntut kebenaran yang sedalam-dalam- 
nya (kebenaran-hakiki). p 
(2) Dengan jalan pemikiran yang mendalam atau mempergu- 
nakan pikir murni (pikir filosofis) sehingga melampaui ba- 

tas pengalaman (empiri). 

(3) Kebenaran ini dengan sadar dicari, untuk mendapatkan 
kebenaran yang sedalam-dalamnya, sedangkan obyeknya 
adalah segala yang ada dan yang mungkin ada. 

(4) Mungkin langsung berguna untuk penghidupan sehari-hari, 
mungkin tidak. 

(5) Mempunyai metode dan sistem tertentu seperti ilmu. 

(6) Filsafat termasuk ke dalam golongan ilmu (ilmu humani- 
tis). 

(7) Perwujudannya : kebenaran filsafat. 


Religi atau kebenaran religi. 


(1) Mencari (menuntut) kebenaran mutlak sempurna yang 
universal. 

(2) Atas dasar kepercayaan/keyakinan (pikir religius, iman). 

(3) Kebenaran tersebut diterima dari Tuhan Yang Maha Esa 
dengan wahyu melalui Nabi-nabi/Rasul-Utusan Allah 
yang berwujud firman-lirman Tuhan. 


(4) Tujuan untuk mencapai hidup sejahiera dan bahagia yang 
hakiki (lahir batin), di dunia dan akhirat. 

(5) Kebenaran sesuatu didasarkan atas wahyu Tuhan : apabi- 
la sesuatu benar-benar diwahyukan oleh Tuhan, maka di- 
percayai sepenuhnya atas kebenarannya (kebenaran aga- 
ma) sebagai pedoman hidup pribadi. 

(6) Firman-firman Tuhan yang terkumpul di dalam Kitab- 
Kitab Suci dari masing-masing agama, dipercayai sepenuh- 
nya oleh pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan se- 
bagai kebenaran mutlak. 

(7) Perwujudannya : kebenaran religius atau ajaran agama. 


Semua pengetahuan di atas, baik pengetahuan biasa schari- 
hari, ilmiah, filosofis maupun religius, semuanya adalah milik pri- 
badi sebagai suatu integritas. . 


Meskipun keempat tingkatan kebenaran di atas dimufakati 
hampir oleh semua ahli, ada baiknya dikemukakan pendapat se- 
orang ahli yang tidak sependapat dengan paham di atas. Sebagai pe 
nganut aliran Rasionalisme, Auguste Comte (1798-1857) berkesim 


'pulan, bahwa tingkat-tingkat berfikir umat manusia dalam sejarah 


dan proses perkembangannya meliputi 8 tingkat, yaitu : 


1. a stage of theological or animistic (tingkatan thcologi 
atau animisme). 

2. a stage of metaphysics (tingkatan metafisika/filsafat). 

3. a stage of positive scientific (tingkatan — ilmu positif / 
eksak 


Artinya : 

Ia membedakan secara hicrarkhis perkembangan berpikir 
umat manusia (dalam menemukan kebenaran), ialah dimulai de- 
ngan pikiran-pikiran theologis (Ketuhanan), pikiran-pikiran meta- 
fisika (filosofis) dan yang tertinggi pikiran-pikiran ilmu pengetahu- 
ah positif (cksakta) seperti yang kita alami dalam dunia tehnologi 
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modern sekarang. Aliran ini dianut oleh kaum rasionalis (kaum 
yang mendewakan rasio atau akal) yang dalam kenyataannya me- 
nganut paham atheisme. 


Padahal, baik secara pribadi maupun keseluruhan umat ma- 
nusia, perkembangan melalui keempat tingkatan pengetahuan ma- 
nusia (dalam menemukan kebenaran) seperti diterangkan sebelura- 
nya adalah kenyataan. Bukankah kita pada waktu masa kanak- 
kanak mengenal lingkungan dan benda-benda di sekitar hidup kita 
hanya melalui pancaindera. Kita belum mampu berpikir kritis un- 
tuk menganalisa dan mengerti hubungan sebab akibat tentang se- 
suatu. Kemudian, meningkat pada perkembangan pribadi kita ma- 
kin dewasa, pada masa sekolah (SLA-—Universitas) kita mulai kri- 
tis rasional, obyektif. Kita berada dalam kebenaran ilmiah. Segala 
sesuatu kita mengerti, dengan ratio dan logika yang sehat berdasar- 
kan fakta obyektif sepanjang kemampuan intelek kita. Bagi 
kaum ilmuwan ( cerdik pandai, scientist ) tidak dapat pula meng- 
ingkari bahwa dunia obyektif dan realita semesta ini bukanlah se- 
mata-mata obyek pikir (ratio). Ada banyak fakta dan kenyataan- 
kenyataan semesta yang di Juar kemampuan analisa ilmiah. Keadil- 
an, kebenaran, moral, nilai-nilai, demokrasi, nasionalisme dan se- 
bagainya bukanlah sesuatu konsep yang secara obyektif dapat di- 
rumuskan atau didefinisikan secara definitif. Konsep-konsep terse- 
but di atas sedikit banyak telah menyangkut faktor-faktor subyek- 
tif, karena konsep tersebut mengandung masalah-masalah metafisis 
atau filosofis. 


Manusia yang makin lama makin berkembang maju pikiran- 
nya, maka ia makin berpikir mendalam. Makin mendalam ia ber- 
pikir, makin dalam ia menembus hakekat sesuatu. Dan makin sa- 
darlah pribadi itu, bahwa kemampuan rasiofinteleknya amat ter- 
batas: seakan-akan sadarlah ia bahwa ada rahasia semesta dibalik 
potensi rasio. Bukankah jiwa (rokhani) dirinya sendiri masih raha- 
Sia atau tak terjangkau apa dan bagaimana jiwa itu. Sungguh akal/ 
rasio semata-mata bukanlah sesuatu potensi manusia yang mampu 
memecahkan yahasia semesta secara final : apalagi akal/rasio itu 
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.mau' mengerti dan merumuskan wujud dan sifat Tuhan Yang Maha 
Esa. 

Berdasarkan itu, manusia mulai sadar dengan potensi human 
yang lebih dalam dari pada rasio, yaitu budinurani (consciencia). 
Budinurani inilah tingkatan religius, yang menangkap asas keper- 
cayaan dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asas kepercayaan 
inipun adalah suatu fungsi dari pada rasio. Artinya, berkeper- 
cayaan itu merupakan watak dari pada kepribadian manusia. Ke- 
nyataan menunjukkan kepada kita, bahwa tiap pribadi manusia 
memiliki kepercayaan itu. Yang berbeda hanyalah bentuk, si- 
fat dan jenis kepercayaannya itu. Ada yang percaya kepada 
hukum alam ( natuurrecht) semata-mata. Ada yang percaya ke- 

“pada takhayul dan klenik, ada pula yang percaya magic dan ani: 
misme-dinamisme dan sebagainya. Bagi kebanyakan orang percaya 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Semua manusia 
memiliki kepercayaan, dan kepercayaan demikian adalah asas ke- 
benaran tertinggi baginya, tempat ia berharap dan pasrah diri demi 
keselamatannya. Sebagai konsekwensinya, biasanya ia berkhidmat 
kepada kepercayaan itu melalui rituak-ritual tertentu. Dengan de- 
mikian, secara material wujud pengkhidmatan tersebut telah meru- 
pakan bentuk-bentuk apa yang dikenal sebagai peribadatan kaum 
agama, penganut berbagai agama. 


Persoalan bagi manusia ialah, apakah kepercayaan yang kita 
anut itu sudah betul-betul benar dan syah (valid). Untuk itulah 
manusia mencari dan mencari terus. Dalam ilmu agama sekarang 
berkembang comparative religion (ilmu perbandingan agama), 
yang membantu manusia lebih mengerti pokok-pokok ajaran ber- 
bagai agama, demi kebenaran. Sebab pada dasarnya pribadi manu- 
sia itu berkembang dan dalam proses mencari (kebenaran) terus- 
menerus sclama hidup secara aktif maupun yang pasif (misalnya : 
mendapat inspirasi, ilham). 


Kebenaran bagi suatu bangsa. 
Di dalam uraian filsafat diakui bahwa kebenaran itu ditentu- 


93 


kan oleh sudut pandanganfpikiran tertentu. Dalam pemikiran filsa- 
fat, kebenaran (truth) itu dibedakan atas teori-teori yang disebut: 


1. teori correspondence : sesuatu itu benar apabila ada persesuai 
an antara (pikiran) atau impression (kesan) dengan realita 
obyek. Hubungan (correspondence) antara subyek yang me- 
nyadari dengan obyek (realita) yang disadari didasarkan atas 
hubungan obyektif. 


2. teori consistency : Kriteria kebenaran tidak dapat didasarkan 
atas hubungan subyek dengan realita saja, sebab bila menyang- 
kut subyek (idenya, kesannya, comprehensionnya) pasti ada 
aspek subyektif. Oleh karena itu kebenaran (truth) pada su- 
byek yang satu akan berbeda dengan subyek yang lain. Berda- 
sarkan kenyataan itu, maka sesuatu itu benar (kebenaran) 
sampai seberapa jauh adanya consistency (ketetapan) antara 
kebenaran yang ditangkap beberapa subyek yang lain itu. 
Makin konsisten ide yang ditangkap beberapa subyek tentang 
sesuatu, makin benarlah sesuatu itu. 

Jadi kebenaran ini berdasarkan adanya consistency dan reabi- 
lity. Ini berarti makin consistent sesuatu itu, makin valid se- 
bagai benar. Teori ini dapat dipandang ilmiah. 


8. Kebenaran menurut teori filsafat Pragmatisme : Kebenaran 
ialah sesuatu yang berguna, yang praktis. Kebenaran tidak 
ada dengan tetap, melainkan terjadi di dalam suatu proses 
dan kondisi. The truth is literally verification, truth making. 
Sebab itu, kebenaran tidak sempurna, melainkan berubah te- 
Trus. 


4. Kebenaran berdasarkan wahyu (revelation) yang dipandang 
sebagai kebenaran dogma, kebenaran mutJak, karena bersum- 
ber dari Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud agama. 


Laboratorium Pancasila IKIP Malang berkesimpulan dan 
membedakan 4 (empat) tingkatan kebenaran : 


J. Kebenaran umum (yaitu benar, karena apa yang ditangkap 
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pribadi/subyek melalui pancainderanya sesuai dengan realita 
obyek). Ini dianggap kebenaran pengalaman indera, yang ber- 
sifat empiris, kadang-kadang bersifat analogi. 


Kebenaran ilmiah, yaitu sampai seberapa jauh kadar konsis- 
tensi atau komprehension, suatu pemahaman oleh subyek 
tentang realita obyek, baik dalam arti sebagai kesan indera 
maupun sebagai kesan ide. Kebenaran ilmiah didasarkan atas 
hukum-hukum ilmu pengetahuan. 


Kebenaran filosofis, yang bersifat komprehensif, kesementa- 
raan segala sesuatu, baik yang material maupun yang non-ma- 
terial, secara hakiki. Kebenaran filosofis bersifat spekulatif 
deduktif. Artinya tidak terikat oleh ikatan-ikatan seperti di- 
dalam alam ilmiah : hubungan langsung dengan obyek, ter- 
ikat oleh ruang dan waktu. Pikiran murni (reflective thinking) 
dengan metode contemplative dengan metoda dan sistemati- 
ka tertentu (sister filsafat) mencoba memecahkan persoalan- 
persoalan segala sesuatu (sedangkan dalam ilmu obyeknya 
tertentu dan terbatas). 


Kebenaran religius : kebenaran yang bersumber dari Tuhan 
Yang Maha Esa, yakni tersimpul di dalam ajaran-ajaran aga- 
ma dalam kitab-kitab suci yang ada.Pribadi manusia yang ber- 
pikir menyadari keterbatasan potensi rasio yang dimilikinya. 
Bahwa ada sesuatu yang di luar daya akalnya untuk dijang- 
kau, Sesuatu di luar daya akal manusia itu ialah semua hal 
yang' bersifat trancendental, superrasional. Manusia kadang. 
kadang menganggap sesuatu yang tidak masuk akalnya itu se- 
bagai sesuatu yang irrasional. Memang sesuatu yang bukan ra- 
sional mungkin saja irrasional. Tetapi dalam dimensi dunia 
yang filosofis saja, kita sudah keluar dari pada ikatan dimensi 
ruang dan waktu, metafisiss apalagi di dalam dunia religius. 
Oleh sebab itu tidak selamanya sesuatu yang bukan rasional 
harus dikategorikan sebagai irrasional, melainkan kita melihat 
kemungkinannya sebagai sesuatu yang superrasiunal, karena 
kita melihat yang super patural. 
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Kebenaran bagi sesuatu bangsa ialah sesuatu pemahaman ko- 
lektif tentang sesuatu maupun suatu idealisme. Latar belakang so- 
sio-kultural amat mempengaruhi tata pikir dalam pemahaman itu. 
Sebagai suatu bangsa, satu pribadi kolektif, bangsa itu telah ditem- 
pa oleh hukum perkembangan bahwa kepribadiannya itu ditentu- 
kan oleh faktor-faktor internal (hereditas) dan faktor-faktor eks- 
ternal (lingkungan dan hubungan sosial). Antar hubungan sosial 
bangsa-bangsa di dalam sejarahnya, dengan membawa kebudaya- 
annya dan nilai-nilai sesamanya terbentuklah ide-ide dan idealisme, 
tersusunlah hukum dan asas-asas normatif untuk membina kesejah- 
teraan di dalam kehidupan warga bangsa itu. Kristalisasi norma- 
norma dan idealisme itulah sesungguhnya nilai-nilai sesuatu bangsa 
dan wujud daripada nilai-nilai ini sesungguhnya adalah kebenaran 
bangsa itu. Inilah filsafat hidup atau filsafat negara bangsa itu. 

Secara teoritis memang dapat kita bedakan adanya sikap ter- 
tentu terhadap keempat wujud kebenaran seperti yang diuraikan 
di muka, baik individu maupun kolektif (nasional, bangsa). Ada 
yang menganggap kebenaran (nilai) ilmiah sebagai paling tinggi pa- 
ling dominant dalam kehidupannya. Maka dapat digolongkan me- 
reka ini penganut aliran Rasionalisme, intelektualisme. Begitu pula 
kaum yang dikuasai oleh aliran filsafat tertentu (misalnya : kaum 
materialisme, historis materialisme, komunisme) yang cenderung 
menganut paham atheisme.Ada pula kaum yang menganggap bah- 
wa nilai-nilai religius yang superrasional harus membimbing nilai- 
nilai ilmiah dan filosofis agar manusia sejahtera lahir dan batin. 
Maka mereka ini, bangsa ini bersifat religius. 

Sebagai suatu bangsa dengan organisasinya yang disebut Ne- 
gara, maka bangsa itu menetapkan ( di dalam Konstitusi, UUD Ne- 
gara), nilai-nilai kebenaran mereka bagi tata kehidupan nasional- 
nya. Kebenaran suatu bangsa tersimpul di dalam filsafat negara 
(ideologi) yang umumnya termaktub secara tertulis di dalam kons- 
titusi negara. Penetapan demikian supaya dijadikan asas-asas ke- 
hidupan nasional secara normatif, sebagai realita kehidupan seka- 
rang dan untuk idealisme kehidupan generasi yang akan datang. 
Proses pelaksanaan idealisme daripada ideologi, inilah suatu kegiat- 
an hidup nasional suatu bangsa yang tersimpul dalam tata politik 
dan sosialnya (Sistem kenegaraan). 
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Adalah suatu kenyataan hidup bangsa-bangsa dengan negara- 
negara modern dewasa ini, bahwa mereka adalah pengabdi-pengab- 
di yang loyal kepada ideologi mereka, sampai-sampai oleh karena 
unsur fanatisme masing-masing dan usaha-usaha pengembangan 
ideologi itu menjurus kepada konflik antar bangsa. Ketegangan du- 
nia, konflik-konflik politik dan militer, terutama disebabkan do- 
minasi pengaruh-pengaruh dan ancaman-ancaman ideologi itu di- 
samping faktor-faktor ekonomi. 


Seyogyanya, kebenaran suatu bangsa sebagai milik nasional 
dan sosio-kultural dan kondisi-kondisi alamiahnya perlu dikem- 
bangkan di dalam tata-kehidupan nasional sendiri lebih dulu. Suk- 
ses mereka di atas tata norma mereka apabila tahan uji dan terbuk- 
ti, oleh antar hubungan bangsa-bangsa akan dengan sendirinya ber- 
kembang menurut zamannya. Dengan demikian kita menjunjung 
asas-asas kemerdekaan dan demokrasi, yaitu kebebasan nasional 
untuk menentukan nilai-nilai nasional. Dengan asas kebebasan dan 
demokrasi ini, kebenaran yang asasi milik suatu bangsa berkem- 
bang secara wajar. 


Dunia atau bangsa-bangsa boleh dengan aktif mengembang- 
kan nilai-nilai kebenaran mereka. Tetapi juga tiap bangsa memiliki 
kebebasan sebagai bangsa merdeka dan sederajat untuk menentu- 
kan sendiri nilai-nilai nasional mereka. 


Dunia dewasa ini makin mengerti makna daripada nilai- 
nilai itu di dalam tata-kehidupannya dengan belajar dari seja- 
rah : (Fascisme, Naziisme, Komunisme, Kapitalisme). Nilai-nilai 
ilmiah (science-technology) yang bersifat obyektif dan mampu 
menciptakan kesejahteraan umat manusia, kadang-kadang oleh ni- 
“Jai-nilai filsafat yang subyektif dapat menjadi bencana (perang 
atoom). Bangsa-bangsa makin menyadari betapa urgensinya agar 
nilai-nilai nasional itu harus dijiwai nilai-nilai moral, nilai-nilai 
universal seperti kemanusiaan, cinta sesama dan sebagainya yang 
dijiwai oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk 
membina dan mengembangkan nilai-nilai asasi yang luhur itulah 
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bangsa-bangsa perlu memupuk kerjasama dan saling mengerti antar 
bangsa. 


IV. Tentang kebenaran dan keadilan. 


Pokok Pikiran : 

Tuhan yang Maha Esa mempunyai sifat-sifat yang Maha Sem- 
purna, termasuk di dalamnya sifat-sifat Maha Besar dan Maha Adil. 

Tuntutan budinurani juga kebenaran dan keadilan yang pada 
hakekatnya adalah manifestasi dari sifat Maha Besar dan Maha 
Adil Tuhan di atas. Sedangkan kebenaran dan keadilan tersebut 
dalam perwujudannya merupakan amal perbuatan yang baik. Per- 
nyataan tsb dapat diterangkan sebagai berikut : 


Sesuai dengan manusia sebagai peta Tuhan yang terbatas, ma- 
ka terbatas pula kemampuannya dalam mencari, menemukan dan 
memperoleh pengertian tentang kebenaran dan keadilan Tuhan 
tersebut, yang terbatas, di dalam mewujudkan kebenaran dan ke- 
adilan itu. : 

Hal yang demikian ini makin menjadi lebih kompleks dan ru- 
mit, justru tidak selamanya kebenaran hasil penemuan manusia se- 
suai dengan kebenaran Tuhan. Atau sebaliknya tidak selamanya 
kebenaran Tuhan dapat diterima oleh pengertian rasio dan budi- 
nurani manusia. Hal ini terbukti dengan adanya orang-orang yang 
mengingkari adanya Tuhan/agama. 


Demikianlah pula halnya bahwa kebenaran dan keadilan me- 
nurut pengertian manusia tidak selamanya benar dan adil menurut 
ukuran keadilan Tuhan. 


Meskipun demikian tidaklah berarti, bahwa manusia mustahil 
dapat mencari dan menemukan kebenaran Tuhan. Tetapi justru se- 
baliknya manusia diberkati dengan kemampuan, dan diharuskan 
mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan Tuhan sebagai- 
mana yang diwahyukan dalam ajaran agama. Oleh karena itu ma- 
nusia berkewajiban menyesuaikan diri dalam segala amal kebaji- 
kannya dengan kebenaran dan keadilan Tuhan Yang Maha Esa. 
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Jadi kebenaran dan keadilan manusia yang ber-Ketuhanan 
Yang Maha Esa, jalah kebenaran dan keadilan yang bersumber ke- 
pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah kebenaran dan keadilan 
yang sesuai dengan hakekat asasi manusia sebagai makhluk Tuhan 
yang hidup bersama dan dalam kehidupan sosial umat manusia. 


V. Pancasila sebagai Kebenaran Bangsa Indonesia. 


Dalam percakapan sehari-hari kita mengatakan bahwa Panca- 
sila adalah filsafat negara kita dan juga menjadi pandangan hidup 
bangsa Indonesia. 


Bahwa Pancasila menjadi dasar filsafat negara kita, tidak per- 
lu kita persoalkan lagi, karena baik menurut fakta-fakta sejarah 
maupun menurut kenyataan hidup bangsa kita sehari-hari, bangsa 
Indonesia bertekad bulat untuk mengamalkan Pancasila, terutama 
sebagai dasar filsafat negaranya. Sejarah perjuangan dan sejarah po- 
litik bangsa kita menjadi bukti atas kebenaran ini. Hanya yang ma- 
sih perlu kita cari adalah bagaimana cara pelaksanaan Pancasila itu 
sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa sebagai 
tersimpul dalam Pembukaan 1945. 


Yang kita maksudkan dengan filsafat negara itu jalah Pancasi- 
la sebagai dasar negara. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat 
adalah apakah filsafat Pancasila kita ini sudah jelas perwujudannya 
dipandang dari segi ilmu filsafat. Artinya apakah sudah jelas obyek 
nya, sudah mempunyai metode tertentu, dan apakah hasil-hasilnya 
sudah tersusun menurut sistem tertentu, sehingga merupakan sua- 
tu kebulatan ilmiah dan filsafat. Inilah yang masih menjadi masa- 
lah kita semua. Filsafat Pancasila kita masih abstrak perwujudan- 
nya. Kita masih harus menyusun/membangun dan memberi isi ke- 
pada Pancasila yang masih abstrak itu dengan isi yang murni (ber- 
asal khas dari kepribadian bangsa kita), sehingga memenuhi syarat- 
syarat untuk diakui sebagai suatu sistem filsafat Indonesia di anta- 
ra sistem filsafat bangsa-bangsa yang ada dulu dan sekarang. 
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Oleh karena di dalam pembahasan Pancasila sebagai dasar 
Filsafat Negara di sini memerlukan asas-asas pokok tentang filsa- 
fat Pancasila, maka dibawah ini kita mencoba memberikan po- 
kok-pokok pikiran tentang Dasar filsafat Pancasila, sekedar se- 
bagai pangkal tolak dari pembahasan-pembahasan selanjutnya. 
Jadi Pancasila diuraikan sebagai kebenaran bangsa dan negara 
Indonesia, sebagai sistem filsafat Indonesia atau filsafat hidup 
bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kebenaran bangsa dan ne- 
gara Indonesia. 


Pokok-pokok pikiran : 

Atas dasar tinjauan filosofis religius di atas dan dilengkapi dc- 
ngan peninjauan historis sosiologis (dalam bab-bab: sebelum- 
nya), maka kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia dicer- 
minkan dalam jiwa Pancasila yang di dalamnya mengaridung 
asas-asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, 
Kerakyatan dan Keadilan Sosial yang bunyi lengkapnya seperti 
tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Tinjauan tersebut 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 


Pancasila pada kenyataannya adalah way of life atau pan- 
dangan hidup bangsa Indonesia dan bukannya hanya sebagai 
asas-sistem kehidupan politik (ketatanegaraan) saja. Pancasila 
merupakan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan sosial 
masyarakat Indonesia. Pancasila adalah nilai-nilai dasar dan jiwa 
bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. 


Dengan perkataan lain Pancasila merupakan sosio-budaya 
bangsa Indonesia, dalam arti bahwa Pancasila adalah kebenaran 
dan keadilan bagi bangsa Indonesia yang telah ada jauh berabad- 
abad sebelum digali dan dirumuskan menjadi dasar filsafat nega- 
ra Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan 
UUD 1945. 


Jadi kebenaran dan keadilan Pancasila adalah kebenaran 
dan keadilan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila adalah ke- 
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pribadian Indonesia atau kepribadian nasional yang membeda- 
kannya dengan bangsa dan kebudayaan bangsa-bangsa lain. 


Tentang kedudukan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pan- 
casila. 


Pokok Pikiran : 


Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka Sila Ke- 
tuhanan Yang Maha Esa menjadi : sumber dan menjiwai pelak- 
sanaan sila-sila yang lain. 

Sebagai penganut pokok pikiran di atas dapat dikemuka- 
kan beberapa bukti sebagai berikut : 


Pertama : ditinjau dari sudut hakekat manusia, yang terdi- 
ri atas potensi-potensi rokhani dan jasmani, maka unsur rokhani 
manusialah yang tetap menentukan bentuk, memberi arah dan 
tujuan serta menjadi sumber potensi jasmaniah. Potensi rasional 
dari budinurani manusia yang merupakan gambaran dari Tuhan 
Allah yang terbatas kemampuannya, menentukan bentuk, mem- 
beri arah/tujuan scrta menjadi sumber dan menjiwai kepribadian 
manusia sebagai satu keutuhan. 


Kedua : apabila ditinjau dari sudut tata uraian wahyu yang 
diturunkan, maka terbukti ayat-ayat wahyu tentang hubungan 
amal ibadat manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang me- 
ngandung ajaran tentang keyakinan iman adalah lebih dahulu 
diturunkan dari ayat-ayat wahyu tentang hubungan antar ma- 
nusia yang menyangkut masalah keduniawian dan sosial. 


Selanjutnya ditinjau dari sudut tata urutan sila-sila dalam 
Pancasila, maka ternyata sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendu- 
duki tempat yang pertama dan utama dan karena itu menjadi 
sumber 'dan menjiwai sila-sila yang lain. Urutan ini tidak dapat 
dibolak-balik dan merupakan satu kebulatan yang utuh. 

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa sila Kctu- 
hanan Yang Maha Esa menjadi sumber dan menjiwai sistem Jil- 
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safat Pancasila dan pelaksanaannya. Pancasila sebagai sistem fil- 
safat Indonesia, karenanya dinyatakan sebagai sistem filsafat 
yang religius. Tegasnya kehidupan beragama dan ber-Ketuhanan 
Yang Maha Esa dalam masyarakat, bangsa dan negara RI meru- 
pakan perwujudan pengamalan Pancasila. Atau sebaliknya, peru- 
mus Pancasila merumuskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 
sila I berdasarkan orientasi sosio-budaya Indonesia yang agama- 
is/religius. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini Pancasila 
sebagai sistem filsafat secara formal, material, ideal dan fungsio- 
nal, adalah sistem filsafat yang religius. Sebab isi dan wujud- 
nya secara intrinsik memang mengandung watak dan inti keaga- 
maan, sebab Ketuhanan Yang Maha Esa adalah inti agama, dasar 
kepercayaan. 
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KESIMPULAN 


Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan Pandangan Hi- 
dup Bangsa serta Ideologi Nasional wajar dikembangkan 
dalam rangka kehidupan kita sebagai bangsa di tengah- 
tengah bangsa lain di dunia. Setiap bangsa berusaha mem- 
pertahankan eksistensi dan kepribadiannya dalam suasana 
kehidupan bersama di ymana harga-menghargai antar bang. 
sa harus dikembangkan, sehingga umat manusia dapat hi- 
dup berdampingan secara damai. Pancasila dalam hal ini te- 
lah meletakkan dasar dari idea semacam itu. Dalam kon- 
teks kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah dunia, 
maka eksisterisi dan kepribadian kita sebagai bangsa de- 
ngan Pancasila sebagai Dasar Negara sudah sewajarnya Pan- 
casila dapat diuraikan sedemikian rupa sehingga lebih me- 
yakinkan akan kebenaran, kebaikan dan keunggulannya. 


Dalam uraian tentang Pancasila ini dipergunakan metode 
analitis-komprehensif, di samping metode umum.induktif 
dan deduktif. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, 
uraian kita terutama dipusatkan pada pembahasan dari se- 
gi : Sejarah, Hukum Ketatanegaraan, Antropologi Sosial, 
Filsafat dan Religi. Pendekatan-pendekatan ini menunjuk- 
kan adanya tatacara berfikir dan penglihatannya terhadap 
Pancasila, yang dimulai dari keadaan yang konkrit sebagai 
pembuktian sejarah, kemudian dalam konteks ketatanega- 
raan, diikuti dengan antropologi sosial dan akhirnya dari 
segi yang abstrak yaitu filsafat dan religi. Dari berbagai 
pendekatan ini dapat dibuktikan, bahwa Pancasila merupa- 
kan jiwa bagi bangsa Indonesia. Jiwa Pancasila telah ber- 
kembang dalam perjalanan sejarah bangsa, yang kemudian 
dirumuskan dan disistematikkan sebagaimana tercantum 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Dalam proses merumuskan dan mensistematikkan Pancasi- 
la itu telah mengalami perkembangan, terutama pada seki- 
tar tahun 1945. Prosesnya dimulai dari musyawarah-mu- 
syawarah dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan, yaitu dalam sidang-sidangnya pada tanggal 
29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945, kemudian diikuti oleh per- 
mufakatan 9 tokoh nasional yang menghasilkan apa yang 
dikenal dengan nama Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, 
dan akhirnya dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Un- 
dang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pem- 
bukaan yang memuat Pancasila. Perkembangan dari peru- 
musan dan sistematika Pancasila masih berlanjut sampai pa- 
da timbulnya Konstitusi RIS tahun 1949 dan Undang- 
Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dengan adanya De- 
krit Presiden 5 Juli 1959 kita kembali kepada Undang- 
Undang Dasar 1945, yang berarti kita kembali lagi berda- 
sarkan rumusan dan sistematika Pancasila sebagaimana ter- 
cantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 
dan Proklamasi. 


Di dalam merumuskan Pancasila sepanjang proses yang di- 
tempuhnya itu selalu didasarkan atas musyawarah dalam 
rangka mencapai kemufakatan. Kalau dalam sidang-sidang 
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 
masih dalam proses pembicaraan dalam mengetengahkan 
pemikiran-pemikiran pribadi, dalam Piagam Jakarta telah 
tercapai kemufakatan yang diusahakan oleh sembilan to- 
koh nasional, maka dalam sidang Panitia Persiapan Kemer- 
dekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 barulah 
tercapai kemufakatan yang mengesahkan UUI) 1945 di 
mana didalamnya terdapat Pembukaan yang memuat 
rumusan dan sistematika Pancasila yang kita kenal scka- 
rang. Inilah rumusan dan sistematika Pancasila Dasar Ncga- 
ra yang syah, resmi dan yuridis-konstitusional dan impcra- 


tif. Ini hanya menunjukkan, bahwa jiwa permusyawaratan 
dalam usaha mendapatkan kemufakatan tetap menjiwai 
kehidupan bangsa seperti yang terumuskan dalam sila ke-4 
Pancasila. 


Di dalam perkembangan Pancasila, ia telah mengalami perco- 
baan baik yang datang dari luar maupun dari dalam ncgeri 
sendiri. Percobaan-percobaan itu selalu mengalami kegagalan 
dan tidak berhasil mematahkan negara Pancasila. 

Pada akhirnya disadari, bahwa Pancasila mempunyai jiwa 
charismatik seperti ditunjukkan dengan adanya hari yang kini 
kita kenal dengan nama Hari Kesaktian Pancasila (tanggal 
1 Oktober). 

Ini merupakan bukti yang kuat, betapa Pancasila dalam kehi- 
dupannya selalu dapat bertahan dari segala macam percobaan 
dan tantangan. 


Kini kita sedang membangun dan berada dalam Orde Pemba- 
ngunan. Pembangunan ini bertujuan mercalisasikan cita-cita 
bangsa kita seperti yang tercantum dalam sila ke-5, yakni me- 
wujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Da- 
lam masa pembangunan ini kita tidak saja membangun di bi- 
dang material tetapi juga di bidang spiritual, pengembangan 
Pancasila harus tetap dibina, antara lain dengan usaha mem- 
berikan analisa dalam rangka mendapatkan pengertian yang 
meyakinkan tentang kebenaran Pancasila itu sebagaimana ter- 
cantum dan terumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945. 
Di samping itu diusahakan menjabarkan Pancasila secara sis- 
tematis schingga lebih mudah menyampaikannya terutama 
dalam hal ini yang menyangkut bidang pendidikan. 


Pada tahap sekarang, bangsa Indonesia melalui lembaga ter- 
tinggi MPR, dengan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pe- 
doman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia 
Pancakarsa) atau P. 4 berketetapan hati untuk meningkatkan 
dan memantapkan penghayatan dan pengamalan Pancasila. 
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Tekad dan tujuan ini ialah penerimaan keyakinan bangsa In- 
donesia atas kebenaran dan kebaikan Pancasila sebagai Dasar 
Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. 


Bahwa dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar 
Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, rakyat Indo- 
nesia berusaha melestarikannya. 

Usaha ini dilaksanakan dengan jalan membina dan mendidik 
kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui : 


a. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) bagi generasi muda 
bangsa, penerus dan pewaris cita nasional. 


b. Memasyarakatkan P-4 bagi seluruh lapisan rakyat sebagai 
pengamalan asas normatif. 


Semua ini merupakan usaha melestarikan eksistensi dan 
identitas bangsa, yakni Pancasila. 


Proses pewarisan nilai/ajaran Pancasila juga melalui pengem- 
bangan ajaran Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia di- 
antara sistem-sistem filsafat/ideologi bangsa-bangsa modern 
yang bersaing dalam dunia modern. 

Ajaran Pancasila yang secara intrinsik mengandung nilai-nilai 
fundamental dan universal, secara potensial dapat menjadi 
milik dunia. Sebab, nilai-nilai kebenaran dan kebaikannya 
menunjukkan keunggulan (superioritas) baik ditinjau dari isi 
ruang-lingkupnya, maupun ditinjau dari hakekat fungsi nilai- 
nya dalam kepribadian dan martabat luhur manusia. 


Kebenaran, kebaikan dan keunggulan nilai Pancasila sebagai 
Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, perwujudannya ialah 
sebagai sumber dari segala sumber hukum dan asas normatif 
kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia. Ke- 
nyataan ini sesungguhnya "hanyalah” proses kesinambungan 
warisan sistem nilai dari sosio-budaya bangsa dalam tata ke- 
hidupan masyarakat Indonesia sepanjang sejarahnya. Nilai- 


nilai dasar seperti : kesadaran Ketuhanan/keagamaan, keke- 
luargaan, teposeliro, musyawarah-mufakat, gotong-royong 
merupakan kepribadian (identitas) Indonesia. Karenanya 
tata-nilai Pancasila ini telah menjiwai dan menjadi watak (ke- 
pribadian) Indonesia. 

Jadi adanya bangsa Indonesia ialah adanya dengan nilai-nilai 
Pancasila. Karena itu pula eksistensi dan identitas Indonesia 
identik dengan Pancasila. Asas-asas ini telah tertuang di dalam 
Pembukaan dan Batang tubuh serta Penjelasan UUD 1945 se- 
bagai landasan konstitusional kehidupan bangsa/negara RI. 
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